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Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar 
sebagai salah satu ujung tombak fakultas yang berbasis kesehatan telah 
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak tahun 2011. Seiring berjalannya 
waktu maka FKIK dianggap telah melaksanakan KTR, namun belum dapat 
dikatakan berjalan dengan efektif karena berdasarkan hasil observasi, masih 
banyak ditemukan perokok terutama pegawai, yang merokok di lingkungan 
FKIK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi Kebijakan 
KTR di FKIK dari segi input, proses dan output, (2) faktor penghambat dalam 
pelaksanaan Implementasi Kebijakan KTR di FKIK, (3) dukungan lembaga 
mahasiswa FKIK terhadap penerapan kebijakan.  Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian adalah 
Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, Pegawai akademik, satgas KTR, 
mahasiswa dan penjual rokok. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
antara lain : observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah peneliti itu sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. 
Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. 
Teknik analisis data menggunakan model penelitian interaktif Miles dan 
Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok di FKIK tidak berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaan 
terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu : komunikasi yang kurang baik 
antar pelaksana ke kelompok sasaran, sumber daya manusia maupun anggaran 
yang masih kurang memadai, kurangnya komitmen dan dedikasi dari para 
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, tidak ada stuktur birokrasi pengawas 
KTR, SOP dan tidak adanya Juknis dalam proses pelaksanaan kebijakan.  
 










A. Latar Belakang 
Kesehatan merupakan salah satu hal yang cukup diperhatikan di negara 
berkembang seperti Indonesia. Berbagai macam masalah kesehatan sering kali 
menjadi topik perbincangan utama. Permasalahan kesehatan yang terjadi di 
Indonesia dipicu oleh berbagai macam faktor, yang salah satu penyebabnya adalah 
dikarenakan masyarakat Indonesia masih belum melakukan gaya hidup sehat. 
Dari hasil survei yang diinisiasikan oleh AIA Health Living Index 2013, 
ditemukan bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai kegiatan pasif pelepas 
stress yang justru meningkatkan resiko buruk bagi kesehatan. Salah satu kegiatan 
pasif pelepas stress yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah 
merokok. Masalah rokok sudah mencapai tingkat pandemisitas karena terjadi di 
banyak negara di dunia dengan prevalensi yang cukup tinggi dan adanya 
kecenderungan peningkatan penggunanya. Persentase konsumsi rokok di lima 
negara tertinggi, yaitu Tiongkok (44,3%), Rusia (5,5%), Amerika Serikat (4,8%), 
termasuk Indonesia (4,1%) dan Jepang (3,3%). (The Tobacco Atlas, 2014) 
Sebuah penelitian di Inggris menyatakan bahwa semakin banyak rokok 
yang dikonsumsi dalam sehari maka akan semakin buruk pula kualitas hidup 
(Vogl dkk., 2012). Bahaya mengkonsumsi tembakau dan merokok terhadap 
kesehatan merupakan sebuah kebenaran dan kenyataan yang harus diungkapkan 





masyarakat benar-benar memahami, menyadari, mau dan mampu menghentikan 
kebiasaan merokok dan menghindarkan diri dari bahaya akibat asap rokok. 
Merokok itu tidak boleh dimulai, tidak boleh mencoba, karena tidak sehat dan 
merusak jantung dan paru-paru anda (Susi Pudjiastuti, Menteri KKP 2017) 
Menurut dr. Darmawan (Smart Mind Center Consulting, Jakarta 2015) 
dalam wawancaranya, “Asap rokok itu efeknya sampai 10 meter dan mampu 
merusak dinding saluran napas. Sehingga memudahkan kuman-kuman penyakit 
masuk ke dalam paru-paru atau saluran nafas, ini disebut efek residu dari racun 
rokok yang bisa saja menempel di manapun, di baju, atau gorden dan seprai”. 
Selama ini, masyarakat telah terbuai dengan propaganda dan iklan rokok yang 
aduhai. Padahal itu tidak lebih dari sebuah kebohongan yang terus diulang-ulang, 
sehingga menjadi diyakini dan terinternalisasi dalam diri (Kemenkes RI, 2016). 
Bahkan, menurut data terbaru Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2014, 18,3 
persen pelajar Indonesia yang merupakan generasi muda telah mempunyai 
kebiasaan merokok. Angka-angka tersebut jelas sudah berada pada tahap 
mengganggu dan meresahkan masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat 
yang cenderung apatis dengan permasalahan rokok ini. Belum lagi dengan 
kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Dalam islam rokok dinyatakan haram. 
Beberapa dalil yang bisa dijadikan landasan keharaman rokok secara mutlak, 
sabda Rasulullah SAW “tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh 
menyebabkan bahaya bagi orang lain” (HR. Ibnu Majah, Hadist Shahih). 
Berdasarkan firman Allah SWT “dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik 





Dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok tidak hanya merugikan sektor 
kesehatan, tetapi mengakar pada pembangunan nasional secara keseluruhan. 
Kementerian Kesehatan RI bersinergi dengan Tobacco Control Support 
Center (TCSC) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) 
menyelenggarakan The 4th Indonesian Conference on Tobacco or 
Health (ICTOH) dengan harapan menghasilkan solusi bagi masalah yang 
ditimbulkan akibat merokok. 
Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Farid Moeloek, SpM (K) 
mengatakan kita bisa melihat keadaan negara kita, bukan harus menutup mata 
tetapi membuka mata mengenai  apa yang terjadi di negara ini. Bagaimana 
kegalauan kita terhadap anak-anak yang semakin lama semakin meningkat dalam 
mengonsumsi rokok. (The 4th Indonesian Conference on Tobacco or Health 
(ICTOH), Jakarta 15/4/2017) Lebih dari 36% penduduk Indonesia dikategorikan 
sebagai perokok saat ini. Di antara remaja usia 13-15 tahun, terdapat 20% 
perokok, yang mana 41% di antaranya adalah remaja laki-laki dan 3,5% remaja 
perempuan. Bahkan ada yang mulai merokok dengan usia yang sangat dini sekali, 
yakni 5-9 tahun. 
Peningkatan prevalensi perokok cenderung meningkat pada usia 15 tahun 
ke atas, sebanyak 34,2% pada tahun 2007 menjadi 36,3% pada tahun 2013 
(Kemenkes RI, 2013). Dari segi konsumsi rokok, Indonesia menempati urutan ke-
4 setelah Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Indonesia menduduki peringkat 
kedua dalam populasi dewasa pria yang merokok setiap hari (OECD, 2013). 





akibat konsumsi rokok pada tahun 2030 akan mencapai 10 juta orang setiap 
tahunnya dan sekitar 70% di antaranya terjadi di negara berkembang termasuk 
Indonesia (Hilyana,  2013). Konsumsi rokok menyebabkan hampir 6 juta orang 
meninggal setiap tahun. Lima juta diantaranya merupakan perokok aktif, 
sedangkan sisanya sekitar 600.000 orang merupakan perokok pasif. Setidaknya 
ada satu orang meninggal setiap 6 detik dikarenakan mengkonsumsi rokok. Satu 
dari dua orang perokok meninggal dikarenakan penyakit terkait dengan konsumsi 
rokok. Selain kematian, tembakau juga merupakan penyebab utama penyakit dan 
kemiskinan (WHO, 2014). Saat ini dua beban ganda kesehatan Indonesia menjadi 
permasalahan  kesehatan bagi bangsa ini. Penyakit menular dan penyakit tidak 
menular masih memiliki angka prevalensi yang patut diperhitungkan. Menurut 
data dari TCSC (Tobacco Control Support Center)  dalam sebuah artikel yang 
diterbitkan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI, 2013) 
bahwa pada tahun 2007, angka kematian di Indonesia yang disebabkan oleh 
penyakit tidak menular sebesar 59,5%. Salah satu faktor penyumbang angka 
terjadinya penyakit tidak menular antara lain kebiasaan merokok. 
Merokok merupakan salah satu dari sekian banyaknya masalah kesehatan 
masyarakat karena dapat menimbulkan berbagai penyakit bahkan kematian. 
Hampir semua orang tahu akan bahaya yang ditimbulkan akibat merokok.  Rokok 
adalah produk yang berbahaya karena mengandung 4000 zat kimia yang 
berbahaya bagi kesehatan, seperti nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang 
bersifat karsinogenik, bahkan juga formalin. Merokok dapat mengakibatkan 





menjadi penyebab serangan jantung. Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 
tahun 2013 menunjukan bahwa penyumbang kematian terbesar di Indonesia 
adalah  rokok, mencapai 57.000 orang per tahunya (Kemenkes RI, 2013). 
Para perokok aktif yang memiliki kebiasaan merokok, maka sudah tentu 
mereka akan merasa ada yang kurang apabila tidak merokok. Sehingga, mereka 
akan merokok disetiap ada kesempatan, baik di saat bekerja, berkumpul dengan 
teman-teman, dan dimanapun mereka berada. Namun, hal tersebut tentu saja akan 
mengganggu mereka yang tidak merokok. Kebanyakan dari orang yang tidak 
merokok sangat tidak menyukai orang yang merokok didekatnya, hal tersebut 
antara lain dikarenakan bau asap rokok yang tidak enak dan juga bahaya yang 
ditimbulkan dari rokok. Mereka yang tidak merokok pastinya memiliki keinginan 
untuk hidup sehat yang dimulai dengan menghindari rokok. Walaupun demikian, 
perilaku merokok saat ini justru semakin menjadi hal yang dapat dengan mudah 
ditemukan diberbagai tempat, bahkan di dalam lingkungan kampus yang menjadi 
tempat belajar mengajar. Bahkan, perilaku merokok sudah banyak dilingkungan 
akademis, seperti kampus atau universitas. Padahal mereka yang berada 
dilingkungan akademis selayaknya lebih mengerti mengenai informasi tentang 
bahaya merokok (Anggarawati, 2013). 
Sangat mudah kita temukan orang yang merokok di lingkungan kampus, 
mulai dari dosen, pegawai, dan khususnya mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi 
civitas kampus paling banyak tentunya juga menjadi penyumbang perokok aktif 
terbesar di dalam kampus jika dibandingkan dengan civitas kampus lainnya. 





dan yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat luar kampus ternyata 
masih banyak yang melakukan kebiasaan yang tidak sehat yaitu merokok. Jumlah 
perokok di Sulawesi Selatan sudah mencapai 27% dari total penduduk atau sekitar 
17 batang perhari yang setara dengan satu bungkus untuk tiap orang dalam satu 
hari. (Riskesdas, 2013) Ini bukan merupakan suatu prestasi yang patut 
dibanggakan. 
Dari fenomena tersebut, muncul gerakan anti rokok yang bertujuan untuk 
mengkampanyekan mengenai bahaya dari rokok. Selain adanya penggerak anti 
rokok dari kalangan masyarakat, pemerintah juga mengeluarkan beberapa 
peraturan tegas terkait rokok, yang salah satunya adalah peraturan mengenai KTR 
(Kawasan Tanpa Rokok). Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan 
ditegakkan. Tercapai tidaknya tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum itu. 
(Sukardja, 2012) Dan dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat, pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 
No.188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa 
Rokok.  Makas selanjutnya, sebagai implementasi UU No. 36 tahun 2009, 
dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan 
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 
Sampai saat ini beberapa provinsi, kabupaten/kota, telah memiliki kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR), namun terkadang masih ditemukannya orang yang 
merokok pada kawasan tanpa asap rokok tersebut. 
KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan 





mempromosikan produk tembakau (PP 109/2012, pasal 1 ayat 11). KTR 
merupakan sebuah program yang diadakan dengan tujuan untuk menurunkan 
angka kesakitan dan atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara 
mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas 
kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari 
asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, dan 
mewujudkan generasi muda yang sehat. Artinya, KTR ditetapkan sebagai upaya 
perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan 
karena lingkungan tercemar asap rokok. Penerapan kawasan tanpa rokok di 
Indonesia masih jauh dari harapan. Sebagai bukti sampai Februari 2015 hanya 30 
% (166 kabupaten/kota) yang menerapkan kawasan tanpa asap rokok, dari 403 
kabupaten dan 98 kotadi Indonesia (Kemenkes, 2015). Padahal pembentukan 
peraturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah melalui Undang-Undang 
Republik Indonesia no.36 tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ketujuh belas 
pasal 115 telah enam tahun diberlakukan, tetapi tidak menunjukan hasil yang 
signifikan. Hal ini menggambarkan belum meratanya kesadaran Pemerintah 
Daerah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok.  
Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 pasal 8 
ayat 2, yang termasuk dalam KTR adalah fasilitas pelayanan kesehatan; tempat 
proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; 
tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Tetapi, pada 
kenyataannya dari hasil pengamatan dibeberapa universitas negeri masih banyak 





karena menjadi kampus idaman setiap siswa SMA untuk melanjutkan studinya 
(Anggarawati, 2013) Berdasarkan Perda Kota Makassar 4/2013 Tentang Kawasan 
Tanpa Rokok pasal 8 ayat 3 mengatakan bahwa pimpinan atau penanggung jawab 
tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan Kawasan Tanpa 
Rokok. 
Berbagai riset yang mengungkapkan pentingnya kawasan tanpa rokok 
terhadap perilaku kebiasaan merokok. Hasil studi efektivitas penerapan kebijakan 
perda kawasan tanpa rokok oleh Nizwardi Azka (2013) menjelaskan bahwa terjadi 
kecenderungan penurunan perokok sebanyak 59% di tempat umum. Penelitian 
lain yang dilakukan oleh Yayi Suryo (2009) menyatakan penerapan kampus bebas 
rokok dapat mengurangi jumlah mahasiswa merokok secara teratur. Kebijakan ini 
membatasi gerak perokok aktif sehingga dapat memberikan perlindungan kepada 
perokok pasif. Hal senada di dukung oleh pusat promosi kesehatan (2011) yang 
menjabarkan manfaat penetapan kawasan tanpa rokok antara lain menurunkan 
angka kesakitan dengan mengubah perilaku masyarakatsehat, meningkatkan 
produktivitas kerja, kualitas udara yang sehat dan bersih, menurunkan angka 
perokok dan mecegah perokok pemula. Manfaat penerapan kebijakan penetapan 
kawasan tanpa rokok oleh Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang RI no.36 
tahun 2009 tentang kesehatan perlu di dukung kebijakan lainnya. 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar merupakan salah satu 
tempat proses belajar mengajar di daerah Kota Makassar untuk kampus I yang 
terdiri dari prodi Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan sedangkan 





Samata, Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
Kampus II di Jl Sultan Alauiddin No.63 Samata Gowa, Sulawesi Selatan ini 
terdiri dari 9 fakultas, 1 gedung perpustakaan universitas, asrama mahasiswa, 4 
gedung Cafetaria dan sejumlah kantin ataupun kios dengan jumlah populasi 
sebanyak 21.922 orang yang berpotensi sebagai perokok aktif dan pasif yang 
cukup besar (UINAM, 2016). Sayangnya belum ada peraturan pengendalian 
rokok dengan penegakan hukum yang jelas di wilayah kampus. Kenyataan 
menunjukkan bahwa sebagian fakultas mengijinkan mahasiswa merokok di 
lingkungan kampus. Dampak buruk rokok ini dapat dirasakan langsung maupun 
tidak langsung oleh para mahasiswa. 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) adalah salah satu 
fakultas yang sudah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak 
tahun 2011 oleh dekan Dr. Rasyidin Abdullah, kemudian kembali dilanjutkan oleh 
dekan yang baru secara resmi di lingkungan fakultas pada 9 Desember tahun 2014 
dengan penandatanganan pengesahan oleh Dekan FKIK. Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan (FKIK) terdiri dari enam prodi diantaranya adalah Pendidikan 
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Farmasi, Kebidanan dan 
profesi Ners dengan total 1.428 orang dengan rincian 221 orang mahasiswa dan 
1.207 orang mahasiswi, dimana berpotensi sebagai perokok aktif dan pasif di 
lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK). 
Sungguh disayangkan, Mahasiswa  yang seharusnya berperan sebagai Iron 
stock, tunas bangsa ini ternyata sudah layu oleh rokok. Agent of change yang 





Terlebih lagi mahasiswa kesehatan yang notabene mengemban amanah 
sebagai Agent of health, agen yang diharapkan untuk menjaga dan meningkatkan 
kualitas kesehatan di masyarakat.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan saya 
teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan 
Tanpa Rokok di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN  Alauddin 
Makassar Tahun 2017 ? 
 
C. Definisi Konsep Penelitian 
Berikut ini adalah definisi konsep dari variabel yang diteliti : 
1. Variabel Independen 
Variabel independen pada penelitian ini adalah segala hal yang 
mempengaruhi Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar tahun 2017. 
Adapun defenisi variabel independent dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Komunikasi 
Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan 
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana 
yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 





implementasi. Variabel komunikasi mengarah ke indikator Input kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan tempat proses belajar mengajar, 
yang meliputi : 
1) Adanya kebijakan tertulis tentang KTR 
2) Adanya media promosi tentang larangan merokok/KTR. 
b. Sumber Daya 
Sumber Daya yang dimaksud adalah meskipun isi kebijakan telah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 
kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, 
misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Variabel sumber 
daya mengarah ke indikator Proses kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 
lingkungan tempat proses belajar mengajar, yang meliputi : 
1) Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap 
muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik) 
2) Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR 
3) Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok dan etika merokok. 
c. Disposisi 
Disposisi merupakan adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor 





kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 
Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
Variabel disposisi mengarah ke indikator Output kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di lingkungan tempat proses belajar mengajar, yang meliputi : 
1) Lingkungan tempat  proses belajar mengajar tanpa asap rokok 
2) Mahasiswa, Staf/civitas akademika kampus yang tidak merokok menegur 
mahasiswa, Staf/civitas akademika Fakultas yang merokok di lingkungan 
KTR 
3) Perokok merokok di luar KTR 
4) Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR. 
2. Variabel Dependen 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah hal yang dipengaruhi oleh 
semua variable diatas. Pada penelitian ini variabel yang dipengaruhi adalah 
implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Implementasi 
kebijakan KTR di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN 
merupakan suatu bentuk penerapan maupun proses berlangsungnya suatu program 
kebijakan kampus tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan (FKIK)  UIN Alauddin Makassar oleh beberapa aktor/pelaku 







No. Nama Peneliti Judul Penelitian 
Karakteristik Variabel 
Variabel Jenis Penelitian Sampel Hasil 






Kampus Bebas Asap 











20 orang partisipan 




Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa 
mahasiswa perokok aktif 
memilki sikap setuju dan 
tidak setuju terhadap KBBR, 
namun ada perbedaan sikap 
terkait dengan kepatuhan 
terhadap aturan tersebut. 
Mahasiswa perokok aktif 
yang setuju terhadap KBBR 
ada yang mendukung dan 
ada yang tidak mendukung 
adanya KBBR. Sedangkan 
mahasiswa perokok aktif 
yang tidak setuju terhadap 
KBBR tidak mendukung 
penerapan KBBR di kampus. 
Berbeda dengan mahasiswa 
perokok aktif, mahasiswa 
perokok pasif semuanya 
setuju dan mendukung 































berpengetahuan baik, 93,8% 
responden mempunyai sikap 
baik, 83,3% partisipasi 
responden tergolong kurang 
tentang implementasi 
Kawasan Tanpa Rokok. 
Analisis bivariat 
menunjukkan tidak ada 
hubungan antara 
pengetahuan tentang 
Kawasan Tanpa Rokok 
dengan tingkat partisipasi 
dalam implementasi 
Kawasan Tanpa Rokok ( p 
value = 0,065), tidak ada 
hubungan antara sikap 
tentang Kawasan Tanpa 
Rokok dengan tingkat 
partisipasi dalam 
implementasi Kawasan 
























Wakil Rektor II, 
lima Dekan, dua 





menunjukkan bahwa proses 
implementasi kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok di 
Universitas Negeri 
Yogyakarta tidak berjalan 
dengan efektif. Dalam 
pelaksanaan terdapat 
beberapa faktor yang 
menghambat yaitu : (1) 
komunikasi yang kurang 
baik antar pelaksana maupun 
ke kelompok sasaran, (2) 
sumber daya manusia 
maupun anggaran yang 
masih kurang memadai. (3) 
kurangnya komitmen dan 
dedikasi dari para pelaksana 
dalam melaksanakan 
kebijakan, (4) Stuktur 
birokrasi dan tidak adanya 
SOP dalam proses 


















KTR di FIK UMS 
Metode kualitatif 
fenomenologi  
6 (enam) orang 
dari kalangan 






adanya SK Dekan mengenai 
KTR, adanya teguran bagi 
yang merokok, adanya 
Klinik Berhenti Merokok 
(KBM) dan dukungan dana 
bagi KBM merupakan faktor 





























Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa sikap 
mahasiswa Unpad 
terhadap Kawasan Tanpa 
Rokok di Kampus Unpad 
terbagi ke dalam empat 
kategori yaitu positif 
(40.3%), cenderung positif 
(44.2%), netral (11.7%), 
cenderung negatif (3.2%), 
dan negatif (0.6%). 












98 Responden Dari 84 responden yang 
memiliki persepsi baik 
tentang KTR sebanyak 64 






Penerapannya  Di  
Universitas 
Sumatera Utara     
 
penerapan KTR di USU dan 
20 responden tidak  
mendukung penerapan KTR 
di USU. Kemudian dari 14 
responden yang memiliki  
persepsi buruk sebanyak 5 
responden  diantaranya 
mendukung penerapan KTR 
di USU dan sebanyak 9 
responden  lainnya tidak 
mendukung penerapan KTR 
di USU. Hasil analisis 
bivariat  dengan 
menggunakan uji statistik 
Chi Square menunjukkan 
bahwa variabel persepsi 
tentang KTR memiliki 
hubungan yang signifikan 
dengan variabel dukungan 
penerapan KTR dengan nilai 
p=0,004. Hasil analisis 
regresi logistik menunjukkan 
bahwa ada pengaruh yang  






Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penerapan 
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat proses belajar mengajar. Namun, belum ada yang berfokus langsung pada 
bentuk implementasi dari indikator, Input, Proses, dan Output . Jadi penelitian ini bermaksud mengkaji lebih dalam 
permasalahan – permasalahan yang ada dengan metode indepth interview sehingga mampu menambah wawasan ilmiah 
pembaca dan menindaklanjuti penelitian-penelitian sebelumnya, agar penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 
tempat proses belajar mengajar khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)  Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar dapat diterapkan secarah resmi dan dapat berjalan secara efektif.












E. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin 
Makassar tahun 2017. 
2. Tujuan Khusus 
Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini yaitu : 
a. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan KTR dilihat dari indikator input, 
proses dan output di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN 
Alauddin Makassar 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penerapan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
(FKIK) UIN Alauddin Makassar 
c. Untuk mengetahui bagaimana dukungan lembaga/komunitas mahasiswa dalam 
penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 





Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan dan menjadi bahan informasi dan pembanding bagi penelitian-
penelitian berikutnya. 
 
2. Bagi Institusi 
Hasil penelitian ini Sebagai informasi tentang bagaimana implementasi 
penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan UIN Alauddin Makassar, sehingga dapat memberi masukan penerapan 
KTR yang baik tanpa mengabaikan hak-hak perokok dan bukan perokok. Data ini 
bermanfaat dalam upaya pembenahan lingkungan kampus sehingga akan 
menghasilkan lingkungan yang sehat dan mendukung proses belajar mengajar 
baik bagi mahasiswa maupun karyawan. Selain itu, data ini akan menjadi salah 
satu sumber informasi bagi instansi terkait dalam  menentukan arah kebijakan 
kesehatan untuk mencegah perilaku merokok pada mahasiswa(i).  
3. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam 
rangka pengembangan ilmu kesehatan masyarakat pada umumnya dan dapat 
digunakan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. 
4. Bagi Peneliti 
Merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menduduki bangku kuliah dan 








A. Tinjauan Tentang Rokok  
1. Definisi Rokok 
Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 
mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah 
dicacah. Rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat 
mulut. Ada dua jenis rokok, yaitu berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok 
terbuat dari busa serabut sintetis yang berfungsi menyaring nikotin (Imarina 
dalam Latif, 2015). Menurut Kemenkes RI (2011) rokok adalah salah satu produk 
tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan dihirup termasuk rokok 
kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainya yang dihasilkan dari tanaman 
Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainya atau sintesisnya yang 
asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.  
Merokok berarti membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik 
menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Alasan utama merokok adalah 
cara untuk bisa diterima secara sosial, melihat orang tuanya merokok, 
menghilangkan rasa jenuh, ketagihan dan untuk menghilangkan stress (Aditama 
dalam Febriani, 2014). Menurut Kemenkes RI (2012) merokok adalah kegiatan 
membakar rokok atau menghisap asap rokok dan merupakan salah satu penyebab 
gangguan kesehatan dan penyebab kematian.  
Rokok yang dikonsumsi menghasilkan asap rokok yang berbahaya bagi 





mengonsumsi rokok secara rutin, walaupun itu hanya satu batang dalam sehari 
atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar 
coba-coba dan cara menghisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walau 
tidak dihisap masuk ke dalam paru-paru (Kemenkes RI, 2012).  Perokok pasif 
adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau 
orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang 
merokok (Kemenkes RI, 2012). 
Siteope dalam Putra (2013) menyebutkan bahwa rokok (termasuk asap 
rokok) mengandung racun yang berbahaya bagi kesehatan. Racun dalam rokok 
yaitu :   
a. Tar 
Tar merupakan senyawa polinuklin hidrokarbon aromatika yang bersifat 
karsinogenik, zat ini bersifat lengket dan bisa menempel di paru paru sehingga 
setelah terakumulasi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terbentuknya 
kanker. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap 
padat asap rokok, setelah dingin akan  menjadi padat dan membentuk endapan 
berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernafasan dan paru-paru. 
Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar 
dalam rokok berkisar 24 -45mg. (Sitepoe dalam Pramesti, 2014) 
b. Gas karbon monoksida (CO) 
Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat 
arang atau karbon. Gas CO mempunyai kemampuan mengikat hemoglobin (Hb) 





mencapai 3-6% dan minimal sejumlah 400 ppm (parts per milion) terhisap oleh 
perokok, kadar ini sudah mampu meningkatkan karboksi haemoglobin dalam 
darah sejumlah 2-16% (Sitepoe dalam Astuti, 2014). 
c. Nikotin 
Nikotin bersifat racun dan mampu mempengaruhi kinerja otak atau 
susunan saraf pusat. Nikotin mampu memberikan sensasi nikmat sekaligus 
mengaktivasi sistem dopaminergik yang akan merangsang keluarnya dopamine, 
sehingga perokok merasa tenang, daya pikir meningkat, dan menekan rasa lapar. 
Nikotin juga mampu mengaktivasi sistem adrenegik yang akan melepaskan 
serotonin yang berfungsi menimbulkan rasa senang, sehingga perokok cenderung 
mengulangi aktivitas merokoknya namun tubuh membutuhkan kadar nikotin yang 
semakin tinggi untuk mencapai tingkat kepuasan yang di inginkan (Wayne dalam 
Putra, 2013). 
2. Perilaku Merokok 
Menurut Lawrence Green bahwa perilaku seseorang salah satunya 
dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan akan mempengaruhi tingkat 
pengetahuan yang dimiliki. Perilaku seseorang terdiri dari tiga bagian penting, 
yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Kognitif dapat diukur dari pengetahuan, 
efektif dari sikap atau tindakan dan psikomotor diukur melalui tindakan (praktik) 
yang dilakukan. Dalam proses pembentukan dan perubahan perilaku dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar individu. Faktor dari dalam 
mencakup pengetahuan, kecerdasan, presepsi, sikap, emosi dan motivasi yang 





lingkungan sekitar baik fisik maupun non fisik seperti iklim, manusia, sosial, 
ekonomi, budaya dan sebagainya. 
Perilaku merokok dilihat dari berbagai sudut pandang dinilai sangat 
merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya. Meskipun 
semua orang mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas merokok, hal itu 
tidak pernah surut dan tampaknya merupakan perilaku yang masih dapat ditolerir 
oleh masyarakat. Fenomena tersebut bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, 
baik di lingkungan rumah, kantor,tempat proses belajar mengajar,  angkutan 
umum dan jalanan. Hampir setiap saat dapat disaksikan dan dijumpai orang yang 
sedang merokok (Aula, 2010, hal:59). 
Wismanto dan Sarwo (2007: 13) mengungkapkan perilaku merokok 
adalah perilaku yang kompleks, yang diawali dan berlanjut yang disebabkan oleh 
beberapa variabel yang berbeda artinya bahwa perilaku merokok merupakan 
perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam individu 
maupun luar individu. Sigmund Freud (dalam Zulkifli, 2010) mengungkapkan 
merokok adalah kesenangan yang paling hebat dan paling murah dalam hidup. 
Dikatakan hebat karena dengan merokok, individu merasa gagah dan dewasa, 
sedangkan dikatakan murah karena hanya dengan seribu rupiah seseorang sudah 
mendapatkan sebatang rokok yang berisi banyak bahan kimia. Sedangkan 
merokok menurut Sitepoe (2000) adalah membakar tembakau yang kemudian 







3. Dampak rokok terhadap kesehatan 
Rokok memberi akibat buruk pada tubuh kita, mulai dari kepala sampai 
kaki. Penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah : 
a. Kanker 
Kebiasaan merokok dihubungkan dengan berbagai macam kanker, mulai 
dari kanker mulut, kanker paru, sampai kanker rahim. Perokok  beresiko lima kali 
lebih tinggi terkena kanker mulut dan dua kali lebih tinggi terkena kanker kandung 
kemih dibandingkan dengan bukan perokok, begitu juga dengan kanker bibir, 
kanker lidah, dan kanker kerongkogan. Kanker timbul akibat diserapnya bahan 
karsinogenik ke dalam tubuh (Imarina, 2008).  
b. Penyakit Jantung 
Penyakit jantung berhubungan dengan penyempitan atau tersumbatnya 
pembuluh darah koroner. Bahan di dalam asap rokok yang berkaitan dengan 
penyakit jantung adalah CO. Gas CO mempunyai kemampuan mengikat Hb lebih 
kuat dibanding Oksigen, sehingga setiap ada asap rokok yang terhirup kadar 
Oksigen darah berkurang. Darah lebih banyak mengangkut CO daripada Oksigen 
mengakibatkan sel tubuh menderita karena kekurangan Oksigen, sel tubuh akan 
merespon dengan meningkatkan laju darah dengan cara vasokontriksi pembuluh 
darah. Proses vasokontriksi yang berlangsung lama dan terus menerus akan 
mengakibatkan penyempitan (aterosklerosis) (Kusmana dalam Putra, 2013). 
c. Penyakit lain 
Selain penyakit kanker dan jantung, kebiasaan merokok dihubungkan 





dan tukak lambung. Tukak lambung lebih sering dijumpai pada orang yang 
merokok, dan lebih sulit sembuh selama mereka masih tetap merokok. Efek dari 
merokok yang lain adalah rambut jadi mudah rontok, 40% lebih beresiko terkena 
gangguan mata, penuaan dini pada kulit, lebih mudah terkena gangguan 
pendengaran, permasalahan gigi, permasalahan pernafasan dan kuku menjadi 
berwarna kuning kecoklatan (Kemenkes RI, 2011). Rokok juga dapat 
mempengaruhi prestasi akademik, hal ini disebabkan karena rokok mempengaruhi 
kesehatan fungsi otak dan psikis. Kandungan rokok yang berkaitan dengan fungsi 
otak adalah nikotin yang memiliki efek toksisitas pada fungsi kognitif yang 
memunculkan gejala kesulitan konsentrasi (Tulenan, dkk., 2015). 
Hukum rokok menurut pendapat penganut mazhab Imam Hanapi 
(Husaini,2006:160) mengatakan bahwa setiap perokok memahami dengan baik 
bahwa asap rokok sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat dan kebaikan 
sedikitpun. Dengan demikian, makna merokok bisa difatwakan haram. Fatwa ini 
menyatakan bahwa merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba’is 
yang dilarang dalam Q.S al-A’raf ayat 157 : 
                       
                   





                        
                
Terjemahnya : 
“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang 
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi 
mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang 
mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 
segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan 
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada 
pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. 
memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang 
diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang 
beruntung.” (al-Quran dan terjemah, Departemen Agama RI’ 2004). 
 
 
Maksud ayat tersebut menyatakan bahwa perbuatan merokok mengandung 
unsur untuk  menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan 
perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga bertentangan dengan al-Quran 
dalam Surah al-Baqarah ayat 195 dan an-Nisa ayat 29. 
 
 
                           
          
Terjemahnya :  
“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 






                       
                         
        
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang  
kepadamu.” (al-Qur’an dan terjemah, Departemen Agama RI 2004). 
 
Berdasarkan Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 195, tentang 
larangan menjatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan dan surah an-Nisa ayat 29, 
tentang larangan membunuh diri sendiri maka dapat disimpulkan maksud dari 
ayat-ayat tersebut adalah larangan membunuh diri sendiri yang mencakup juga 
larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh 
diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. 
 
B. Tinjauan Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
Kawasan tanpa rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang 
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, 
menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, meliputi 
fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak 
bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan 





2. Tujuan dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah : 
a. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara 
mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. 
b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. 
c. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok. 
d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.  
e. Mewujudkan generasi muda yang sehat. 
3. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam 
pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut :  
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116. 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. 






f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang 
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. 
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara. 
i. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan. 
j. Instruksi Menteri Pedidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997 tentang 
Lingkungan Sekolah Bebas Rokok. 
k. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 
1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok. 




Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah di tempat pelayanan kesehatan, 
tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan 
umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). 
a. Sasaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  







4) Tenaga medis dan non medis. 
b. Sasaran di Tempat Proses Belajar Mengajar 
1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat proses belajar mengajar. 
2) Peserta didik/siswa. 
3) Tenaga kependidikan (guru). 
4) Unsur sekolah lainnya (tenaga administrasi, pegawai di sekolah). 
c. Sasaran di Tempat Anak Bermain 
1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat anak bermain. 
2) Pengguna/pengunjung tempat anak bermain. 
d. Sasaran di Tempat Ibadah 
1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat ibadah. 
2) Jemaah. 
3) Masyarakat di sekitar tempat ibadah.  
e. Sasaran di Angkutan Umum 
1) Pengelola sarana penunjang di angkutan umum (kantin, hiburan, dsb). 
2) Karyawan. 








f. Sasaran di Tempat Kerja  
1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola sarana penunjang di tempat kerja 
(kantin, toko, dsb). 
2) Staf/pegawai/karyawan. 
3) Tamu. 
g. Sasaran di Tempat Umum 
1) Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola sarana penunjang di tempat 
umum (restoran, hiburan, dsb). 
2) Karyawan. 
3) Pengunjung/pengguna tempat umum. 
 
5. Langkah-langkah pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat 
Proses Belajar Mengajar 
Petugas kesehatan melaksanakan advokasi kepada pimpinan/pengelola 
tempat proses belajar mengajar dengan menjelaskan perlunya Kawasan Tanpa 
Rokok dan keuntungannya jika dikembangkan Kawasan Tanpa Rokok di area 
tersebut. Dari advokasi tersebut akhirnya pimpinan/pengelola tempat belajar 
mengajar setuju untuk mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok. Contoh tempat 
proses belajar mengajar adalah sekolah, kampus, perpustakaan, ruang praktikum 
dan lain sebagainya. 
Yang perlu dilakukan oleh pimpinan/pengelola untuk mengembangkan 






a. Analisis Situasi 
Penentu kebijakan/pimpinan di tempat proses belajar mengajar melakukan 
pengkajian ulang tentang ada tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan 
bagaimana sikap dan perilaku sasaran (karyawan/guru/dosen/ siswa) terhadap 
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kajian ini untuk memperoleh data sebagai 
dasar membuat kebijakan. 
b. Pembentukan Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Kawasan 
Tanpa Rokok. 
Pihak pimpinan mengajak bicara karyawan/guru/dosen/siswa yang 
mewakili perokok dan bukan perokok untuk : 
1) Menyampaikan maksud, tujuan dan manfaat Kawasan Tanpa Rokok. 
2) Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan Kawasan Tanpa 
Rokok. 
3) Meminta masukan tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok, antisipasi 
kendala dan sekaligus alternatif solusi. 
4) Menetapkan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan mekanisme 
pengawasannya. 
5) Membahas cara sosialisasi yang efektif bagi karyawan/guru/dosen/ siswa. 
6) Kemudian pihak pimpinan membentuk komite atau kelompok kerja 
penyusunan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. 
c. Membuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Komite atau kelompok kerja 






d. Penyiapan Infrastruktur antara lain : 
1) Membuat surat keputusan dari pimpinan tentang penanggung jawab dan 
pengawas Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar. 
2) Instrumen pengawasan. 
3) Materi sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok. 
4) Pembuatan dan penempatan tanda larangan merokok. 
5) Mekanisme dan saluran penyampaian pesan tentang KTR di tempat 
proses belajar mengajar melalui poster, stiker larangan merokok dan lain 
sebagainya. 
6) Pelatihan bagi pengawas Kawasan Tanpa Rokok. 
7) Pelatihan kelompok sebaya bagi karyawan/guru/dosen/siswa tentang cara 
berhenti merokok. 
e. Sosialisasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain : 
1) Sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan internal bagi 
karyawan/guru/ dosen/siswa. 
2) Sosialisasi tugas dan penanggung jawab dalam pelaksanaan Kawasan 
Tanpa Rokok. 
f. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 
1) Penyampaian pesan Kawasan Tanpa Rokok kepada karyawan/ 
guru/dosen/siswa melalui poster, tanda larangan merokok, pengumuman, 
pengeras suara dan lain sebagainya. 
2) Penyediaan tempat bertanya 





g. Pengawasan dan Penegakan Hukum 
1) Pengawas Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar 
mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai peraturan yang 
berlaku. 
2) Melaporkan hasil pengawasan kepada otoritas pengawasan yang 
ditunjuk, baik diminta atau tidak. 
h. Pemantauan dan Evaluasi 
1) Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang kebijakan yang 
telah dilaksanakan. 
2) Minta pendapat komite dan lakukan kajian terhadap masalah yang 
ditemukan. 
3) Putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap masalah kebijakan. 
 
6. Indikator Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tempat Proses Belajar 
Mengajar 
a. Indikator Input 
1) Adanya kebijakan tertulis tentang KTR. 
2) Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR di tempat proses 
belajar mengajar. 
3) Adanya media promosi tentang larangan merokok/KTR. 
b. Indikator proses 
1) Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap 





2) Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR. 
3) Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda 
larangan merokok, mading, surat edaran, pengeras suara. 
4) Terpasangnya tanda KTR di tempat proses belajar mengajar. 
5) Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok dan etika merokok. 
c. Indikator output 
1) Lingkungan tempat  proses belajar mengajar tanpa asap rokok. 
2) Siswa yang tidak merokok menegur siswa yang merokok di lingkungan 
KTR. 
3) Perokok merokok di luar KTR. 
4) Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR. 
 
7. Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok pada tempat 
belajar mengajar 
a. Evaluasi 4-6 bulan 
1) Adanya tanda Kawasan Tanpa Rokok yang dipasang. 
2) Adanya media promosi Kawasan Tanpa Rokok. 
b. Evaluasi 1-3 tahun 
1) Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diterima dan dilaksanakan oleh 
pimpinan dan karyawan/guru/dosen/siswa. 






3) Tidak ada penjual rokok di sekitar tempat proses belajar mengajar. d. 
Karyawan /guru/dosen/siswa yang tidak merokok bertambah banyak. 
4) Semua karyawan/guru/dosen/siswa tidak merokok di Kawasan Tanpa 
Rokok. 
 
C. Tinjauan Tentang Kebijakan 
Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti 
government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula gevernance 
yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya 
merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara 
langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial 
dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, 
masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, 
kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan 
kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. 
Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai a 
projecterd program of goals, values and practice yang artinya adalah suatu 
program pencapaian tujuan, nilai-niai dan praktek-praktek yang terarah. 
Sedangkan penjelasan lain mengenai kebijakan publik adalah serangkaian 
tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka 





menyangkut kepentingan masyarakat luas, menurut perspektif agama islam dalam 
Q.S an-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan 
publik, yaitu : 
                          
                     
        
Terjemahnya :  
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 
yang mendapat petunjuk.” (al-Qur’an dan terjemah, Departemen Agama 
RI 2004). 
 
Allah menyuruh Rasullullah agar mengajak makhluk kepada Allah dengan 
hikmah, yaitu Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara 
yang hak dengan yang bathil. Firman Allah: “dan bantahlah mereka dengan cara 
yang baik,” berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang 
sopan. Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog 
dengan suatu kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar sehingga 
berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam 
pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai 
implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok 
aktor politik dengan tujuan yang telah dipilah beserta cara-cara untuk 





prinsipnya masih berada dalam batas kewenangan, kekuasaan dari pada aktor 
politik pada khususnya. 
Adapun menurut Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang 
mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang 
diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan 
dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 
mencapai tujuan yang dimaksud. 
Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) 
menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai 
‘whatever government choose to do or not to do’. Artinya, kebijakan publik 
adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak 
dilakukan’. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) 
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah 
yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 
‘kebijakan’ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi 
non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial 
(Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahtraan Keluarga/PKK) dan lembaga 
- lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. 
Menurut Bridgeman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:5) 
menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang 





legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis 
(hypothesis). 
1. Kebijakan publik sebagai tujuan 
Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, 
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk 
mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen 
pemerintah.  
2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal 
Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena 
dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. 
Keputusan itu mengikat para pegawai negri untuk bertindak atau mengarahkan 
pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau 
peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan 
anggaran guna mengimplementasikan program tertentu. 
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis 
Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab 
dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi 
mengenai prilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang 
untuk melakukan sesuatu. Kebijakn juga selalu memuat disensetif yang 
mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan 
perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme 





Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat 
disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. 
Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan 
yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada prilaku yang berubah atau 
acak.Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola 
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang 
terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya 
dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau 
menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan 
dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. 
Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas 
dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat 
melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suat 
tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut 
keterlibatan pemerintah amat diperlukan.Kelima, kebijakan publik paling tidak 
secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat 
memerintah. 
 
D. Tinjauan Tentang Implementasi 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu 





kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian 
implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke 
proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim 
dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan 
berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan 
akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, 
masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.   
Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) 
mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam 
keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha 
untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional 
dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk 
mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 
kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai 
tujuan tujuan  yang telah ditetapkan.  
Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 
Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 
65), mengatakan bahwa : 
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 
suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 
perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 






Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 
ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi 
implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 
aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 
tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. 
Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 
kebijakan, yaitu : 
1. Teori George C. Edward 
Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 
a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi 
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 
(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 
b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya 
tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 
implementor dan sumber daya finansial. 
c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 





dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 
kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating 
Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang 
akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas 
organisasi tidak fleksibel. 
Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-
sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang 
baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas 
yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna 
melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 
Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) 
terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan 
Fragmentasi: 
“SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang 
sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-
sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam 
bekerjanya organisasiorganisasi yang kompleks dan tersebar luas. 
Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit 
birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompokkelompok 
kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat 







2. Teori Merilee S. Grindle 
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 
2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of 
policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel 
tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group 
termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, 
sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak 
sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 
implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh 
sumberdaya yang memadai. 
Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) 
mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 
implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, 
barulah implementasi kebijakan dilakukan. 
Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan 
tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : Kepentingan yang 
terpengaruhi oleh kebijakan. 
a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 
b. Derajat perubahan yang diinginkan 
c. Kedudukan pembuat kebijakan 
d. (Siapa) pelaksana program. 






Sementara itu, konteks implementasinya adalah : 
a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 
b. Karakteristik lembaga dan penguasa. 
c. Kepatuhan dan daya tanggap. 
Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang 
komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan 
implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di 
antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi 
yang diperlukan. 
3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  
Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga 
kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni 
karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik 
kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan 
variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). 
4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn  
Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel 
yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, 
sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik 
agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. 
Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses 





a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah 
transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia 
harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk 
pelaksanaannya telah dikeluarkan. 
b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan 
sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak 
hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi 
kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan 
kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu 
program dilaksanakan. 
c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin 
berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksaan harus konsisten dan 
jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana 
kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah 
tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan 
tugasnya dengan baik. 
 
E. Kerangka Teori 
Kesehatan masyarakat merupakan ilmu terapan yang sangat luas. Menurut 
Hendrik L. Blum, ada empat aspek yang mempengaruhi derajat kesehatan 
masyarakat yaitu perilaku, lingkungan, hereditas dan pelayanan kesehatan. Salah 
satu peminatan di Kesehatan Masyarakat adalah administrasi dan kebijakan 
kesehatan. Peminatan inilah yang mengkaji banyak hal tentang manajemen, 





penelitian ini adalah implementasi kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) sebagai integrasi dari konsentrasi administrasi dan kebijakan kesehatan. 
Teori yang muncul selanjutnya adalah teori dari Edward III (dalam Subarsono, 
2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat variabel, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 
Kemudian, dalam hubungannya dengan implementasi penerapan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di lingkungan tempat proses belajar mengajar yaitu dapat ditinjau 
dari indikator input, proses, dan output.  Keberhasilan penerapan kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat ditinjau dari tiga indikator tersebut setelah 
kebijakan ini diterapkan. Dari teori itulah peneliti bermaksud menindaklanjuti 
dalam studi implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar. Untuk lebih 














Sumber : Teori George C. Edward dalam Subarsono, 2011: 90-92 
Keterangan :  






















G. Definisi Konseptual 
1. Implementasi Kebijakan KTR di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan UIN Alauddin Makassar merupakan suatu proses 
berlangsungnya suatu program kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
di lingkungan fakultas oleh beberapa aktor/pelaku sehingga mencapai 
tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran kebijakan tersebut. 
2. Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan 
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, 
dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan 
kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi 
distorsi implementasi. Variabel komunikasi mengarah ke indikator Input 
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan tempat proses 





a. Adanya kebijakan tertulis tentang KTR 
b. Adanya media promosi tentang larangan merokok/KTR. 
3. Sumber Daya yang dimaksud adalah meskipun isi kebijakan telah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 
kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak 
akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 
Variabel sumber daya mengarah ke indikator Proses kebijakan Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan tempat proses belajar mengajar, yang 
meliputi : 
a. Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap muka) 
maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik) 
b. Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR 
c. Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok dan etika merokok. 
4. Disposisi merupakan adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut 
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 
oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 





mengarah ke indikator Output kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
di lingkungan tempat proses belajar mengajar, yang meliputi : 
a. Lingkungan tempat  proses belajar mengajar tanpa asap rokok 
b. Mahasiswa, Staf/civitas akademika kampus yang tidak merokok menegur 
mahasiswa, Staf/civitas akademika kampus yang merokok di lingkungan 
KTR 
c. Perokok merokok di luar KTR 
d. Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR. 
5. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 
Standard Operating Procedure (SOP), Juknis dan fragmentasi. Struktur 
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan 
dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 

















A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau Case Study. Penelitian kualitatif 
adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 
statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara 
holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 
memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci (Sugiarto, 2015). Penelitian 
kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial 
tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 
berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari situasi 
yang alamiah (Satori dan Komariah, 2012). 
Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “A Case Study” 
atau “Case Studies”. Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” yang menurut Kamus 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 3 (1989; 173), 
diartikan sebagai :  
1. “instance or example of the occurance of sth., 
2. “actual state of affairs; situation”, dan 
3. “circumstances or special conditions relating to a person or thing”. 
Secara berurutan artinya ialah : 
1. contoh kejadian sesuatu, 





3. lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. 
Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Studi 
Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, 
terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada 
tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk 
memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, 
peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-
life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Walaupun 
demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, 
tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal 
kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat 
diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti 
tersebut (Nawawi, 2003 ). 
Lokasi penelitian ini bertempat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.  
 
B. Irforman Penelitian 
Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang terkait dengan 
penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai dari pimpinan sampai 
bawahan serta mahasiswa yang aktif kuliah. Adapun rinciannya adalah sebagai 
berikut : 
1. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin 
Makassar 





3. Pegawai Akademik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) 
4. Mahasiswa yang aktif kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar khususnya mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK) 
5. Penjual rokok yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK) 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini, bersumber dari data primer dan 
data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung peneliti 
melalui indept Interview atau wawancara mendalam sedangkan data sekunder 
adalah dokumen – dokumen yang menunjang penelitian baik dari data Rektorat 
kampus maupun data lainnya yang diperoleh dari literature berupa buku – buku 
bacaan yang dapat membantu peneliti untuk meperoleh data yang relevan. 
Literature dianggap penting sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan 
data, kemudian mengorganisasi, mensintesis, dan menilai secara kritis sejumlah 
julatan (range) informasi.  
 
D. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian merupakan segala hal yang mendukung kemudahan 
dalam penelitian. Kualitas instrument penelitian, berkenaan dengan validitas dan 
reliabilitas instrument. Adapun instrumen peenelitian yang akan digunakan pada 





1. Peneliti itu sendiri (human instrument). Peneliti kualitatif sebagai human 
instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 
sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 
data, anlisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 
temuannya. 
2. Buku catatan 
3. Tape/sound recorder 
4. Camera, dll. (Sugiyono, 2016). 
 
E. Keabsahan Data dan Analisis Data 
Menurut Miles dan Huberman (dikutip dalam Sugiyono, 2010), analisis 
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsungsung terus menerus. 
Sehingga keabsahan datanya bisa dipertanggung jawabkan.  
Dalam analisis data, ada 3 hal yang dilakukan untuk mendukung 
keabsahan data, yaitu : 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, 
memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang 
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  
2. Penyajian Data (Data Display) 
Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penyajian data 






3. Kesimpulan dan Verivikasi (Conclution and Verivication) 
Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan 
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Apabila kesimpulan sejak awal 
didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)  
Latar belakang lahirnya Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin seiring dengan 
latar belakang konversi IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar. IAIN 
Alauddin Makassar ketika itu diperhadapkan pada suatu kenyataan bahwa 
sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan 
ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni yang 
dijiwai nilai-nilai ke-Islaman, Tuntutan tersebut tidak dapat dihindarkan dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, maka kehadiran 
Universitas Islam Negeri yang mengembangkan ilmu-ilmu ke-Islaman secara 
terpadu dengan ilmu-ilmu umum dan modern merupakan keniscayaan. 
Pemerintah Republik Indonesia atas dasar prinsip demokratis memberikan 
pelayanan pendidikan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan 
falsafah bangsa dan perundang-undangan yang berlaku. Merespon tuntutan 
masyarakat yang semakin meningkat tersebut, maka Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Alauddin Makassar melakukan pengembangan secara Instusional menjadi 
Universitas Islam negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
Dengan pembentukan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini diharapkan 
dapat mendorong dan melaksanakan usaha memadukan keilmuan yang pada 





ilmu pengetahuan umum. Secara lebih spesifik Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar akan menjadi wadah untuk mengkaji, menciptakan, mengembangkan, 
menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni 
yang bersumber dan dijiwai nilai-nilai keislaman sehingga mampu mewujudkan 
tujuannya yakni menghasilkan sarjana yang memiliki kemantapan aqidah, 
kedalaman spiritual, keluhuran akhlaq, keluasan ilmu pengetahuan dan 
kematangan profesional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Pendirian Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar diawali dengan 
pembukaan program studi baru dalam rangka konversi IAIN Alauddin menjadi 
UIN Alauddin sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 
179/MPN/KL/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Persetujuan Perubahan 
IAIN menjadi UIN dan Pemberian Izin Pembukaan 8 (delepan) Program Studi 
baru. Ijin penyelenggaraan Prodi tersebut berlaku selama 5 tahun. Program studi 
yang disetujui tersebut sudah dapat dioperasionalkan tahun ajaran 2005/2006 yang 
terdiri dari Program Studi Teknik Arsitektur, Program Studi Teknik Informatika, 
Program Studi Tadris Fisika, Program Studi Tadris Biologi, Program Studi 
Farmasi, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Studi Keperawatan, dan 
Program Studi Kebidanan. Tahun ajaran 2005/2006 sekaligus juga berdiri dua 
Fakultas baru yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi. 
Dengan demikian Untuk Tahun ajaran 2005/2006 kelembagaan Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makassar mengalami modifikasi atau bertambah dari 5 





Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Berdasarkan Peraturan Presiden RI 
No. 57 Tahun 2005 Tanggal 10 Oktober 2005 ditandai dengan penandatanganan 
prasasti peresmian oleh Presiden RI Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono 
pada hari Ahad tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. Kemudian lahir Peraturan 
Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Jelang 5 (lima) tahun kemudian berjalannya Proses Pendidikan Fakultas Ilmu 
Kesehatan, Ijin penyelenggaraan 4 (empat) Program studi di Fakultas Ilmu 
Kesehatan berakhir dan diperpanjang kembali dengan surat keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Islam nomor  Dj.I/08/2010 tanggal 7 Januari 2010 yang 
berlaku sampai dengan tanggal 7 Januari 2015. Keempat Program Studi tersebut 
juga telah memperoleh predikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berlaku 5 (lima) tahun yaitu sebagai berikut : 
1) Program Studi Farmasi (S1) Peringkat Akreditasi B Sesuai Keputusan 
Nomor 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 tanggal 3 September 2015 
berlaku s.d  3  September 2020. 
2) Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) Peringkat Akreditasi B Sesuai 
Keputusan Nomor 328/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 tanggal 3 
September 2015 berlaku s.d  3  September 2020. 
3) Program Studi Kebidanan (D3) Peringkat Akreditasi C Sesuai Keputusan 
Nomor 011/BAN-PT/Ak-X/Dpl/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010  berlaku 





4) Program Studi Keperawatan (S1) Peringkat Akreditasi C Sesuai 
Keputusan Nomor 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 tanggal 28 
Desember 2014  berlaku s.d 28 Desember 2019. 
5) Program Studi Ners (Profesi) Peringkat Akreditasi C Sesuai Keputusan 
Nomor 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 tanggal 28 Desember 
2014  berlaku s.d 28 Desember 2019. 
6) Perkembangan selanjutnya pada tahun 2016 Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan bertambah 1 (satu) program studi baru lagi yaitu 
program studi Pendidikan Kedokteran berdasarkan  keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
nomor   72/E/O/2012  tanggal 1 Maret 2012 yang berlaku sampai dengan 
bulan  Februari  2014 (selama 2 tahun). 
2. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) 
a. Visi    :   
” Pusat Pencerahan dan Tranformasi Ilmu Kesehatan Yang Berbasis Islam”`  
b. Misi 
1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan 
kualitas keilmuan. 
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai 





3. Mewujudkan fakultas ilmu kesehatan yang mandiri, berkarakter, 
bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan 
mengembangkan nilai spritual dan tradisi keilmuan. 
3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN 
Alauddin Makassar terdiri dari :   
Dekan   : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc 
Wakil Dekan I   : Dr. Nur Hidayah, S.Kep, Ns., M.Kes 
Wakil Dekan II : Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes 
Wakil Dekan III : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd 
Kabag. Tata Usaha : Dra. Hj. Nurlina Mursalim 
Kasubag. Administrasi Umum : H. Harianto, S.Sos., M.M 
Kasubag. Administrasi Akad. & Kemahs.     : Sitti Fatimah, SE., M.M 
Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat : Hasbi ibrahim, SKM.,M.Kes 
Sekertaris           : Azriful, SKM.,M.Kes 
Ketua Jurusan Farmasi         : Haeria, S.Si.,M.Si 
Sekertaris               : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. 
Ketua Jurusan Kebidanan               : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si, T., SKM., M.Keb 
Sekertaris                                        : Firdayanti, S.Si.,T, M.Keb 
Ketua Jurusan Keperawatan           : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns., M.Kes 
Sekertaris           : Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep 
Ketua Jurusan P. Dokter         : dr. Rosdiana Rahim, M.Kes 






FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 







4. Keadaan Sumber Daya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
a. Sumber Daya Manusia 
Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK) terdiri dari lima program studi 
dan satu profesi dengan total jumlah mahasiswa(i) sebanyak 1.428 orang dengan 
rincian 221 orang mahasiswa dan 1.207 orang mahasiswi. Berdasarkan data 
kepegawaian akademik 2017, jumlah tenaga pendidik dan civitas akademika 
keseluruhan pada fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan berjumlah 128 orang 
dengan rincian satu orang dekan, 3 orang wakil dekan, 87 orang tenaga pendidik, 
3 orang laboran, 30 orang pegawai akademik, satu orang pustakawan, dan 3 orang 
security di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK). 
b. Sarana dan Prasarana 
Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, 
Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005 Tanggal 10 Oktober 2005 
ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Presiden RI Bapak Dr. 
H. Susilo Bambang Yudoyono pada hari Ahad tanggal 4 Desember 2005 di 
Makassar. Kemudian lahir Peraturan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 
tanggal 16 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. Tahun ajaran 2005/2006 sekaligus juga berdiri dua 
Fakultas baru yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi. 
Dengan demikian Untuk Tahun ajaran 2005/2006 kelembagaan Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makassar mengalami modifikasi atau bertambah dari 5 





Fakultas ilmu kesehatan (FIK) pada tahun 2015 berubah menjadi fakultas 
kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK) dengan bertambahnya pula program studi 
dari 4 program studi menjadi 6 ditambah yaitu dengan lahirnya program studi 
pendidikan kedokteran dan profesi Ners. Bertambahnya program studi di FKIK 
maka sarana dan prasarana juga harus menunjang. Sampai sekarang ini fakultas 
kedokteran dan ilmu kesehatan berjumlah 3 gedung perkuliahan, prodi pendidikan 
kedokteran di kampus 1 dan baru-baru ini dibangun mushallah untuk FKIK. 
 
G. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FKIK 
Konsep Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan hak asasi manusia yang 
diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, amanat Undang – 
Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 115 menetapkan Kebijakan Kawasan 
Tanpa Rokok. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang 
sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam 
memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap 
orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, 
mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. 
Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar 
mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan 





Upaya pengamanan terhadap bahaya merokok melalui penerapan Kawasan Tanpa 
Rokok di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) telah dilakukan 
melalui Kebijakan/Peraturan Dekan FKIK Universitas islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar dikeluarkan dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan 
bahaya akibat merokok guna meningkatkan kualitas kesehatan warga kampus 
khususnya di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) dan 
menjaga agar udara di lingkungan fakultas tetap bersih terbebas dari polusi 
terutama polusi akibat asap rokok. 
Kebijakan/Peraturan Dekan FKIK Universitas islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar di tetapkan sebagai tindak lanjut dari beberapa kebijakan kawasan tanpa 
rokok yang telah terlebih dahulu ada, diantaranya Peraturan kawasan tanpa rokok 
di Fakutas Ilmu Kesehatan (Fikes) oleh Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, 
M.P.H..MH.Kes (Dekan periode 4 Oktober 2011 s.d 1 Juli 2013), Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang  kawasan tanpa rokok, 
Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 
1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok, Peraturan Bersama Menteri 
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 
2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu dipertimbangkan pula perlindungan 
hak asasi manusia di kampus khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang  memiliki 
keterkaitan satu sama lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di FKIK untuk 





Tanpa Rokok (KTR), peneliti berpatokan pada metode George C Edwards III. 
Model implemantasi kebijakan ini berperspektif top down.  Subarsono (2011: 90) 
berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan  implementasi kebijakan terdiri atas 
komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut 
tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. Berdasarkan pendapat di 
atas, maka dalam penelitian ini peneliti dapat menjelaskan variabel-variabel 
keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut: 
 
Implementasi  kebijakan kawasan tanpa rokok di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK) dapat  dikatakan  belum berjalan dengan baik karena masih  
banyak  implementor maupun kelompok  sasaran  yang  tidak tahu dan masih 
melanggar kebijakan. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK 
secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Komunikasi 
Untuk menuju implementasi kebijakan  yang diinginkan, maka pelaksana harus 





menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang 
akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi 
kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi 
kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan 
media masa, elektronik, sosial dll. Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-
faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator 
yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi antara lain 
(dalam Agustino, 2006:150-151):  
a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi 
yang baik pula.  
b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksanaa kebijakan harus jelas 
dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan. 
c) Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksaan suatu kebijakan 
haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas. 
Berdasarkan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK, komunikasi 
merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran 
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga 
akan mengurangi distorsi implementasi. Variabel komunikasi mengarah ke 
indikator Input kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan tempat 
proses belajar mengajar, yang meliputi : 
a. Adanya kebijakan tertulis tentang KTR 





Berdasarkan peraturan Dekan FKIK tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 
lingkungan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK) UIN Alauddin 
Makassar menunjukkan bahwa komunikasi masih belum terlaksana dengan baik, 
yang menjadikan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK ini belum berjalan 
dengan maksimal dan masih ditemukan kendala pada aspek transmisi dan 
konsistensi. 
2. Sumber Daya 
Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya 
yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber 
daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa 
adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. 
Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja. 
Sumber Daya yang dimaksud adalah meskipun isi kebijakan telah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 
kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, 
misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Variabel sumber 
daya mengarah ke indikator Proses kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 
lingkungan tempat proses belajar mengajar, yang meliputi : 
1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap 
muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik) 





3. Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok dan etika merokok. 
Secara umum sumber daya yang terlibat dalam implementasi kebijakan kawasan 
tanpa rokok di FKIK belum mempunyai sumber daya  manusia, sumber  daya  
anggaran, dan sumber daya fasilitas  yang  mencukupi. Ini dilihat dari hanya 
beberapa gedung di FKIK yang terdapat baliho maupun papan informasi terkait 
kawasan tanpa rokok dan kurangnya SDM yang melakukan sosialisasi kawasan 
tanpa rokok di FKIK  serta sumber daya finansial pendukung proses 
impelementasi kebijakan. Sehingga implementasi kebijakan tidak bisa dilakukan 
dengan maksimal. 
3. Disposisi 
Dispoisisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin 
efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang 
dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga 
dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi 
implementasi kebijakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2006: 152-
153) antara lain: 
a) Pengangkatan birokrat  
Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan 
timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan 
kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, 
pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah 
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, 





b) Insentif  
Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 
masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi insentif. Oleh karena  
itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri. Manipulasi 
intensif yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan 
para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu 
akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi 
kepentingan pribadi dan organisasi. 
Dalam penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK, disposisi merupakan watak dan 
karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat 
demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 
implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 
kebijakan juga menjadi tidak efektif. Variabel disposisi mengarah ke indikator 
Output kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan tempat proses 
belajar mengajar, yang meliputi : 
 
a. Lingkungan tempat  proses belajar mengajar tanpa asap rokok 
b. Mahasiswa, Staf/civitas akademika FKIK yang tidak merokok menegur 
mahasiswa, Staf/civitas akademika lain yang merokok di lingkungan KTR 





d. Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR. 
Secara umum untuk variabel disposisi dalam implementasi kebijakan kawasan 
tanpa rokok di FKIK tidak berjalan secara efektif yang dapat dilihat dari output 
kebijakan tersebut yakni lingkungan tempat proses belajar mengajar masih 
ditemukan sisa puntung rokok, di area FKIK masih sering ditemukan mahsiswa 
maupun pegawai yang sedang merokok dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi 
yang melanggar kebijakan tersebut. 
4. Struktrur Birokrasi 
Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan 
kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan 
keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja 
birokrasi menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) yaitu: 
a) Standard Operational  Procedures (SOP)   
SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau 
pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) berdasarkan dengan standar yang 
ditetepkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam 
pekerjaannya. 
b) Fragmentasi  
Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas 
kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit  kerja, untuk mempermudah 
pekerjaan dan memperbaiki pelayanan. 
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 





organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur 
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang 
menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Implementor kebijakan kawasan 
tanpa rokok di FKIK belum mempunyai SOP. Belum dibuat regulasi berupa SOP 
secara keseluruhan yang mengatur secara spesifik pembagian tugas pelaksanaan 
kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tidak terstruktur dan tidak 
berjalan dengan efektif. 
Dalam proses pelaksanaan kebijakan Implementasi kebijakan kawasan tanpa 
rokok di FKIK dapat dikatakan belum baik secara keseluruhan. Dilihat dari 
beberapa kekurangan terkait kualitas implementor dalam kebijakan kawasan tanpa 
rokok di FKIK yang dalam hal ini adalah proses komunikasi ke kelompok sasaran 
dan pemberian sanksi, ini dilihat dari sikap permisif terhadap kelompok sasaran. 
Sanksi dari setiap pelanggar kebijakan harus dipertegas dan diperjelas. 
Dikarenakan masih banyaknya implementor yang belum paham terhadap 
substansi kebijakan, maka perlu sosialisasi yang lebih, kepedulian dan komitmen 
serta kerjasama dari masing-masing pelaksana untuk bersatu dalam menegakkan 










H. Hasil Penelitian 
1. Karakteristik Informan 
Informan dalam penelitian ini terdiri dari 27  (duapuluh tujuh) orang. 1 (satu) 
orang merupakan Dekan FKIK, 1 (satu) orang merupakan Wakil Dekan FKIK, 4 
(empat) orang pegawai / staf akademik FKIK, 2 (dua) orang merupakan ketua 
jurusan, 7 (tujuh) orang Mahasiswa(i) pengurus lembaga mahasiswa FKIK, 10 
(sepuluh) orang mahasiswa(i), 1 (satu) orang Satgas KTR, serta  penjual rokok 
yang terdapat dibelakang gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
(FKIK). Informan yang merupakan mahasiswa(i) minimal telah berumur dua 
tahun atau semester 4 (Empat) di kampus. Hal ini dimaksudkan agar informasi 
yang diberikan bisa lengkap, atas dasar fakta sesuai dengan fenomena kesehatan 









1. AAN Laki-laki 62 Tahun Dekan - 
2. AS Perempuan 37 Tahun WD II - 
3. HH Laki-laki  57 Tahun Kasubag Adm. 
Umum 
- 
4. SF Perempuan  45 Tahun Kasubag Akd. 
Mahasiswa 
- 
5. HI Laki-laki 38 Tahun Ketua Prodi Kesmas 
6. MAH Laki-laki 55 Tahun Ketua Prodi Keperawatan 
7. DN Perempuan 38 Tahun Satgas KTR Pendidikan 
Dokter 
8. KW Laki-laki 21 Tahun Ketua HMJ Farmasi 
9. MS Laki-laki 21 Tahun Ketua HMJ Keperawatan 
10. KK Perempuan  21 Tahun Ketua HMD Kebidanan 
11. AIM Laki-laki  23 Tahun DEMA FKIK Farmasi 








13. EDR Laki-laki 22 Tahun Duta Anti 
rokok 
Kesmas 
14. MFF Laki-laki 21 Tahun SEMA FKIK Kesmas 
15. IAF Laki-laki 20 Tahun Mahasiswa Keperawatan 
16. Aw Laki-laki 20 Tahun Mahasiswa Keperawatan 
17. MFH Laki-laki 23 Tahun Mahasiswa Farmasi 
18. KA Perempuan 20 Tahun Mahasiswi Farmasi 
19. RRS Perempuan 23 Tahun Mahasiswi Kesmas 
20. ML Perempuan 21 Tahun Mahasiswi Kebidanan 
21. AA Laki-laki 23 Tahun Mahasiswa Kesmas 
22. S Laki-laki 21 Tahun Mahasiswa Keperawatan 
23. F Laki-laki 22 Tahun Mahasiswa Farmasi 
24. MS Laki-laki 21 Tahun Mahasiswa Kesmas 
25. A Laki-laki 34 Tahun Staf Akademik - 
26. O Laki-laki 38 Tahun Staf Akademik - 
27. Bi Laki-laki 44 Tahun Penjual Rokok - 
 
 
Berdasarkan tabel I, Informan berjumlah duapuluh tujuh orang, sembilan belas 
orang berjenis kelamin laki-laki, dan delapan orang perempuan. Sebenarnya 
informan yang diwawancarai oleh peneliti berjumlah tiga puluh orang. Namun 
peneliti melihat informasi yang mereka sampaikan sudah terwakilkan, maka 
peneliti mengeliminasi tiga orang informan menjadi duapuluh tujuh orang saja 
yang kemudian di analisis dalam penelitian ini. 
Rentan umur Informan mulai dari yang brumur 20 tahun dan yang paling tua 
berumur 62 tahun. Tingkat pendidikan Informan variatif. Pendidikan paling 
Rendah dari mereka yaitu SMA atau masih mahasiswa(i), dan yang paling tinggi 
pada level doktor, jabatan  juga variatif. Mulai dari mahasiswa(i), pegawai staf 












2. Hasil Analisis Data 
Hasil penelitian ini telah menjawab beberapa variabel yang menjadi fokus 
perhatian dalam penelitian tentang implementasi kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK). Penelitian ini 
mengkombinaikan informasi dari seluruh civitas akademika fakultas, khususnya 
dari Dekan, Wakil Dekan, Staf Kademik, Ketua Jurusan, satgas KTR serta pihak 
lembaga mahasiswa intra fakultas dan mahasiswa(i) yang aktif di Fakultas 
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan (FKIK) sehingga menghasilkan informasi-
informasi yang dianggap lengkap dalam mengkaji tentang implementasi kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK) sampai pada kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat 
maupun pendukung keberhasilan kebijakan ini.  
Informasi dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam (indepth interview) 
dan observasi dengan tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah 
dirumuskan lebih awal sebelum melakukan penelitian. Selang waktu wawancara 
tiap informan variatif. Semakin aktif dan koperati informan yang dihadapi, maka 
informasi yang didaptkan juga banyak dan waktunya juga lebih lama. Adapun 
hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Komunikasi 
Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan 
implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang 
harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 





mengurangi distorsi implementasi. Variabel komunikasi mengarah ke indikator 
Input kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan tempat proses 
belajar mengajar, yang meliputi : 
1) Adanya kebijakan tertulis tentang KTR 
2) Adanya media promosi tentang larangan merokok/KTR. 
Berdasarkan Kebijakan Dekan FKIK tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 
lingkungan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK) UIN Alauddin 
Makassar menunjukkan bahwa komunikasi masih belum terlaksana dengan baik, 
yang menjadikan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK ini belum berjalan 
dengan maksimal dan masih ditemukan kendala pada aspek transmisi dan 
konsistensi. 
1. Adanya Kebijakan Tertulis tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 
FKIK 
Adanya kebijakan tertulis ataupun Surat Keputusan (SK) dari perumus atau 
pembuat kebijakan dalam hal ini untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
adalah Dekan merupakan syarat keabsahan suatu peraturan atau kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pimpinan untuk pelaksana (implementor) kebijakan tersebut. 
Suatu kebijakan, peraturan maupun tugas akan lebih kuat karena berlandaskan 
dengan adanya Surat Keputusan (SK) sehingga isi kebijakan yang tercantum 
dalam SK tersebut dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh sipelaksana 
kebijakan.  
 Dari hasil wawancara mendalam dengan informan atau responden dalam hal ini 





Surat Keputusan (SK) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) ini telah diterapkan dengan SK 
yang telah dibuat oleh Dekan sebelumnya.  
"Kawasan Tanpa Rokok itu sudah lama sebelum saya jadi Dekan, sejak dekan 
pertama disini sudah ada. Ada SK Dekan yang dulu, bukan dari saya itu SK 
Dekan yang lama sebenanrya, Prof. Rusli Ngatimin kalo saya nggak salah itu 
yang buat SK. Jadi itu sudah ada, SK Kawasan Tanpa Rokok, bukan SK melarang 
merokok  " 
          (Dekan FKIK, Laki-laki, 62 Tahun, Juli 2017) 
 Informan menyatakan bahwa untuk SK sebagai syarat keabsahan suatu 
peraturan atau kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FKIK itu sudah ada 
bahkan sejak masa kepemimpinan Dekan sebelumnya. Namun, untuk sekarang 
SK tersebut belum diperbarui namun berdasarkan pernyataan Dekan yang 
sekarang kebijakan tersebut masih berlaku. SK Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
tersebut dibuat oleh Prof. Rusli Ngatimin selaku Caretaker Dekan periode 2 
November 2006  s.d 31 Oktober 2007 seperti yang dikatakan oleh Dekan FKIK 
yang sekarang.  
“..Jadi dari dulu itu sudah ada SK dari Prof. Rusli kawasan tanpa rokok itu” 
 (Dekan FKIK , laki-laki, 62 Tahun, Juli 2017) 
 Informan menyatakan bahwa pembuatan SK untuk Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) sudah lama dibuat oleh Dekan sebelumnya. Namun untuk pengetahuan 
civitas akademika yang ada di FKIK tentang adanya kebijakan fakultas untuk 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah merata dikalangan mahasiswa, dosen 
maupun pegawai akademik. 






Media promosi tentang larangan merokok ataupun tentang Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) seperti spanduk sudah terdapat di beberapa titik tempat yang ada di FKIK 
namun tidak banyak atau tidak mencukupi disetiap tempat yang ditentukan 
sebagai area KTR. 
“Media promosi saya kira ada itu spanduk dilarang merokok, meskipun tidak 
banyk tulisan-tulisan seperti itu tapi saya kira cukup jelas itu”               
   (MA, Ket.Jurusan, Laki-laki, 55 Tahun, Juli 2017) 
   
Untuk media promosi seperti spanduk dan stiker tentang Kawasan Tanpa Rokok 
sudah terdapat dibeberapa tempat di FKIK namun tidak merata, hanya terpasang 
di lantai satu dan dua saja, untuk lantai tiga dan empat belum ada, kata salah satu 
informan.  
“iya ada kayaknya itu baliho larangan merokok di tembok fakultas tertempel tapi 
cara pasangnya tidak meratai karena hanya di lantai satu dan lantai dua ji yang 
ada, untuk lantai atas itu tidak ada” 
 (AW, Laki-laki, 20 tahun, Juli 2017) 
 
Berdasarkan pernyataan beberapa informan, untuk media promosi tentang 
larangan merokok ataupun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FKIK sudah ada 
namun belum mencukupi untuk semua titik atau tempat yang ditetapkan sebagai 
area Kawasan Tanpa Rokok (KTR).  
3. Sosialisasi tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di FKIK 
Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah setelah penerapan 
kebijakan tersebut diadakan sosialisasi untuk memeperkenalkan ataupun untuk 
menyebarluaskan informasi tentang adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 
FKIK, sehingga seluruh civitas akademika mengetahui tentang adanya kebijakan 





wawancara mendalam, informasi yang didapatkan terwakili oleh jawaban 
informan berikut : 
“Selama saya jadi Wadek itu belum pernah ada sosialisasi seperti itu” 
                (WD II, Perempuan,  37 Tahun, Juli 2017) 
Informan menyatakan bahwa selama kepemimpinannya tidak pernah dilakukan 
sosialisasi tentang larangan merokok ataupun tentang kawasan tanpa rokok di 
fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Informan lain menyatakan bahwa untuk 
kepegawaian dan akademik sudah pernah ada sosialisasi dari pimpinan tentang 
kawasan tanpa rokok karena pegawai sudah tau tentang kebijakan tersebut. 
Berikut petikan wawancaranya : 
“Iya sudah ada pernah sosialisasi maupun arahan dari pimpinan dan semua 
pegawai maupun karyawan juga sudah tau itu kebijakan” 
      (SF, Kasubag,  perempuan, 45 Tahun, Juli 2017) 
Pihak akademik dan jurusan sudah mengetahui tentang kebijakan kawasan tanpa 
rokok tersebut karena perumusan kebijakan tersebut diwakili oleh masing-masing 
perwakilan dari tiap prodi namun sosialisasinya masih belum konsisten dan tidak 
intensif. Seperti kutipan wawancara salah satu ketua jurusan di FKIK berikut : 
“Belum secara konsisten, karena seharusnya ini harus ada yang kawal. Karena 
lahirnya sebuah kebijakan itu biasanya direspon sesaat karena kebetulan ini di 
FKIK maka secara alamiah memang menjadi keharusan bahwa tidak ada 
perilaku merokok di fakultas” 
             (HI, Ket.jurusan, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2017) 
Sedangkan informan di beberapa mahasiswa(i) di tiap jurusan semuanya 
mengatakan bahwa tidak pernah ada sosialisasi dilakukan oleh pihak pimpinan 
maupun lembaga mahasiswa terkait diberlakukannya kebijakan kawasan tanpa 





“Iya kami sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisai kebijakan itu baik 
dari pihak akademik maupun pimpinan fakultas” 
     (KW, Laki-laki, 21 Tahun, Juli 2017) 
“Belum pernah dapat sosialisasi” 
            (S, Laki-laki, 21 Tahun, Oktober 2017) 
 Berdasarkan petikan wawancara dengan semua informan, dapat diketahui bahwa 
untuk sosialisasi tentang penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK sudah 
dilakukan namun belum merata. Sosialisasi dilakukan hanya di tingkat 
kepegawaian dan akademik dalam bentuk arahan, sedangkan untuk dikalangan 
mahasiswa(i) tidak dilakukan sosialisasi. Pihak mahasiswa mengetahui adanya 
kebijakan tersebut dari poster dan spanduk yang tertempel tentang kawasan tanpa 
rokok.  
4. Tujuan dan Manfaat Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di FKIK 
Dalam penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK menurut salah satu informan 
mengatakan bahwa kebijakan seperti ini sudah seharusnya diterapkan karena 
melihat basic keilmuan kita adalah kesehatan. Seperti petikan wawancaranya 
berikut : 
“Bicara tentang manfaat, kita sebagai mahasiswa dengan basic kesehatan sudah 
jelas tau apa dampaknya jika kita terpapar asap rokok,baik perokok  langsung 
maupun yang tidak itu sama-sama berbahaya, itu yang dihindari.  Agar seluruh 
civitas akademika kesehatan itu bisa beraktivitas tanpa  adanya asap rokok, dan 
diharapkan dari penerapan KTR di FKIK bisa menjadi contoh untuk  fakultas lain  
di UIN yang bebas dari asap rokok” 
          (Dekan FKIK. Laki-laki, 62 Tahun, Juli 2017) 
  Salah satu informan juga mengatakan bahwa dengan menerapkan kawasan tanpa 





sehingga seluruh civitas akademika dapat menghirup udara segar dan suasana 
yang nyaman tanpa asap rokok . Penerapan KTR ini juga diharapkan bisa menjadi 
contoh untuk fakultas lain  sebagai fakultas yang bebas dari asap rokok di 
Kampus UIN Alauddin Makassar. Berikut petikan wawancaranya : 
“Manfaatnya banyak sekali, selain bisa mengurangi pencemaran udara, tanpa 
asap rokok juga bisa membuat suasana lingkungan FKIK itu menjadi nyaman,  
ASRI apalagi sekarang itu sudah banyak tanaman-tanaman hias seperti bunga-
bunga  disetiap titik di fakultas.. “dengan diterapkannya KTR di FKIK 
diharapkan itu bisa mengurangi sedikit jumlah perokok meskipun tidak secara 
signifikan bisa memberhentikannya setidaknya bisa mengurangi jumlah rokok 
yang dihisap khususnya itu mahasiswa FKIK,  juga bisa fakultas kita ini menjadi 
contoh untuk fakultas lain” 
                               (WD II, Perempuan, 37 Tahun, Juli 2017) 
”Kalau bicara manfaat itu saya rasa itu banyak skali manfaatnya. Selain untuk 
mengurangi jumlah perokok di fakultas ini juga untuk menjadi contoh bagi 
fakultas selain kesehatan bahwa kita di FKIK itu sudah menerapkan Kawasan 
tanpa Rokok sekiranya fakultas lain juga bisa ikut menerapkan” 
          (SF, Kasubag, Perempuan, 45 Tahun, Juli 2017) 
Untuk manfaat dan tujuan berdasarkan informan mahasiswa(i) memiliki jawaban 
yang berpariatif. Beberapa informan mengatakan bahwa tujuan penerapan KTR 
ini untuk menghindarkan kita dari bahaya asap rokok khususnya bagi perokok 
pasif seperti kebanyakan di FKIK ini adalah mayoritas mahasiswa(i) perempuan 
yang menjadi korban bahaya asap rokok ini. Seperti kutipan wawancara berikut : 
“Menurut sepengetahuan saya selama ini kawasan tanpa rokok itu kan bertujuan 
untuk menghindarkan kita dari keterpaparan asap rokok, jadi otomatis jika 
diterapkan di fakultas ini maka akan menghindarkan mahasiswa yang ada di 
fakultas ini dari bahaya asap rokok. Bicara manfaatnya sih banyak sekali, selain 
menghindarkan fakultas kita dari asap rokok juga bisa menimbulkan suasana 
yang asri di fakultas, memberikan lingkungan yang sejuk dan bebas asap rokok, 
karena kan kebanyakan penghuni fakultas kita adalah perempuan dan 
kebanyakan perempuan itu adalah perokok pasif  jadi kasian mereka kalo tidak 





     (AW, Laki-laki, 20 Tahun, Juli 2017) 
Pengetahuan mahasiswa(i) akan manfaat dan tujuan penerapan KTR juga tidak 
diketahui secara pasti karena tidak mendapatkan sosialisasi secara merata 
dikalangan mahasiswa(i) dari pihak pimpinan fakultas. Namun, untuk tujuan dan 
manfaat secara umum mahasiswa sudah mengetahuinya. Seperti kutipan 
wawancara berikut : 
“Kan saya tidak dapat sosialisasi, jadi sebenarnya manfaat dan tujuan pastinya 
saya tidak tau. Tapi yang pastinya tujuannya melaksanakan kawasan tanpa rokok 
itu untuk menjaga lingkungan dari asap rokok”                                
(MFH, Laki-laki, 23 Tahun, Juli 2017) 
 Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan tentang tujuan dan manfaat 
penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK sudah dapat disimpulkan bahwa baik 
pimpinan maupun pegawai dan  kalangan mahasiswa(i) sudah mengetahui apa 
manfaat dan tujuan dari penerapan kawasan tanpa rokok tersebut di FKIK.  
5. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai area Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) di FKIK 
Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara beberapa informan, bahwa di 
temukan beberapa spanduk maupun stiker tentang kawasan tanpa rokok yang 
terdapat dibeberapa titik area di FKIK, namun tempat-tempat yang ditetapkan 
sebagai area KTR ini masih belum merata di semua gedung. Seperti pernyataan 
salah satu informan berikut : 
“Menurut saya ada memang beberapa tempat-tempat yang menjadi kawasan 
tanpa rokok diantaranya seperti di loby, pelataran-pelataran tapi itu hanya 
berlangsung di lantai dasar dan lantai 2 saja, tidak sampaiki di lantai 3 dan 4 






     (AW, Laki-laki, 20 Tahun, Juli 2017) 
Penetapan tempat-tempat yang dijadikan area kawasan tanpa rokok untuk FKIK 
sudah seharusnya mencakup seluruh area libgkungan fakultas yang menjadi area 
kawasan tanpa rokok karena memang tidak disediakan tempat untuk para perokok 
tersebut. Seperti kutipan wawancara informan berikut : 
“Kalopun itu aturan larangan merokok ada di fakultas, pastinya semua area 
fakultas itu termasuk KTR, tapi tidak efektif itu” 
 (HH, Kasubag, Laki-laki, 57 Tahun, Oktober 2017) 
“Kalau tempat yang dijadikan KTR itu kan sudah jelas, ya di gedung ini berarti 
semua tempat. Baik itu di loby fakultas, teras fakultas, mushallah apalagi 
ruangan jurusan ataupun kelas itu sudah jelas merupak tempat yang dijadikan 
Kawasan Tanpa Rokok” 
          (SF, Kasubag, Perempuan, 45 Tahun, Juli 2017) 
Namun berdasarkan salah satu informan mengatakan bahwa setelah ditetapkan 
tempat-tempat tersebut sebagai area KTR tetap saja ada yang merokok di area 
tersebut. Seperti kutipan wawancara informan  berikut : 
“Dikawasan fakultas ilmu kesehatan ini memang satu area itu diharapkan bebas 
dari asap rokok, memang diharapkan seperti itu. Tetapi secara empirit kita bisa 
lihat ada orang yang sembunyi-sembunyi merokok, tidak bisa kita pungkiri. 
Orang-orang demikian itu saya katakan bahwa orang-orang yang kurang paham 
tentang apa kegunaan dan apa kerugian dari rokok” 
      (MA, Ket.Jurusan, Laki-laki, 55 Tahun, Juli 2017) 
 Menurut hasil wawancara keseluruhan informan tentang tempat-tempat yang 
ditetapkan sebagai area KTR maka dapat disimpulkan bahwa seluruh civitas 
akademika sudah mengetahui tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai area 
kawasan tanpa rokok adalah seluruh area atau titik yang berada di lingkungan 






Berdasarkan penelitian yang dilakukan, setelah melakukan wawancara dengan 
semua informan untuk variabel komunikasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi 
masih belum terlaksana dengan baik, yang menjadikan kebijakan kawasan tanpa 
rokok di FKIK ini belum berjalan dengan maksimal dan masih ditemukan kendala 
pada aspek transmisi dan konsistensi. Adapun faktor penghambat dalam 
penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok untuk variabel komunikasi adalah, 
sebagai berikut : 
1. Surat Keputusan (SK) tentang kawasan tanpa rokok di FKIK belum di 
perbarui oleh Dekan sehingga isi kebijakan tidak terlalu jelas dipahami 
oleh implementor 
2. Kurangnya sosialisasi tentang bahaya rokok dan penerapan kawasan 
tanpa rokok di FKIK 
3. Media promosi tentang bahaya rokok atau kawasan tanpa rokok kurang 
sehingga tamu dari luar tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut 
b. Sumber Daya 
Sumber Daya yang dimaksud adalah meskipun isi kebijakan telah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 
kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, 
misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Variabel sumber 
daya mengarah ke indikator Proses kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 





1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan KTR baik secara langsung (tatap 
muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik) 
2. Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR 
3. Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok dan etika merokok. 
Secara umum sumber daya yang terlibat dalam implementasi kebijakan kawasan 
tanpa rokok di FKIK belum mempunyai sumber daya  manusia, sumber  daya  
anggaran, dan sumber daya fasilitas  yang  mencukupi. Ini dilihat dari tidak 
adanya dana dalam penerapan kebijakan ini, hanya beberapa titik area kawasan 
tanpa rokok di FKIK yang sudah terdapat spanduk ataupun tanda peringatan 
dilarang merokok, dan tidak mempunyai Sumber daya manusia yang cukup  
berkualitas dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK. Sehingga 
implementasi kebijakan tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Berikut adalah 
beberapa aspek yang menjadi pendukung dalam variabel sumber daya. 
1. Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab sebagai sasaran dan 
pelaksana penerapan KTR 
Implementasi kebijakan akan berjalan secara maksimal jika pembagian tugas dan 
tanggung jawab sebagai pihak pelaksana dan sasaran dalam kebijakan ini jelas 
oleh diketahui oleh seluruh civitas akademika. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan salah satu informan mengatakan bahwa ketika rapat penerapan KTR 
dilaksanakan, semua civitas akademika termasuk tiap perwakilan prodi hadir 
ketika pembentukan satgas KTR diruang senat. Seperti hasil kutipan wawancara 





“Jadi saya mengikuti SATGAS Anti Rokok ini sejak Dekan terpilih waktu itu 
adalah Dr. Rasyidin Abdullah, saat itu masih empat prodi. Pada masa beliau 
waktu rapat, jadi tiap-tiap perwakilan dari prodi itu di kumpulkan, dulu saya 
masih menjabat sebagai kepala lab ya dan seingat saya itu dulu ada pak Hasbi 
Ibrahim, ibu Firda, ada dari Farmasi juga itu. Nah, lalu kemudian itu dirapatkan 
pembentukan Satgas Anti Rokok, sudah ada pedoman dan itu sebenarnya sudah 
masuk kedalam Senat.  
        (DN, Satgas KTR, Perempuan, 38 Tahun, Oktober 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan menyatakan bahwa 
yang menjadi sasaran dan pelaksana penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK 
adalah seluruh civitas akademika yang ada di fakultas baik tamu maupun orang 
dari luar fakultas harus ikut mengimplementasikan kebijakan tersebut karena jika 
pemahaman seluruh civitas akademika tentang bahaya rokok sudah sama maka 
akan mudah mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Seperti 
kutipan wawancara dengan dengan beberapa informan berikut : 
“Sasaran sebenarnya adalah semua tanpa terkecuali baik mahasiswa, pegawai, 
dosen maupun orang yang dari luar yang datang ke FKIK. Pelaksananya itu 
adalah yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah manajemen yang ada 
dalam fakultas ini seperti Dekan dan jajarannya tapi tentu harus memikirkan pola 
yang sifatnya konsisten dan terus menerus dalam pelaksanaan KTR” 
           (HI, Ket. Jurusan, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2017) 
“Sasarannya karena waktu itu kita mau berlakukan ke pegawai maka semua 
prodi di libatkan, akademik, kasubag, KTU pokoknya semua pegawai itu 
dilibatkan supaya betul-betul memang bukan hanya dosen dan mahasiswa yang 
ikut terlibat dalam kebijakan itu” 
     (DN, Satgas KTR, Perempuan, 38 Tahun, Oktober 2017) 
Untuk sasaran utama dalam kebijakan ini adalah mahasiswa dan sebagai 
pelaksana adalah dosen dan pegawai yang seharusnya sudah memberi contoh 
yang baik tentang perilaku hidup sehat kepada kalangan mahasiswa, sehingga 
proses dalam penerapan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik khususnya di 





kesehatan untuk menjadi contoh bagi fakultas lain. Seperti kutipan wawancara 
dengan informan berikut : 
“Sebenarnya sasaran utama pelarangan merokok kan untuk kesehatan,karena 
kita fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan selayaknya kan harus memberi 
contoh bagaimana hidup sehat. Pelaksananya itu adalah dosen dan karyawan itu 
diharapkan untuk bisa memberikan contoh bagaimana seharusnya cara hidup 
yang sehat itu seperti apa dan supaya bisa menjadi contoh untuk fakultas yang 
non kesehatan atau fakultas lain di UIN” 
       (SF, Kasubag, Perempuan, 45 Tahun, Juli 2017) 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat 
disimpulkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit 
kerja di FKIK sudah jelas dan untuk sasaran dan pelaksana kebijakan kawasan 
tanpa rokok di FKIK adalah seluruh civitas akademika yang menjadi pelaksana 
kebijakan tersebut termasuk orang dari luar atau tamu yang datang ke FKIK.  
2. Pelaksana kebijakan memiliki Pedoman untuk melaksanakan tugasnya 
Pedoman pelaksanaan dalam kebijakan menjadi penentu baik tidaknya suatu 
kebijakan karena pedoman menjadi dasar atau landasan suatu kebijakan 
diterapkan sehingga pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan disiplin. 
Pedoman penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK sudah ada namun karena 
aturan hukum yang belum jelas dan kurangnya kesadaran pribadi sehingga 
pelaksanaan kebijakan ini menjadi susah untuk di terapkan. Seperti kutipan 
wawancara dengan beberapa informan berikut : 
“Sudah ada pedomannya,.. 





“Sudah ada dibuat pedoman resminya, tapi semua itu sangat sulit diterapkan 
karena yang pertama tidak ada aturan hukumnya, jadi susah untuk diterapkan. 
Yang kedua adalah, merokok merupakan ketagihan atau ketergantungan dengan 
rokok. Kita mau larang, tidak ada dasar hukumya, apa undang-undangnya. Jadi, 
imbauan dan kesadaran saja” 
          (Dekan FKIK, Laki-laki, 62 Tahun, Juli 2017) 
Selain berdasarkan aturan hukum, pedoman penerapan kawasan tanpa rokok ini 
juga berlandaskan pada basic keilmuan yang dimiliki di fakultas kedokteran dan 
ilmu kesehatan. Seperti kutipan wawancara dengan salah satu informan berikut : 
“Sejauh pengetahuan saya itu pedoman mereka itukan dari ilmu pengetahuan 
yang mereka peroleh, karena kan lingkungan kita fakultas kedokteran dan ilmu 
kesehatan banyak tenaga kesehatan, disitu pedomannya kan” 
       (SF, Kasubag, Perempuan, 45 Tahun, Juli 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pedoman 
pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK dapat disimpulkan bahwa 
sudah ada pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh pelaksana 
kebijakan, namun karena kurangnya informasi dan sosialisasi maka pedoman 
tersebut susah untuk diikuti dan diterapkan. 
3. Sumber daya finansial dan infrastruktur pendukung penerapan kebijakan 
kawasan tanpa rokok di FKIK 
Sumber daya finansial menjadi modal utama dalam keberhasilan penerapan 
kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK ini. Sumber dana yang mencukupi akan 
mendukung tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut karena akan 
menunjang ada tidaknya infrastruktur yang disediakan di FKIK untuk mendukung 





kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK tidak ada. Seperti kutipan wawancara 
dengan beberapa informan berikut : 
“Untuk dana itu tidak ada” 
        (WD II, Perempuan, 37 Tahun, Juli 2017) 
“Tidak boleh ada dana untuk kebijakan seperti itu, itu peraturan dari APBD” 
          (Dekan FKIK, Laki-laki, 62 Tahun, Juli 2017) 
Sumber pembiayaan dalam penerapan kebijakan ini awalnya itu berasal dari 
denda yang diberikan untuk si pelaku perokok yang kemudian dikumpul kembali 
ke kasubag umum. Seperti kutipan wawancara dengan salah satu informan berikut 
: 
“Jadi terkait sumber pembiayaan itu, kita mengharapkan bahwa nanti itu ada 
dendanya dan dendanya itu yang di stor ke kasubag umum, begitu dulu 
kesepakatannya” 
     (DN, Satgas KTR, Perempuan, 38 Tahun, Oktober 2017) 
Selain dana sebagai penunjang keberhasilan penerapan kebijakan kawasan tanpa 
rokok di FKIK, infrastruktur juga menjadi salah satu pendukung kebijakan 
kawasan tanpa rokok  di FKIK. Untuk infrastruktur atau tempat untuk orang yang 
merokok itu diarahkan ke Gazebo fakutas, seperti kutipan wawancara dengan 
salah satu informan berikut : 
“Jadi kita tetapkan daerah atau area tempat untuk merokok itu di gazebo yang 
ada di pojok fakultas, dan untuk area kawasan tanpa rokok itu seperti diruang 
kelas, di koridor atau loby fakultas” 
          (Dekan FKIK, Laki-laki, 62 Tahun, Juli 2017) 
Infrastruktur seperti ruangan khusus untuk merokok itu tidak perlu karena ruangan 





mahasiswa dan mereka akan enggan masuk keruangan tersebut kalau hanya untuk 
merokok. Namun untuk tempat khusus merokok tidak akan berjalan secara efektif 
jika di arahkan ke gazebo karena gazebo terletak jauh dari area fakultas. Seperti 
kutipan wawancara dengan salah satu informan berikut : 
“Tidak usahmi ada tempat begituan tidak akan efektifji karena mahasiswa akan 
enggan masuk kalo hanya untuk merokok, mereka itu malu karena akan di cap 
sama dosen dan teman-temannya. Kalau gazebo itu jauh dari fakultas, siapa yang 
mau kesana kalo hanya untuk merokok” 
(HH, Kasubag, Laki-laki, 57 Tahun, Oktober 2017) 
Selain daerah atau tempat yang ditetapkan sebagai area kawasan tanpa rokok 
(KTR) di fakultas, untuk infrastruktur atau ruangan khusus untuk perokok tidak 
disediakan di FKIK karena tidak menjadi tujuan utama program kebijakan dan 
berdasarkan pernyataan salah satu responden menyatakan bahwa karena kebijakan 
kawasan tanpa rokok tersebut berarti di FKIK dilarang ada kegiatan merokok. 
Seperti kutipan wawancara beberapa informan berikut : 
“Infrastruktur sebenarnya kalau ditempat lain seharusnya itu disiapkan area 
khusus untuk orang merokok. Tapi karena tidak menjadi prioritas program 
kegiatan itu jadi kita tidak bisa anggarkan. Kecuali itu tadi untuk spanduk atau 
stiker kawasan tanpa rokok” 
            (WD II, Perempuan, 37 Tahun, Juli 2017) 
“Untuk infrastruktur belum ada tapi diharapkan itu kalo memang dia mau 
merokok ya karena itu aturannya sudah jelas ada pedomannya itu tidak boleh 
didalam lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan” 





“Karena yang saya tau kan kita dilarang untuk merokok jadi ya tidak disediakan 
tempat untuk merokok hanya mungkin kalau dilarang merokok palingan di 
arahkan diluar ruangan seperti di daerah terbuka” 
                  (MFH, Laki-laki, 23 Tahun, Juli 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dana dan 
infrastruktrur penunjang keberhasilan penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK 
maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada dana untuk penerapan kebijakan 
tersebut dan selain baliho, stiker maupun spanduk larangan merokok, untuk 
ruangan khusus bagi perokok tidak disediakan di FKIK. 
c. Disposisi 
Disposisi merupakan adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor 
memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan 
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 
Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
Variabel disposisi mengarah ke indikator Output kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di lingkungan tempat proses belajar mengajar, yang meliputi : 
1) Lingkungan tempat  proses belajar mengajar tanpa asap rokok 
2) Mahasiswa, Staf/civitas akademika kampus yang tidak merokok menegur 
mahasiswa, Staf/civitas akademika kampus yang merokok di lingkungan 
KTR 
3) Perokok merokok di luar KTR 





Dalam  implementasi  kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK,  Implementor 
yaitu seluruh pimpinan setiap unit kerja di FKIK, belum mampu menunjukan 
karakter yang baik, dilain sisi sikap pelaksana tidak menunjukan sikap tegas 
dalam memberi sanksi terhadap kelompok sasaran yang melanggar. 
1. Pelanggaran yang masih sering terjadi di FKIK 
Setelah diterapkannya kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK, diharapkan 
mampu mengurangi jumlah perokok khususnya mahasiswa yang ada di FKIK. 
Namun, adanya kebijakan tidak menutup kemungkinan bahwa sudah tidak ada 
mahasiswa maupun pegawai yang taat dan patuh pada peraturan yang ada. 
Berdasarkan wawancara dari beberapa informan mengatakan bahwa masih sering 
didapati orang yang merokok di area fakultas dikarenakan masih lemahnya 
pengawasan serta tingkat kesadaran mereka yang masih kurang. Seperti kutipan 
wawancara informan berikut : 
“Masih sering skali ada yang merokok terutama pegawai-pegawai FKIK itu 
sendiri. Walaupun mereka merokok pada tempat-tempat tertentu tapi itu juga 
memberikan indikator-indikator bahwa kebijakan KTR ini belum dilaksanakan 
dengan baik karena pengawasannya masih sangat lemah” 
 (HI, K et. Jurusan, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2107) 
“Kalau pelanggaran-pelanggaran kayak merokok di fakultas itu masih seringji 
saya liat biasa itu ada pegawai di depan akademikji lagi iya. Tapi secara 
keseluruhan saya liat dari berbagai elemenji, mahasiswa, pegawai pokoknya 
civitas akademika lah itu masih seringji ada yang merokok di fakultas” 
      (AW, Laki-laki, 20 Tahun, Juli 2017) 
“Iya sering kayak merokok didalam ruang kelas, merokok diruang-ruang fakultas 
atau sekitar fakultas itu sering saya liat” 
               (MFH, Laki-laki, 23 Tahun, Juli 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan terkait pelanggaran yang 





kebijakan tersebut, namun karena tidak ada tempat khusus merokok dan lemahnya 
pengawasan maka beberapa perokok dengan leluasa merokok di area fakultas. 
Seperti kutipan hasil wawancara beberapa informan berikut : 
“Tempat untuk merokok dimana ? saya kalau merokok langsungja biasa di 
fakultas santaija” 
     (MS, Laki-laki, 21 Tahun, Oktober 2017) 
“Biasa kalau mauka merokok liat-liat tonja situasi kalau tidak ada dosen baruka 
merokok kalo lagi santai biasa di kelasji atau di skitar kelas” 
         (F, Laki-laki, 22 Tahun, Oktober 2017) 
Bahkan dikalangan pegawai akademik pun sering merokok diarea fakultas karena 
merasa bahwa peraturan tersebut tidak efektif, mereka juga merokok tidak dalam 
waktu kerja dan berada diluar ruangan. Seperti kutipan hasil wawancara dengan 
beberapa informan berikut : 
“Iya merokok kan tapi bukan waktu kerja sambil merokok toh di luar ruanganja 
juga” 
       (A, Laki-laki,  34 Tahun, Oktober 2017) 
“Iya ada peraturan tapi susah skali itu dek diterapkan difakultas na banyak yang 
merokok. Saya kalau mauka merokok iya langsungja merokok dek biar dimanaka, 
seringja nuliat toh” 
        (O, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa kurangnya kesadaran oleh seluruh civitas akademika tentang adanya 
kebijakan ini dan lemahnya pengawasan sehingga masih sering didapati orang-







2. Sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut 
Sanksi merupakan suatu bentuk tindak lanjut yang diberikan kepada seseorang 
yang telah melanggar suatu aturan. Sanksi dapat berupa hukuman lisan maupun 
non lisan seperti teguran hingga mendapatkan surat peringatan. Adanya 
pelanggaran-pelanggaran yang masih sering terjadi di FKIK tidak akan pernah 
berhenti atau ada kata jerah bagi si pelanggar selama tidak ada sanksi atau 
hukuman yang jelas oleh si pembuat kebijakan. Berdasarkan  wawancara dengan 
beberapa informan terkait sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran 
kawasan tanpa rokok mengatakan bahwa sampai kebijakan tersebut diterapkan, 
belum ada sanksi ataupun hukuman yang jelas bagi pelanggar. Seperti kutipan 
wawancara dengan beberapa informan berikut : 
“Sebenarnya karena kita tidak memiliki aturan tertulis, atau surat keterangan 
tentang sanksi atau hukuman kita tidak bisa memberikan sanksi sembarangan. 
Kalau SK ada, tapi keterangan tentang sanksi kan belum jelas, karena kalau ada 
keterangan sanksi yang jelas misalkan sudah ditegur satu atau duakali itu baru 
diberikan sanksi” 
            (WD II, Perempuan, 37 Tahun, Juli 2017) 
“Kalau sanksi sejauh ini belum ada. Sanksi sejauh ini masih belum dalam bentuk 
aturan nah itu yang perluh digagas untuk lebih ditindak lanjuti kedepan. Jadi 
masih belum dalam tingkatan sanksi tetapi sebatas teguran saja. Dan kesadaran 
masing-masing personal yang ada di civitas akademik FKIK” 
           (SF, Kasubag, Perempuan, 45 Tahun, Juli 2017) 
“Tidak ada penerapan sanksi” 
            (HI, Ket. Jurusan, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2017) 
Untuk penerapan denda atau sanksi terhadap siperokok itu belum ada karena 
penerapan KTR ini masih dalam tahap sosialisasi namun untuk siperokok itu 
seharusnya ditegur oleh pihak dosen, pegawai maupun pihak lembaga mahasiswa. 





“Untuk penerapan denda, karena dulu kita masih dalam level sosialisasi ya. Lalu 
kemudian karena kita sudah pergantian pimpinan. Jadi kalo saya liat ada orang 
yang merokok akan ditegur, saya akan suruh berhenti merokok disitu dan 
seharusnya hal yang sama seharusnya juga dilakukan oleh teman-teman dosen 
atau pegawai yang lain. Kenyataannya tidak ada begitu. Kemudian seharusnya 
pihak HMJ tiap jurusan juga ikut. 
     (DN, Satgas KTR, Perempuan, 38 Tahun, Oktober 2017) 
Pelaku perokok di area fakultas dengan leluasa merokok karena merasa bahwa 
tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa perokok yang didapati merokok di 
area fakultas akan dikenakan denda. Seperti kutipan hasil wawancara dengan 
beberapa informan perokok berikut : 
“Denda apa kenapa mau didenda na tidak ada peraturan dendanya” 
        (A, Laki-laki, 34 Tahun, Oktober 2017) 
“Ahh tidak ada sanksi atau denda” 
        (O, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2017) 
Tindak lanjut bagi sipelanggar aturan masih belum jelas selama kebijakan ini 
diterapkan di FKIK. Beberapa civitas akademika seperti pegawai yang masih 
sering merokok di area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok seharusnya 
memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa sebagai pihak pelaksana 
kebijakan. Namun, berdasarkan pernyataan Dekan bahwa untuk pihak pegawai 
ataupun staf akademik yang kedapatan langsung merokok oleh Dekan akan 
diberikan sanksi tersendiri oleh Dekan. Seperti pernyataan Dekan dalam kutipan 
wawancara berikut : 
“Jadi kalau saya dapati dia merokok diarea fakultas, saya akan kasi dia nilai 
jelek. Kalau dia dosen atau pegawai saya bisa beri tindakan memberi contoh 





pernah dapati secara langsung yang merokok di kawasan tanpa rokok itu artinya 
sudah berjalan ini kebijakan namun belum efektif” 
          (Dekan FKIK, Laki-laki, 62 Tahun, Juli 2017) 
Dalam hal merokok di area KTR, tidak hanya pegawai tapi di kalangan 
mahasiswa juga masih sering didapati merokok di area kawasan tanpa rokok di 
FKIK. Tidak adanya sanksi yang tegas dan  kesadaran pribadi membuat para 
pelanggar tetap percaya diri merokok seakan tidak ada peraturan larangan 
merokok di FKIK bahkan hanya untuk menegur atau melakukan teguran kepada si 
pelanggar tidak pernah ada. Seperti kutipan wawancara dengan beberapa informan 
berikut : 
  “Nah itu juga, saya belum pernah melihat orang yang merokok dalam fakultas 
atau dikelas itu di hukum. Selama ini saya liat belum pernah ada yang dihukum 
atau diberi sanksi terang-terangan, ditegur bahkan” 
          (MFH, Laki-laki, 23 Tahun, Juli 2017) 
“Tidak adaji sanksinya, tidak ada lagi yang mau tegurki iya siapami yang berani 
tidak ada itu” 
            (RRS, Perempuan, 23 Tahun, Juli 2017) 
Tidak ada sanksi yang diberikan kepada siperokok yang didapati sedang merokok 
di area fakultas ataupun larangan dari pihak pegawai. Mereka yang sedang 
merokok di area fakultas hanya mendapat teguran dari teman-teman mereka yang 
merasa terganggu dengan asap rokoknya. Seperti kutipan hasil wawancara dengan 
beberapa perokok berikut : 
“Tidak adaji sanksi, tapi biasanya teman ceweji yang sok larang-larang” 
         (S, Laki-laki, 21 Tahun, Oktober 2017) 
“Siapa yang mau larang, sejauh ini belum pernah pi ada yang tegur. Kecuali 





     (MS, Laki-laki, 21 Tahun, Oktober 2017) 
“Tidak adapi yang larang-larangka merokok ini” 
         (F, Laki-laki, 22 Tahun, Oktober 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait sanksi maupun 
hukuman yang diberikan kepada si pelanggar aturan kebijakan kawasan tanpa 
rokok di FKIK dapat disimpulkan bahwa selama kebijakan kawasan tanpa rokok 
di terapkan belum ada sanksi atau hukuman yang tegas untuk para pelanggar, 
kurangnya kesadaran akan adanya kebijakan ini memicu masih ditemukannya 
mahasiswa maupun pegawai yang merokok di area kawasan tanpa rokok.  
d. Struktur Birokrasi 
Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 
Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan 
fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi 
yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
Implementor kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK belum mempunyai SOP. 
Belum dibuat regulasi berupa SOP secara keseluruhan yang mengatur secara 
spesifik pembagian tugas pelaksanaan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya 
menjadi tidak terstruktur dan tidak berjalan dengan efektif. 
Dalam proses pelaksanaan kebijakan Implementasi kebijakan kawasan tanpa 
rokok di FKIK dapat dikatakan belum baik secara keseluruhan. Dilihat dari 





rokok di FKIK yang dalam hal ini adalah proses komunikasi ke kelompok sasaran 
dan pemberian sanksi, ini dilihat dari sikap permisif terhadap kelompok sasaran. 
Sanksi dari setiap pelanggar kebijakan harus dipertegas dan diperjelas. 
Dikarenakan masih banyaknya implementor yang belum paham terhadap 
substansi kebijakan, maka perlu sosialisasi yang lebih, kepedulian dan komitmen 
serta kerjasama dari masing-masing pelaksana untuk bersatu dalam menegakkan 
kebijakan kawasan tanpa rokok di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
(FKIK). 
1. Pembentukan Komite Pengawas penerapan KTR di FKIK 
Komite pengawas penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK bertugas untuk 
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya suatu program yakni 
kawasan tanpa rokok di FKIK. Adanya pengawas yang ditugaskan mengawasi 
setiap aktivitas civitas akademika FKIK akan mendukung jalannya kebijakan 
tersebut karena dengan adanya pengawas atau penegak hukum akan membuat 
sipelanggar enggan untuk melanggar aturan atau merokok di area kawasan tanpa 
rokok di FKIK. Sudah dibentuk komite pengawas KTR, namun pengawas KTR di 
semua unit fakultas seakan telah lupa dan melalaikan tugas mereka sebagai 
pengawas atau satgas KTR. Seperti kutipan wawancara dengan informan berikut : 
 “Sudah dibentuk itu komitenya, kelompok kerjanya, kebijakannya. Komite adalah 
termasuk yang mengawasi sirkulasi pelaksanaan ketika kebijakan ini diterapkan. 
Dan seharusnya pengawasnya adalah kabag dan  kasubag untuk pegawai 
sementara untuk prodi itu mengawas dosen dan mahasiswa tapi kenyataan tidak 
ada selain saya itu yang berani menegur langsung” 
     (DN, Satgas KTR, Perempuan, 38 Tahun, Oktober 2107) 
Perlu adanya tanggung jawab akan tugas yang diberikan kepada masing-masing 





dengan baik dan efektif. Seperti kutipan hasil wawancara dengan salah satu 
informan berikut : 
“Dulu itu saya sempat membuat ini konsep satgas kawasan tanpa rokok tapi ini 
tidak bisa bersifat kelompok tertentu misalnya saya dengan beberapa dosen 
tertentu kemudian itu yang dianggap sebagai petugas. Idealnya itu tadi, kita 
harus berfikir integritik atau integrasi kesemua unit yang ada jadi misalnya 
kepala tata usaha atau kasubag umum itu dia harus bertanggung jawab 
mengawasi anggotanya. Begitupula dengan ketua prodi misalnya, dia harus 
melakukan pengawasan terkait dosen-dosen prodi” 
         (HI, Ket. Jurusan, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2107) 
Namun kenyataan dilapangan setelah dilakukan survey dan wawancara dengan 
beberapa informan, untuk pengawas KTR di fakultas itu hanya satu orang yang 
masih aktif menegur atau melarang perokok yang didapati merokok di area 
fakultas. Padahal pembentukan komite pengawas ini telah dirapatkan sampai pada 
tingkat senat fakultas. Namun, satgas KTR yang lain seakan lepas tugas karena 
reorganisasi. Seperti kutipan hasil wawancara dengan salah satu informan satgas 
KTR berikut : 
“Kemudian yang orang ingat itu sebagai satgas anti rokok adalah saya saja 
karena tinggal saya saja yang berani kote-kote’ di sebelah. Padahal sebenarnya 
dulu itu ketika duduk bersama itu sudah dirapat senatkan loh, mereka dilibatkan 
semua saya masih ingat karena dulu itu saya masih kepala laboratorium fakultas 
, pengesahan tentang KTR ini bersamaan dengan pengesahan soal naskah berapa 
pembiayaan untuk laboratorium fakultas. Dan itu saya masih ingat sampai di 
level Senat Fakultas. Jadi seharusnya sih mereka tidak teledor menghilangkan 
naskah itu. Seandainya laptopku tidak hilang maka saya kasi liat itu naskah 
karena saya punya itu, nanti saya coba cari. Tapi seharusnya itu sudah ada di 
senat fakultas. Tapi kan kita sudah ganti beberapa pejabat baru-baru ini dan 
semua pejabat yang tergantikan itu merasa bahwa mereka bukan bagian dari 
pihak pelaksana kebijakan ini, mereka seakan lepas karena reorganisasi” 
     (DN, Satgas KTR, Perempuan, 38 Tahun, Oktober 2107) 
Adanya kerja sama dengan lembaga mahasiswa terkait pengawasan penerapan 





keberhasilan kebijakan ini. Namun kurangnya kerja sama pimpinan dengan 
lembaga mahasiswa yang ada membuat pengawasan kebijakan ini tidak berjalan 
dengan efektif. Seperti kutipan wawancara dengan informan berikut : 
“Kalau perintah secara langsung sejak kepengurusan Duta Anti Rokok 2014-
2015 itu dari pihak akdemik atau pimpinan di FKIK itu sendiri memang tidak 
ada. Tidak taumi kalu kepengurusan Duta Anti Rokok Sebelumya ia. Perintah 
secara langsung dari pimpinan atau Dekan itu tidak ada, kita malah tidak terlalu 
dilibatkan dalam itu penetapan KTR, seharusnya sih ada tapi tidak ada perintah 
atau kami dipanggil secara langsung terlibat. Kurangki memang kerja samanya 
sama mahasiswa untuk menciptakan dan mendukung penerapan KTR itu” 
   (Duta Anti Rokok, Perempuan, 23 Tahun, Juli 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pembentukan 
komite pengawasan penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK maka dapat 
disimpulkan bahwa sudah ada komite pengawas KTR oleh Dekan dan jajarannya 
namun karena kurangnya komunikasi dan kerja sama antar satgas maupun dengan 
lembaga mahasiswa yang membuat pengawasan penerapan kebijakan kawasan 
tanpa rokok di FKIK tidak berjalan secara efektif. 
2. Tanggapan civitas akademika terhadap penerapan kawasan tanpa rokok 
di FKIK 
Penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK sudah berjalan beberapa tahun 
namun berdasarkan wawancara dengan beberapa informan mengatakan bahwa 
kebijakan kawasan tanpa rokok ini sudah berjalan namun tidak efektif dan perlu 
ditingkatka kerjasama antar satgas. Seperti kutipan wawancara dengan informan 
berikut : 
“Ya kalau di FKIK itu memang sudah semestinya kita menerapkan yang namanya 
Kawasan Tanpa Rokok, namanya juga anak kesehatan. Dan sejauh ini saya rasa 
belum terlalu efektif karena meski saya belum dapati secara langsung, pasti 





          (SF, Kasubag, Perempuan, 45 Tahun, Juli 2017) 
“Saya kira itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang tau dampak 
yang ditimbulkan rokok, sebagai orang yang memikirkan hak orang lain untuk 
bisa menghirup udara bersih itu kita harus berani bicara dong bilang jangan 
merokok disini, jangan begini begitu.. nah spirit itu yang mungkin perlu 
ditingkatkan oleh teman-teman satgas” 
          (DN, Satgas KTR, Perempuan, 38 Tahun, Oktober 2107) 
“Terkait penerapannya di FKIK menurut saya itu belum terlaksana dengan baik 
atau efektif, karena masih banyak terdapat pegawai dan mahasiswa sendiri yang 
masih melakukan aktifitas merokok di sekitar fakultas khususnya didalam 
ruangan atau gedung pekuliahan itu sendiri” 
          (DR, Perempuan, 23 Tahun, Juli 2017) 
Informan menyatakan bahwa penerapan kebijakan ini butuh proses, tidak instan 
dan perlu pendampingan program agar kebijakan ini bisa berjalan dengan efektif 
sehingga memicu siperokok agar setidaknya mengurangi ataupun bisa tidak 
merokok lagi. Seperti kutipan hasil wawancara dengan salah satu informan 
berikut : 
“Sangat setuju dengan diterapkannya KTR cuma segala hal yang bersifat 
mengajak tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk membuat kebijakan dengan 
sanksi, belum ada mekanisme pendamping dan penyadaran bahwa pentingnya 
KTR ini dilaksanakan di Perguruan tinggi. Jadi itu semua memang butuh proses 
tidak instan. Kebijakan KTR ini tidak akan sukses jika hanya kebijakan, aturan 
atau satgas tapi perlu ada memang upaya-upaya kegiatan pendampingan apaka 
itu program yang akan memicu seseorang untuk tidak merokok lagi. 
         (HI, Ket. Jurusan, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2017) 
Informan lain juga mengatakan bahwa karena kurangnya papan informasi ataupun 
spanduk terkait kebijakan kawasan tanpa rokok ini membuat mahasiswa dari 
fakultas lain ataupun tamu dari luar tidak mengetahui adanya kebijakan kawasan 
tanpa rokok di FKIK. 
“Kita ini kan mahasiswa yang notabenenya anak kesehatan, jadi mestinya itu 





luar harusnya banyak papan-papan informasi yang terkait ini KTR nantika tidak 
natauki tawwa” 
              (KA, Perempuan, 20 Tahun, Juli 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait tanggapan 
terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK maka dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan ini sudah berjalan beberapa tahun namun tidak efektif dikarenakan 
kurangnya sosialisasi, kerjasama dan sinergitas antara pihak implementor maupun 
dengan kelompok sasaran serta perlunya penempatan papan informasi ataupun 
spanduk terkait kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut. 
e. Kendala-kendala yang dihadapi selama penerapan kawasan tanpa rokok di 
FKIK 
Selama penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK sudah berjalan beberapa tahun 
maka berdasarkan pernyataan Dekan terkait kendala-kendala yang dihadapi 
selama penerapan kebijakan ini mengatakan bahwa ada dua kendala yang dialami 
oleh penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok ini yaitu aturan yang belum jelas 
dan karena perokok yang ketagihan sehingga susah untuk menerapkan kawasan 
tanpa rokok di FKIK. Seperti kutipan wawancara dengan Dekan sebagai berikut : 
“Kendalanya yang pertama itu tidak ada aturannya, kalau ada aturan gampang 
kita terapkan. Yang kedua itu, ketagihan atau ketergantungan terhadap rokok itu 
susah kita rubah. Jadi kita isolasi saja dia yang merokok, kita isolir kawasan 
merokok dia itu di gazebo fakultas”  
          (Dekan FKIK, Laki-laki, 62 Tahun, Juli 2017) 
Informan juga mengatakan bahwa kurangnya sinergitas dan kerja sama antara 
pihak implementor dengan lembaga mahasiswa sehingga proses penerapan 





dan sinergitas serta komitmen para implementor agar kebijakan ini bisa berjalan 
dengan baik. Seperti hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan berikut : 
“Yang perlu adalah sinergitas antara lembaga mahasiswa dengan pihak fakultas 
dalam programnya itu supaya terjalin sinergitas dan saling mendukung antara 
pihak fakultas dengan lembaga mahasiswa itu akan lebih baik” 
         (HI, Ket. Jurusan, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2017) 
“Kendalanya yang pertama itu kurangnya komitmen teman-teman untuk saling 
menegur atau bekerja sama dalam menerapkan kebijakan ini, kemudian yang 
kedua itu memang harus ada efek jerah bagi si perokok kemudian yang ketiga itu 
kan misalnya ada mutasi pegawai atau siapapun yang baru bergabung di FKIK 
seharusnya dia mau atau tidak mau harus mengikuti aturan yang berlaku di 
fakultas. Dan kita harus berani menetapkan denda..”  
     (DN, Satgas KTR, Perempuan, 38 Tahun, Oktober 2017) 
 
f. Dukungan Lembaga Mahasiswa dalam penerapan kawasan tanpa rokok di 
FKIK 
Lembaga mahasiswa merupakan aset yang dimiliki setiap fakultas yang siap 
mendukung setiap program yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas. 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) memiliki beberapa jenis 
lembaga mahasiswa diantaranya : Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), 
Himpunan Mahasiswa Diploma (HMD),  Dewan Mahasiswa (DEMA), dan Senat 
Mahasiswa (SEMA) serta komunitas Duta Anti Rokok. Adanya lembaga 
mahasiswa di FKIK seharusnya lebih mendukung penerapan kebijak kawasan 
tanpa rokok di FKIK. Bahkan berdasarkan pernyataan salah satu informan 
menyatakan bahwa pihak lembaga sangat mendukung kebijakan seperti ini. 
Seperti kutipan wawancara dengan salah satu informan berikut : 
“Saya sebagai orang yang juga tidak merokok jelas dan sangat mendukung. 
Tetapi kita kembalikan lagi kepada orang yang merokok bagaimana nantinya, 
karena seperti kita ketahui sama-sama bahwa ketika orang yang ditanya apakah 
ia mau berhenti merokok dia akan jawab dia ingin berhenti, tapi untuk behentinya 





lagi. Jadi kita tidak bisa serta merta melarang mereka merokok. Jadi bagaimana 
kita bisa menggunakan kebijakan tersebut untuk bisa membuat perokok sedikit-
demi sedikit mengurangi konsumsi rokoknya” 
            (SEMA FKIK, Laki-laki, 21 Tahun, Juli 2017) 
“Untuk saat ini kami dari pihak organisasi atau lembaga fakultas sebenarnya 
sangat mendukung kebijakan seperti ini di fakutas tentang kawasan tanpa rokok, 
namun kami mungkin sekarang hanya bisa menjadi fasilitator untuk sosialisasi 
bahwasanya di fakultas ini memang dilarang untuk merokok dan mungkin kalau 
teman-teman mau merokok mungkin bisa ditempat lain diluar dari fakultas ini” 
                        (DEMA FKIK, Laki-laki, 23 Tahun, Juli 2017) 
“Kita sangat mendukung penerapan kebijakan itu karena yang pertama kita ingin 
belajar dan punya kenyamanan di kampus karena otomatis asap rokok yang yang 
didapatkan dari perokok itu bisa sangat mengganggu kesehatan bagi si perokok 
pasif apalagi kita dari kesehatan, jadi kami sangat mendukung penerapan KTR 
ini” 
          (HMJ, Laki-laki, 20 Tahun, Juli 2017) 
“Kita kan anak kesehatan jelas kita tahu bahwa merokok itu perilaku yang tidak 
sehat jadi jelas kita sangat mendukung kegiatan-keguiatan yang mengarah ke hal-
hal baik. Dan untuk lembaga kami memang tidak ada program khusus terkait 
KTR tapi kami menerapkan ke semua pengurus lembaga jika kami menemukan 
beberapa orang yang merokok itu  kami usahakan menegur dengan cara yang 
sopan. Misalnya jangan ki merokok di area fakultas..” 
      (HMD, Perempuan, 20 Tahun, Juli 2017) 
Pihak lembaga mahasiswa sangat mendukung adanya kebijakan kawasan tanpa 
rokok di FKIK terlebih lagi FKIK adalah fakultas yang satu-satunya berbasis 
kesehatan di UIN. Namun karena kurangnya komunikasi dan kerja sama yang 
baik dari pimpinan fakultas membuat lembaga mahasiswa tidak terlalu terlibat 
dalam penerapan kebijakn fakultas ini. Seperti kutipan salah satu informan dari 
lembaga atau komunitas Duta Anti Rokok berikut : 
“Kalau perintah secara langsung sejak kepengurusan Duta Anti Rokok 2014-
2015 itu dari pihak akademik atau pimpinan di FKIK itu sendiri memang tidak 
ada. Tidak tau kalau kepengurusan Duta Anti Rokok Sebelumya. Perintah secara 
langsung dari pimpinan atau Dekan itu tidak ada, kita malah tidak terlalu 





kami dipanggil secara langsung terlibat. Kurang kerja samanya dengan 
mahasiswa untuk menciptakan dan mendukung penerapan KTR tersebut” 
       (Duta Anti Rokok A, Perempuan,  22 Tahun, Juli 2017) 
 
 “Kalau dukungan sudah pasti. Jelas bahwa kita semua kan mau kalau FKIK ini 
sebagai pelopor fakultas di UIN memiliki KTR. Tapi kalau dari pimpinan tidak 
ada kerjasama yang baik kan susah”  
           (Duta Anti Rokok B, Laki-laki, 22 Tahun, Juli 2017) 
Informan lain juga mengatakan bahwa pihak lembaga mahasiswa adalah fasilitator 
yang siap mendukung dan membantu mensukseskan program fakultas seperti 
kawasan tanpa rokok. Seperti kutipan wawancara salah satu informan berikut : 
“Untuk saat ini kami dari pihak organisasi atau lembaga fakultas sebenarnya 
sangat mendukung dan siap membantu kebijakan seperti ini di fakutas tentang 
kawasan tanpa rokok, namun kami mungkin sekarang hanya bisa menjadi 
fasilitator untuk sosialisasi bahwasanya di fakultas ini memang dilarang untuk 
merokok dan mungkin kalau teman-teman mau merokok mungkin bisa ditempat 
lain diluar dari fakultas ini”  
              (HMJ, Laki-laki, 20 Tahun, Juli 2017) 
 
Bahkan salah satu lembaga mahasiswa menyatakan bahwa sudah pernah 
melakukan sosialisasi dan melakukan teguran terkait kebijakan kawasan tanpa 
rokok tersebut namun tidak efektif karena pihak pegawai ataupun mahasiswa yang 
bersangkutan di memperdulikan teguran ataupun sosialisasi yang dilakukan. 
Seperti kutipan wawancara salah satu informan berikut : 
“Kami Mahasiswa selaku Duta Anti Rokok sebenarnya sudah pernah melakukan 
sosisalisasi, dan juga sudah pernah melakukan teguran terhadap beberapa 
pegawai dan mahasiswa yang masih merokok dikawasan gedung FKIK namun 
karena mungkin dirinya sendiri tidak mendengar, atau mencari alasan dan 
menganggap kami ini hanya mahasiswa yang berada dibawah level pegawai jadi 
banyak yang tidak mendengar teguran kami sebagai duta anti rokok begitu. 
Mereka itu tidak menganggap, tidak mendengarji kalo mahasiswa begitue yang 
tegurki” 
        (Duta Anti Rokok A, Perempuan, 22 Tahun, Juli 2017) 
  
  Namun, pihak lembaga mahasiswa seharusnya tidak menunggu aba-aba maupun 





kebijakan ini. Seharusnya pihak lembaga mahasiswa lebih kreatif dalam 
mensosialisasikan kebijakan KTR ini di fakultas karena lembaga mahasiswa 
merupakan pionir inisiator program kerja di fakultas. Seperti kutipan hasil 
wawancara dengan salah satu informan berikut : 
“Lembaga mahasiswa jangan menunggu siap mendukung begitu, karena itu 
bahasa-bahasa kita orang kedua. Kita ini fakultas ilmu kesehatan seharusnya 
menjadi pionir inisiator dalam berbagai bentuk upaya dalam rangka upaya hidup 
sehat. Lembaga mahasiswa seharusnya melahirkan kegiatan yang sifatnya secara 
langsung, tidak menunggu arahan pihak fakultas. Tentu mereka kan punya 
kreatifitas sendiri terkait kawasan tanpa rokok” 
         (HI, Ket. Jurusan, Laki-laki, 38 Tahun, Oktober 2017) 
 Berdasarkan wawancara dengan lembaga mahasiswa terkait dukungan lembaga 
mahasiswa dalam penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di FKIK maka dapat 
disimpulkan bahwa pihak lembaga mahasiswa sangat mendukung dan siap 
membantu dalam mensukseskan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 
tersebut. 
 
I.  Pembahasan 
Dalam penentuan implementasi Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) 
berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, 
yaitu: 
e. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 






f. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas 
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber 
daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya 
kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 
g. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut 
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 
oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
h. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 
Standard Operating Procedure (SOP), Juknis dan fragmentasi. Struktur 
organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan 
dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 
kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang  memiliki 
keterkaitan satu sama lain. Model implemantasi kebijakan Edward III 
berperspektif top down.  (Subarsono 2011: 90) berpendapat bahwa faktor-faktor 





disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri 
namun juga saling berkaitan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian 
ini peneliti dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi 








Kawasan tanpa rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan 
dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, 
mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, meliputi fasilitas 
pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, 
tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain 
yang ditetapkan (Kemenkes RI, 2013). Adapun tujuan penetapan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) adalah : 
a. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian dengan cara 
mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. 
b. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. 





d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.  
e. Mewujudkan generasi muda yang sehat. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 Pasal 50 No. 1 bagian b 
menyatakan bahwa kawasan tanpa rokok sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 49 adalah tempat proses belajar mengajar. 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar merupakan salah satu tempat 
proses belajar mengajar di daerah Kota Makassar untuk kampus I yang terdiri dari 
prodi Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan sedangkan untuk 
kampus II yang terdidiri dari 8 fakultas dan 1 pascasarjana berada di Samata, 
Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Kampus II 
di Jl Sultan Alauiddin No.63 Samata Gowa, Sulawesi Selatan ini terdiri dari 9 
fakultas, 1 gedung perpustakaan universitas, asrama mahasiswa, 4 gedung 
Cafetaria dan sejumlah kantin ataupun kios dengan jumlah populasi sebanyak 
21.922 orang yang berpotensi sebagai perokok aktif dan pasif yang cukup besar 
(UINAM, 2016). Sayangnya belum ada peraturan pengendalian rokok dengan 
penegakan hukum yang jelas di wilayah kampus. Kenyataan menunjukkan bahwa 
sebagian fakultas mengijinkan mahasiswa merokok di lingkungan kampus. 
Dampak buruk rokok ini dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh 
para mahasiswa. 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) adalah salah satu fakultas yang 
sudah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak tahun 2011 





yang baru secara resmi di lingkungan fakultas pada 9 Desember tahun 2014  
dengan penandatanganan pengesahan oleh Dekan FKIK. Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan (FKIK) terdiri dari enam prodi diantaranya adalah Pendidikan 
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Farmasi, Kebidanan dan 
profesi Ners dengan total 1.428 orang dengan rincian 221 orang mahasiswa dan 
1.207 orang mahasiswi, dimana berpotensi sebagai perokok aktif dan pasif di 
lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK). 
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK) menjadikan FKIK merupakan satu-satunya fakultas di UIN 
yang menerapkan kebijakan larangan merokok di lingkungan fakultas. Dengan 
demikian, diharapkan FKIK dapat menjadi fakultas percontohan untuk fakultas 
yang non kesehatan dalam menerapkan fakultas yang bebas dari asap rokok. 
Penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di fakultas ini sudah berjalan beberapa 
tahun, artinya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini sudah dapat 
dilihat perkembangannya sampai sekarang ini. Berdasarkan survey dan observasi 
awal peneliti menemukan banyak pelanggaran-pelanggaran terkait diterapkannya 
kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK. Hal ini seolah menegaskan bahwa 
adanya kendala-kendala dalam proses penerapan kebijakan ini yang membuat 
penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK tidak berjalan secara efektif.  
Peneliti menggali lebih dalam tentang penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK 
mulai dari adanya aturan resmi (SK) tentang kebijakan tersebut, sosialisasi 





kebijakan kawasan tanpa rokok di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK) 
ini agar menjadi pembelajaran yang utuh bagi pembaca dalam memahami 
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK. Peneliti menggali persepsi 
informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara 
agar dihasilkan informasi yang mendalam tentang kebijakan yang dibuat oleh 
Dekan FKIK, tujuan dan sasaran penerapan kebijakan, pelaksana kebijakan dan 
faktor penghambat dan pendukung kebijakan oleh seluruh civitas akademika yang 
ada di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK) dalam 
mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR).  
Persepsi tiap individu tentu akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka 
dapatkan. Seluruh aktivitas yang terjadi di lingkungan FKIK oleh seluruh civitas 
akademika yang didapatkan dan terlihat oleh panca indera seorang manusia akan 
menentukan persepsi dan respon individu tersebut. Sehingga pembacaan peneliti 
tentang sejauh mana penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK dapat 
digali dari informasi yang dikemukakan oleh civitas akademika terkhusus 
mahasiswa karena merekalah yang mengalami atau atau mempunyai pengalaman 
atas aktivitas yang dilakukan baik mahasiswa itu sendiri maupun pihak pimpinan 
atau pegawai yang ada di FKIK. 
Hal ini sesuai dengan  pernyataan Sukardja  (2012) bahwa  Hukum harus ditaati, 
dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Tercapai tidaknya tujuan hukum 
terletak pada pelaksanaan hukum itu. Penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK 
sudah berjalan selama 2 tahun terakhir namun tidak efektif dan mengalami 





dengan mengambil variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 
birokrasi. Penentuan variabel tersebut sesuai dengan teori Edward III (dalam 
Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan 
struktur birokrasi) 
Berdasarkan variabel dari teori tersebut peneliti mencoba menuangkannya dalam 
implementasi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di fakultas kedokteran 
dan ilmu kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.  
1. Komunikasi 
Implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel seperti : 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi 
merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran 
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga 
akan mengurangi distorsi implementasi (Edward III dalam Subarsono, 2011: 90-
92)  
Setelah melakukan wawancara mendalam, hasil yang berkaitan dengan variabel 
komunikasi dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di fakultas 
kedokteran dan ilmu kesehatan selama dua tahun terakhir dapat dikatakan bahwa 
kebijakan ini tidak berjalan secara efektif. Salah satu yang membuat kebijakan ini 
tidak berjalan secara efektif adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan 
oleh pihak implementor kepada kelompok sasaran (target group). Hal ini sejalan 





implementasi kebijakan KTR di Universitas Negeri Yogyakarta bahwa yang 
menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut adalah komunikasi yang 
kurang baik antar pelaksana ke kelompok sasaran. Meskipun kebijakan kawasan 
tanpa rokok sudah resmi diterapkan di FKIK dengan adanya SK oleh Dekan 
sebelumnya, namun belum dilakukan pembaharuan dan perbaikan oleh Dekan 
yang sekarang. Sehingga masih banyak hal-hal yang perlu ditambah dan 
diperbaiki dalam penerapan kebijakan tersebut. Hal ini dipertegas oleh pernyataan 
informan kunci yakni Dekan FKIK  yang menyatakan bahwa kebijkan kawasan 
tanpa rokok di FKIK sudah resmi diterapkan bahkan oleh Dekan yang 
sebelumnya menjabat di FKIK.  
Kurangnya sosialisasi tentang penerapan KTR dan larangan merokok yang 
dilakukan oleh pihak implementor membuat kelompok sasaran bingung dan 
kurang memahami akan adanya kebijakan tersebut.  Sosialisasi tentang penerapan 
KTR di fakultas sudah dilakukan namun tidak efisien dan tidak merata dilakukan 
baik oleh pimpinan maupun oleh lembaga mahasiswa terlihat dari tidak adanya 
kelompok sasaran (target group) yang mengetahui tentang adanya kebijakan 
kawasan tanpa rokok melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor 
atau lembaga mahasiswa melainkan dari media promosi atau media cetak yang 
terdapat di tembok fakultas tentang kawasan tanpa rokok dan larangan merokok. 
Meskipun media promosi tidak terlalu banyak terdapat di area-area yang 
ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok namun untuk tempat-tempat yang di 
tetapkan sebagai area kawasan tanpa rokok adalah semua tempat yang berada 





Pihak implementor tidak melakukan kerja sama yang baik anatar satgas KTR 
maupun dengan lembaga mahasiswa yang seharusnya dapat membantu 
mensosialisasikan tentang kawasan tanpa rokok, larangan merokok dan bahaya-
bahaya yang ditimbulkan oleh rokok kepada kelompok sasaran sehingga tidak 
didapatkan kejelasan tentang tujuan dan manfaat kebijakan tersebut diterapakan.  
Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak 
memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak 
diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi 
suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.  Oleh 
karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; 
a) Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik 
pula (kejelasan); 
b) Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak 
membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan 
c) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. 
Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam 
pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Dalam penelitian yang dilakukan 
terkait penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK, untuk variabel komunikasi 
ditemukan beberapa faktor penghambat sehingga kebijakan tersebut tidak berjalan 
dengan baik, diantaranya sebagai berikut : 






b) Tidak dilakukan sosialisasi yang merata tentang KTR dan larangan merokok 
di kalangan pegawai dan mahasiswa 
c) Kurangnya media promosi tentang kawasan tanpa rokok dan  larangan 
merokok 
2. Sumber Daya 
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi 
apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka 
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud 
sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya 
finansial. (Edward III dalam Subarsono, 2011: 90-92)  
Pihak sasaran dan pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK adalah 
seluruh civitas akademika. Pihak pelaksana kebijakan adalah jajaran dosen dan 
pegawai sedangkan yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut adalah 
mahasiswa(i) yang ada di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Pelaksana 
kebijakan tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya 
sehingga pembagian tugas tidak merata dan efisien. Peneliti melakukan 
wawancara dengan Dekan FKIK tentang pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut 
dan diperoleh bahwa pedoman kebijakan sudah ada namun susah untuk diterapkan 
karena tidak ada aturan yang jelas tentang larangan merokok. Pedoman 
pelaksanaan kebijakan ini seharusnya jelas untuk pihak implementor sehingga 
pembagian tugas dalam proses penerapan kebijakan ini bisa teratur dan terarah. 
Menurut salah satu informan mengatakan bahwa pedoman kebijakan ini adalah 





sehingga sudah seharusnya fakultas menerapkan kebijakan fakultas bebas asap 
rokok.  
Dalam menjalankan roda kepemimpinan untuk suatu pengambilan keputusan kita 
sudah memiliki pedoman yang mutlak yaitu al-Quran dan Sunnah. Seorang 
pemimpin tidak bisa serta merta mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi 
maupun untuk kepentingan organisasi tanpa berlandaskan pada al-Quran dan 
Sunnah, baik untuk sebuah keputusan, kebijakan maupun penentuan suatu 








(ABUDAUD - 3119) : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan 
mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau 
memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan 
kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab 
Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab 
Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak 
mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam 
Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat 





wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah 
memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang 
membuat senang Rasulullah." (H.R Abu Daud)  
Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap penentuan keputusan 
ataupun kebijakan maka hendaklah berpedoman pada al-Quran dan sunnah 
sehingga dampak yang ditimbulkan oleh pengambilan keputusan tersebut bisa 
bermanfaat bagi semua pihak. Dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 
di FKIK tidak memiliki sumber daya finansial atau dana untuk menjalankan 
kebijakan ini sehingga proses penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK 
tidak berjalan secara efisien terkhusus untuk pengadaan infrastruktur pendukung 
kawasan tanpa rokok di FKIK. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Sulistianto dkk (2015) bahwa sumber daya manusia dan anggaran yang kurang 
memadai menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan implementasi 
kebijakan KTR di Universitas Negeri Yogyakarta. Hal ini juga sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Purwosetiyo (2015) bahwa dukungan dana bagi 
pelaksanaan KTR merupakan aktor pendukung keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan tersebut. Hal ini dipertegas oleh pernyataan informan kunci yakni 
Dekan FKIK yang menyatakan bahwa tidak ada dana untuk penerapan kebiajakan 
ini. Tapi dari wawancara mendalam yang dilakukan, untuk infrastruktur seperti 
ruangan khusus orang merokok itu tidak perlu karena bukan merupakan tujuan 
utama dalam pencapaian program. Infrastruktur kawasan tanpa rokok seperti 
ruangan khusus untuk orang yang merokok sementara hanya di arahkan ke gazebo 





Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang kawasan tanpa rokok di FKIK, 
maka ditemukan beberapa faktor penghambat dalam aspek sumber daya. Berikut 
faktor-faktor penghambat tersebut : 
a) Tidak ada dana dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK 
b) Kurangnya sinergitas dan kerjasama yang baik antara pihak implementor dan 
target sasaran sehingga pelaksana tidak bertanggung jawab terhadap tugas 
yang dimiliki 
c) Tidak ada tempat atau ruangan khusus merokok di FKIK 
 
3. Disposisi 
Disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah watak dan karakteristik yang 
dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 
kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda 
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi 
tidak efektif. (Edward III dalam Subarsono, 2011: 90-92) 
Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak implementor 
tentang komitmen dan kejujuran dalam pengimplementasian kebijakan kawasan 
tanpa rokok di FKIK menunjukkan bahwa masih sering ditemukan pelanggaran-
pelanggaran oleh oknum pegawai yang seharusnya memberikan contoh yang baik 
terhadap mahasiswa namun lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga di 





seperti merokok di lingkungan fakultas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Sulistianto, dkk (2015) bahwa kurangnya komitmen dan dedikasi 
dari para pelaksana ke kelompok sasaran membuat proses implementasi kebijakan 
tidak berjalan seperti yang diinginkan karena pihak implementor tidak 
memberikan disposisi yang baik kepada kelompok sasaran. Kurangnya kesadaran 
dan kepatuhan akan adanya kebijakan tersebut membuat pihak implementor atau 
kelompok sasaran menjadi tidak patuh dan tidak mengikuti prosedur kebijakan 
yang ada.  
Berdasarkan hasil penelitian secara umum untuk pelanggaran-pelanggaran seperti 
merokok di area fakultas masih sering ditemukan baik dikalangan pegawai 
maupun kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan selama dalam penerapan 
kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK untuk sanksi atau hukuman yang 
diberikan kepada si pelanggar aturan belum jelas. Tidak ada sanksi atau hukuman 
yang tegas oleh pihak implementor  yang diberikan kepada orang yang melanggar 
aturan tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jerah kepada si perokok untuk 
tidak merokok lagi di area fakultas khususnya di dalam ruangan kelas. 
Pada penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK selama ini bisa 
dikatakan sudah berjalan namun belum efektif dikarenakan kurangnya kesadaran, 
komitmen, ketegasan dan sikap yang jujur oleh pimpinan, dosen, pegawai maupun 
mahasiswa sehingga masih sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti 
merokok di area fakultas baik pegawai dan mahasiswa yang seharusnya diberikan 
sanksi atau hukuman jika didapati yang membuat efek jerah terhadap perokok 





sebatas teguran dan peringatan. Padahal, penerapan kebijakan kawasan tanpa 
rokok ini di FKIK mendapat banyak dukungan dari lembaga mahasiswa yang ada 
di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK). 
Kebijakan yang dibuat oleh pimpinan fakultas dalam hal ini Dekan FKIK sudah 
seharusnya ditaati dan dipatuhi oleh bawahan dalam hal ini civitas akademika 
baik pegawai maupun mahasiswa(i) selama kebijakan tersebut tidak mengarah 
kepada kemaksiatan. Seperti dalam sebuah hadis tentang batasan-batasan ketaatan 
kepada pemimpin yang menyatakan bahwa tidak semua perintah seorang 
pemimpin harus ditaati dan dipatuhi yaitu jika perintah tersebut mengarah kepada 
kemaksiatan. Jadi selama perintah pemimpin tidak mengarah kepada kemaksiatan 
maka patutlah kita taati dan patuhi perintah tersebut. Adapun hadis tersebut yaitu : 
  َلَاق َمهلَسَو ِهَْيلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ  ِيبهنلا ْنَع ُهْنَع ُ هاللَّ َيِضَر ِ هاللَّ ِدْبَع ْنَع
 ْرَمُْؤي َْمل اَم َهِرَكَو هبََحأ اَمِيف ِمِلْسُمْلا ِءْرَمْلا ىَلَع ُةَعاهطلاَو ُعْمهسلا




Ibn umar r.a berkata : bersabda Nabi saw. : “Seorang muslim wajib mendengar 
dan  ta’at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, 
kecuali jika diperintah ma’siyat. Maka apabila disuruh ma’siyat, maka tidak wajib 
mendengar dan tidak wajib ta’at.” (H.R. Muslim) 
(Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dalam (93) kitab: “al-Ahkam,” (4) 
bab: “Mendengarkan dan menaati pemimpin selagi tidak memerintahkan untuk 
berbuat dosa.”) 
 
Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa kepatuhan seorang rakyat terhadap 
pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat 
wajib taat dan patuh dan ada pula saat dimana rakyat tidak perlu patuh, bahkan 





terhadap pemimpin itu adalah selama pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya 
untuk berbuat maksiat.  
Demikian pula pada penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK. 
Kebijakan yang dibuat oleh Dekan FKIK selaku pemimpin fakultas adalah suatu 
perintah untuk seluruh civitas akademika sebagai rakyat fakultas untuk tidak 
merokok, menjual atau membawa rokok di area Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK). Mengurangi atau tidak mengkonsumsi rokok merupakan suatu 
langkah menuju kebaikan karena dapat menjauhkan kita dari penyakit maupun 
bahaya-bahaya lain yang ditimbulkan oleh rokok. Jadi sudah seharusnya kita 
sebagai rakyat FKIK dan sebagai umat muslim diwajibkan untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan yang ma’ruf dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang 
mungkar serta menghalalkan bagi kita semua yang baik dan mengharamkan 
segala yang buruk. Seperti yang dijelaskan dalam Surah al-A’raf ayat 157 : 
                       
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“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) 
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 
menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 
mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka 
beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-
orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti 
cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka Itulah orang-
orang yang beruntung.” (al-Qur’an dan terjemah, Departemen Agama RI’ 2004). 
 
Maksud ayat tersebut menyatakan bahwa perbuatan merokok mengandung unsur 
untuk  menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan 
bunuh diri secara perlahan. 
Adapun faktor penghambat yang ditemukan oleh peneliti dari aspek disposisi 
dalam penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK adalah sebagai berikut : 
a) Kurangnya kesadaran, konsistensi dan sikap yang jujur oleh implementor 
maupun kelompok sasaran dalam menjalankan kebijakan tersebut 
b) Tidak ada denda atau sanksi yang tegas untuk pelanggar kebijakan  
4. Struktur Birokrasi 
Struktur Birokrasi yang dimaksud adalah struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating 
Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 






Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber 
yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik 
untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang 
diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan 
pelayanan-pelayanan publik. 
Dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK telah dibentuk suatu 
komite atau kelompok pengawas penerapan KTR oleh Dekan perwakilan tiap 
prodi pada rapat senat namun karena reorganisasi dan pergantian beberapa 
pegawai maka komite atau satgas KTR ini seakan tidak aktif lagi dan kurangnya 
kerja sama antara pimpinan Fakultas dan lembaga Mahasiswa yang seharusnya 
dapat  membuat proses pengawasan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan pembentukan komite atau 
badan pegawas KTR oleh pihak implementor yang berdasarkan pada Standard 
Operating Procedure (SOP) pada rapat senat yang telah dilakukan oleh pimpinan 
fakultas, pegawai dan perwakilan tiap prodi. Namun, karena reorganisasi dan 
pergantian beberapa struktur pegawai maka beberapa satgas KTR perlahan 
melupakan tugas dan tanggung jawabnya, inilah kemudian yang membuat 
lemahnya pengawasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Sulistianto, dkk (2015) bahwa tidak adanya struktur birokrasi dan SOP dalam 
proses pelaksanaan kebijakan KTR di Universitas Negeri Yogyakarta membuat 
kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif. Badan pengawas KTR (satgas) 
seharusnya lebih meningkatkan komunikasi dan kerjasamanya dalam melakukan 





FKIK menyatakan bahwa untuk pihak pengawas itu sudah tidak ada tapi untuk 
badan sosialisasi sudah ada Duta Anti Rokok yang sekalian ditugaskan sebagai 
badan pengawas. Pihak duta anti rokok memang sudah seharusnya menjadi badan 
pengawas dan mendapatkan bagian dalam proses pengawasan KTR di kalangan 
mahasiswa namun karena kurangnya sosialisasi dan kerja sama dari pihak 
implementor yang akhirnya membuat komunitas duta anti rokok ini sudah tidak 
aktif lagi di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan (FKIK). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang aspek struktur birokrasi dalam 
penerapan kawasan tanpa rokok di FKIK, maka ditemukan beberapa faktor 
penghambat sehingga kebijakan ini tidak berjalan dengan maksimal. Adapun 
faktor penghambat tersebut adalah, sebagai berikut : 
a) Dokumen SK kepengurusan satgas KTR telah hilang 
b) Anggota satgas KTR telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 
badan pengawas penerapan KTR di FKIK. 
5. Dukungan Lembaga Mahasiswa terhadap Penerapan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di FKIK 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar 
memiliki beberapa lembaga mahasiswa yang bernaun di dalamnya. Seperti : 
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Diploma (HMD), 
Dewan Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA) dan Komunitas Duta 
Anti Rokok. Lembaga-lembaga mahasiswa tersebut sudah seharusnya memiliki 
tugas untuk mendukung dan ikut serta dalam menjalankan suatu program yang 





ikut mensosialisasikan tentang larangan merokok, bahaya rokok terkhusus 
kawasan tanpa rokok yang ada di FKIK mulai dari maba yang baru masuk pada 
saat OPAK Fakultas sampai pada mahasiswa yang sudah aktif kuliah. Informan 
lain juga mengatakan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok merupakan suatu 
langkah atau gerakan yang akan membawa kita kepada hal-hal baik jadi kebijakan 
seperti ini sangat didukung. Bahkan pihak pengurus lembaga tersebut sudah 
menanamkan bahwa akan siap membantu menegur jika ada ditemukan perokok di 
area fakultas. Namun, seharusnya lembaga mahasiswa yang ada di FKIK tak 
mesti menunggu perintah atau aba-aba dari pimpinan untuk bisa mendukung 
penerapan KTR ini. Pihak lembaga mahasiswa harusnya lebih kreatif dan inovatif 
dalam membuat suatu program kerja terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
maupun suatu program kerja yang dapat membantu mengurangi jumlah perokok 
yang ada di FKIK.  
 Kebijakan KTR ini juga nantinya akan membuat sedikit demi sedikit mengurangi 
jumlah perokok yang ada di FKIK secara perlahan. Dukungan pihak lembaga 
mahasiswa sangat baik terhadap penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) di FKIK karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan itu sendiri, dan 
untuk menjadi salah satu fakultas pelopor atau fakultas percontohan di UIN yang 
telah menerapkan kawasan yang bebas asap rokok di lingkungan fakultas.  
J. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini terletak pada : 
1. Waktu luang yang dimiliki oleh informan untuk bisa dilakukan 





kesulitan dalam mengambil waktu penyusunan hasil data wawancara. 
Peneliti seingkali menunggu informan beberapa hari untuk bisa 
menemuinya di kampus. 
2. Lamanya surat izin penelitian dari rektorat keluar yang membuat peneliti 
























KESIMPULAN DAN SARAN 
 
K. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka di dapatkan 
kesimpulan bahwa keberhasilan penerapan KTR dilihat dari indikator input, 
proses dan output pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN 
Alauddin Makassar sebagai berikut : 
1. Input : 
a) Ada kebijakan tertulis tentang kawasan tanpa rokok di FKIK 
b) Ada pengawas KTR 
c) Kurangnya media promosi tentang KTR 
2. Proses : 
a) Tidak terlaksananya sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok di FKIK 
b) Tidak ada komitmen dan tanggung jawab satgas KTR pada tugasnya 
3. Output : 
a) Lingkungan tempat  proses belajar mengajar masih terpapar asap rokok 
b) Mahasiswa, Staf/civitas akademika kampus yang tidak merokok tidak 
menegur mahasiswa, Staf/civitas akademika fakultas yang merokok di 
lingkungan KTR 
c) Tidak adanya denda atau sanksi bagi yang melanggar KTR 
Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penerapan Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) berikut 
berdasarkan 4 aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori 
Edward III yaitu : 
1. Komunikasi : Komunikasi masih belum terlaksana dengan baik antara 





menjadikan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK ini belum berjalan 
dengan maksimal dan masih ditemukan kendala pada aspek transmisi dan 
konsistensi.  
2. Sumber Daya : Secara umum sumber daya yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK belum memiliki 
sumber  daya  finansial dan sumber daya fasilitas  yang  mencukupi.  
3. Disposisi : Dalam  implementasi  kebijakan kawasan tanpa rokok di 
FKIK,  Implementor yaitu seluruh pimpinan setiap unit kerja di FKIK, 
belum mampu menunjukan karakter yang baik, dilain sisi sikap 
pelaksana tidak menunjukan sikap tegas dalam memberi sanksi terhadap 
kelompok sasaran yang melanggar.  
4. Struktur Birokrasi : Implementor kebijakan kawasan tanpa rokok di 
FKIK belum mempunyai SOP. Belum dibuat regulasi berupa SOP secara 
keseluruhan yang mengatur secara spesifik pembagian tugas pelaksanaan 
kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tidak terstruktur dan 
tidak berjalan dengan efektif.  
Berdasarkan penelitian tersebut untuk dukungan lembaga mahasiswa 
dalam membantu mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK 
bisa dikatakan sangat mendukung karena baik lembaga HMJ, HMD, DEMA dan 
SEMA FKIK mengatakan siap untuk membantu mensukseskan penerapan 








Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di FKIK, maka berikut beberapa 
saran dan rekomendasi untuk pihak pimpinan fakultas kedokteran dan ilmu 
kesehatan (FKIK). 
6. Meningkatkan komunikasi dari dimensi konsistensi, kejelasan informasi 
dan transmisi antar pelaksana kebijakan maupun implemetor dengan 
kelompok sasaran. 
7. Dalam opak fakultas perlu disampaikan kepada mahasiswa baru bahwa 
FKIK merupakan ruang publik yang harus dijaga kebersihan udaranya 
dari asap rokok. 
8. Perlunya monitoring dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok 
di FKIK 
9. Meningkatkan kesadaran perokok dengan lebih mengedepankan 
pendidikan karakter. 
10. Meningkatkan komitmen setiap jurusan dan membuat manual prosedure, 
SOP, dan Juknis agar implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di 
FKIK lebih bisa difokuskan oleh implementor. 
11. Perlu adanya sanksi yang jelas bagi yang melanggar, berlaku bagi 
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STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK 
(KTR) DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN (FKIK) 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 
Nama     : 
Jenis Kelamin  : 
Umur    : 
Jabatan    : 
Pendidikan Terakhir : 
Lokasi / Waktu  : 
 
Informan Kunci : Dekan / WD I / WD II / WD III 
1. KOMUNIKASI 
a. Apakah kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah diterapkan 
secara resmi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN 
Alauddin Makassar? 
b. Apakah di Fakultas ini telah dilakukan sosialisasi dari pihak pelaksana 
kebijakan Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
c. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan 
kepada pihak kampus/fakultas tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 










2. SUMBER DAYA 
a. Siapa saja yang menjadi sasaran/pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di Fakultas ini? 
b. Apakah pelaksana kebijakan mempunyai pedoman sebagai informasi 
untuk melakukan tugasnya? 
c. Apakah ada dana dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di 
FKIK ? Dari mana dananya ? 
d. Apa sajakah infrastruktur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdapat 
di Fakultas ini? Apakah tersedia tempat khusus untuk merokok? 
 
3. DISPOSISI 
a. Bagaimana tanggapan anda terhadap penerapan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di Fakultas ini? 
b. Apakah pernah ada pelanggaran yang terjadi selama penerapan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Fakultas ini? Siapa saja yang 
melanggar? 
c. Bagaimana tindakan anda terhadap pelanggaran tersebut? 
 
4. Struktur Birokrasi 
a. Apakah dilakukan pembentukan komite atau kelompok kerja 
penyusunan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
b. Apa saja yang menjadi tugas dari komite atau kelompok kerja 
tersebut? 
c. Bagaimana kinerja dari komite atau kelompok kerja tersebut? 
d. Apakah komite atau kelompok kerja tersebut membentuk pengawas 
penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
e. Siapakah sajakah yang menjadi pengawas penerapan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR)? 
f. Apakah dilakukan pelatihan bagi pengawas Kawasan Tanpa Rokok 






Informan Khusus : Mahasiswa(i)  
A. KOMUNIKASI 
1. Apakah anda mengetahui peraturan dekan yang membahas tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fakultas ini? 
2. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) di fakultas ini? 
3. Apa itu Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
4. Apakah tujuan dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
5. Apakah manfaat dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
6. Di mana sajakah tempat-tempat yang ditetapkan menjadi KTR di 
fakultas ini? 
 
B. SUMBER DAYA 
1. Apakah di fakultas ini telah tersedia tempat khusus untuk merokok? 
2. Bagaimana penggunaan tempat tersebut? 
3. Apa sajakah infrastruktur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdapat 
di fakultas ini? 
 
C. DISPOSISI 
1. Bagaimana tanggapan anda terhadap penetapan kawasan tanpa rokok 





2. Apakah anda pernah melihat warga fakultas melakukan pelanggaran 
dalam penerapan kawasan tanpa rokok? Seperti, merokok tidak pada 
tempat yang disediakan. 
3. Apakah di fakultas ini telah diterapkan sanksi terhadap pelanggaran 
penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
 
D. Struktur Birokrasi 
1. Apakah anda mengetahui di FKIK terdapat pengawas 
penerapan KTR ? 
 
Informan Kunci : Civitas Akademika FKIK (Dosen dan Staf 
Akademik), Penjaga Kampus/satpam 
A. Komunikasi 
1. Apakah anda mengetahui peraturan dekan yang membahas tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fakultas ini? 
2. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) di fakultas ini? 
3. Apa itu Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
4. Apakah tujuan dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
5. Apakah manfaat dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
6. Di mana sajakah tempat-tempat apa saja yang ditetapkan menjadi KTR 






B. Sumber Daya 
1. Siapa saja yang menjadi sasaran/pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di fakultas ini? 
2. Apakah pelaksana kebijakan mempunyai pedoman sebagai informasi 
untuk melakukan tugasnya? 
 
C. Disposisi 
1. Bagaimana tanggapan anda terhadap penetapan kawasan tanpa rokok 
di fakultas ini? 
2. Apakah anda pernah melihat warga fakultas melakukan pelanggaran 
dalam penerapan kawasan tanpa rokok? Seperti, merokok tidak pada 
tempat yang disediakan. 
3. Apakah di fakultas ini telah diterapkan sanksi terhadap pelanggaran 
penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? 
 
D. Struktur Birokrasi 
1. Apakah telah dibentuk pengawas penerapan Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) di fakultas ini? 
2. Siapa sajakah yang menjadi pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
tersebut? 
3. Apakah telah dilakukan pelatihan bagi pengawas Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di fakultas ini? 





Informan Khusus : Organisasi / Komunitas Mahasiswa di FKIK 
1. Apakah anda mengetahui peraturan Dekan tentang penerapan Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR) di FKIK ? 
2. Apakah di FKIK terdapat ruangan khusus untuk merokok ? 
3. Bagaimana tanggapan anda sebagai pihak organisasi mahasiswa 
(HMJ/Sema/Dema) tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
di FKIK ? 
4. Sejauh mana dukungan anda sebagai pihak organisasi mahasiswa 
(HMJ/Sema/Dema) terhadap implementasi Kebijakan Dekan Tentang 




















STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) 
DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN (FKIK) 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 
Hari/Tanggal : Rabu/9 Agustus 2017 
Lokasi Penelitian : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)                                                  
UIN Alauddin Makassar 
No Item Pengamatan Hasil Check List Keterangan 
Ada Tidak 
1. Dokumen SK kawasan 
tanpa rokok di FKIK 
- √ SK sudah ada 
namun untuk 
dokumen SK 
tentang KTR di 
FKIK tidak ada 
2. Media Promosi tentang 
KTR atau larangan 
merokok 
√ - Media promosi 
tentang KTR ada 
tapi masih belum 
banyak 
3. Sosialisasi tentang bahaya 
rokok dan penerapan KTR 
di FKIK 




4. Ruangan khusus untuk 
merokok 
- √ Tidak ada 
ruangan khusus 
untuk perokok 
5. Komite pengawas 
penerapan kawasan tanpa 
rokok di FKIK 
√ - Telah dibentuk 
komite pengawas 
KTR (Satgas)  
6. Dana penerapan KTR - √ Tidak ada dana 
dalam penerapan 
KTR di FKIK 
7. Masih ada yang merokok 
di lingkungan FKIK 
√ - Masih ditemukan 
ada orang yang 
merokok di 
lingkungan FKIK 
8. Sanksi untuk pelanggar 
kebijakan 
- √ Tidak ada sanksi 
maupun hukuman 








MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN 
STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN 
ILMU KESEHATAN (FKIK) UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 
VARIABEL : KOMUNIKASI 
No. Informasi Kode 
Informan 












"Kawasan Tanpa Rokok itu 
sudah lama sebelum saya jadi 
Dekan, sejak dekan pertama 
disini sudah ada. Ada SK 
Dekan yang dulu, bukan dari 
saya itu SK Dekan yang lama 
sebenanrya, Prof. Rusli 
Ngatimin kalo saya nggak 
salah itu yang buat SK. Jadi 
itu sudah ada, SK Kawasan 
Tanpa Rokok, bukan SK 





Rokok (KTR) di 
FKIK sudah ada 
sejak kepemimpinan 
Dekan lama, namun 
untuk sekarang SK 
dari Dekan baru 
belum di Review 






Rokok di FKIK 
























  WD II 
 
“Saya sebenarnya tidak 
pernah liat SK nya tapi, 
kayaknya sudah resmi karena 
bisa diliat dari dokumen toh 
atau Surat Keputusan yang 
ditanda tangani oleh dekan. 
Berarti sudah resmi.” 
 
 
Rokok (KTR) di 
FKIK sudah Resmi 
diterapkan dan 
hampir semua civitas 
akademika yang ada 









“Iya sudah lama itu ada 
kebijakan seperti itu, 











"iya, sudah lama itu ada 





Iya sudah resmi, karena ini 
juga kebijakan dari 





“Kalau peraturan maupun 
kebijakan Dekan tentang 





Rokok (KTR) di FKIK 
memang kami sudah tahu 
adanya aturan tersebu” 
  AIM 
 
“Untuk saat ini memang 
sudah diterapkan, peraturan 
memang ada dan Dekan 
memang sudah mengatakan 
bahwa FKIK ini sendiri 
termasuk dalam kategori 
Kawasan Tanpa Rokok” 
 
   
Kw “Mengenai kebijakan KTR itu 
sebenarnya belum jelas, tapi 
mengenai peraturan Dekan 
mengenai bahaya asap rokok  
itu sudah kami ketahui sejak 
tahun kemarin waktu baru 
masuk” 
 
  MS “Kalau di fakultas itu belum 
didengar kebijakn atau 
peraturan tentang kawasan 
tanpa rokok hanya saja 
kemarin itu dari fakultas lain 
yang sosialisasikan bahwa 
difakultasnya ada kebijakan 
seperti itu, dan kita disini 
belum” 





  Aw “Iya tentang KTR itu di 
kesehatan ada, karena saya 
pernah melihat itu ada 
spanduk larangan merokok di 
skitar fakultas kyaknya” 
 
   
  MFH “Kalo mengetahui saya tahu 
itu ada kebijakan Dekan dari 
itu yang ta’ tempel-tempel di 
dinding-dinding fakultas 
bahwa dilarang merokok di 
area ini” 
   
  RRS iya. Menurut pengamatan 
saya tentang Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) itu di fakultas 
ini sudah jelas ya, saat mulai 
kita masuk di FKIK ada 
tulisan dilarang merokok, itu 
kan peringatan atau 
peraturan yang dibuat oleh 
Dekan tentang KTR” 
 
   
  KA “kawasan tanpa rokok ya, 
kayaknya ada tapi saya lupa 
dimana saya pernah 
melihatnya itu” 
 





  ML ““iya kami tau itu ada 
peraturan KTR di fakultas” 
   
  AA “Iya saya tau itu ada 
peraturan larangan 
merokok” 
   
  S “Iya ada kayaknya itu 
dikesehatan larangan 
merokok karena teman-teman 
biasa kalau merokoka pasti 
nalaranga trus natanyaka 
bilang ada itu larangan 
merokok di fakultas” 
   
  MS “Iye ada kebijakan KTR di 
fakultas itu” 
   
  F “Iya ada larangan merokok, 
KTR di namanya” 








“Sudah lama dilakukan, 
sudah ada Duta Anti Rokok 
berarti sudah ada sosialisasi. 
Sudah ada pernah dipasang 
spanduk daerah bebas asap 
rokok  atau kawasan tanpa 
rokok, tapi efektifitas 
sosialisasi itu masih belum 
maksimal” 
Sosialisasi tentang 
penerapan  Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR) 
di FKIK sudah 
dilakukan baik itu 




tersebut tidak efisien 




KTR di fakultas 
sudah dilakukan 
namun tidak 










WD II “Selama saya jadi Wadek itu 










“Iya sudah ada pernah 
sosialisasi maupun arahan 
dari pimpinan dan semua 
pegawai maupun karyawan 
juga sudah tau itu kebijakan” 
di kalangan 
mahasiswa 




“Oiya, sosialisasi sudah lama 
kita lakukan sosialisasi. 
Kalau saya tidak salah itu 
sudah ada 2 tahun kami 
melakukan sosialisasi tentang 
kawasan bebas rokok di 
fakultas ilmu kesehatan” 
 




“Belum secara konsisten, 
karena seharusnya ini harus 
ada yang kawal. Karena 
lahirnya sebuah kebijakan itu 
biasanya direspon sesaat 
karena kebetulan ini di FKIK 
maka secara alamiah 
memang menjadi keharusan 
bahwa tidak ada perilaku 
merokok di fakultas” 
 
 Satgas KTR “Waktu itu sudah 
disosialisasikan kepada 
pegawai. Ini sebenarnya 





masuk dalam rapat senat 
waktu itu ketika bu’ Fatma 
yang jadi sekretaris senat dan 
itu melibatkan kasubag dan 
ketua-ketua prodi. Jadi 
seharusnya tidak ada alasan 
untuk tidak mengetahui 
kebijakan tersebut karena 
sudah memang diterapkan” 
 DR “Kami Mahasiswa selaku 
Duta Anti Rokok sebenarnya 
sudah pernah melakukan 
sosisalisasi, dan juga sudah 
pernah melakukan teguran 
terhadap beberapa pegawai 
dan mahasiswa yang masih 
merokok dikawasan gedung 
FKIK..” 
  AIM “Sosialisasi ada dari pihak 
pimpinan fakultas dan 
kemudian kami dari lembaga 
mahasiswa DEMA kemarin 
itu sempat mensosialisasikan 
walaupun tidak intensif 
seperti spanduk ataupun 
tempelan-tempelan di tiap-
tiap sudut ruangan itu ada 
terkait kawasan tanpa rokok” 






  MS “Dukungan yang paling real 
yang pernah kami lakukan itu 
adalah melaksanakan 
penyampaian-penyampaian 
penyuluhan tentang bahaya 
merokok termasuk itu kami 
juga bukan saja di rana 
mahasiswa tapi juga sampai 
diluar menjadi program kami 
terkait bahaya rokok dan 
kebijakan KTR ini” 
 
   
  Kw “iya kami sama sekali belum 
pernah mendapatkan 
sosialisai kebijakan itu baik 
dari pihak akademik maupun 
pimpinan fakultas” 
   
  Aw “Selama ini baru itu 
peringatan-peringatan kayak 
spanduk yang terpampang 
atau baliho, untuk sosialisasi 
langsung seperti tatap muka 
tidak pernah” 
 
   
  MFH “Kalo saya pribadi ia 
belumpa pernah dapati 
sosialisasinya, tidak taumi 





kalo teman-teman jurusan 
lain pernah dapati” 
  RRS “Kalo sosialisasi sih saya 
belum pernah dapat, cuman 
yang tertempel-tempelji yang 
sering saya liat” 
   
  KA “tidak, saya tidak pernah 
dapat sosialisai sperti itu” 
   
  ML ““selama ini say belum 
pernah mendapat tentang 
sosialisasi kebijakan itu” 
 
   
  S “Belum pernah dapat 
sosialisasi” 
 
   
  AA “Kalau di dalam fakultas sih 
belum pernah tapi kalu di 
luar kampus itu saya pernah 
dapat sosialisasi kawasan 
tanpa rokok oleh mahasiswa-
mahasiswa kampus lain” 
   
  MS “Tidak ada sosialisasi ini 
pernah saya dapat” 
   







“Iya sudah beberapa kali 
dipasang spanduk seperti itu 










KTR tapi tidak 











WD II “Ada. Jadi tahun lalu itu kita 
sudah pasang dibeberapa 
spot tentang kawasan bebas 
asap rokok terutama itu di 
titik-titik yang sering kita 
dapati orang yang merokok 
itu di area lantai 2 ujung 




tempat di FKIK 
namun tidak merata, 
hanya terpasang di 
lantai dasar dan 2 
saja, untuk lantai 3 
dan 4 tidak ada, kata 
salah satu responden.  
sebagai KTR sebagai KTR  
Kasubag  “iya ada itu spanduk dengan 




“Media promosi saya kira 
ada itu spanduk dilarang 
merokok, meskipun tidak 
banyk tulisan-tulisan seperti 
itu tapi saya kira cukup jelas 
itu” 
Satgas KTR “Media promosi dulu itu saya 
masih ingat pernah ada 
lifleat atau semacam panflet 
ya karena saya termasuk 
orang yang ikut menempel-
nempel panflet waktu itu” 







mahasiswa bahwa dilarang 
merokok ditempat-tempat 
tertentu” 
Aw “iya ada kayaknya itu baliho 
larangan merokok di tembok 
fakultas tertempel” 







““kalau pendukung itu ya 
mungkin ada kayak stiker-
stiker yang ta’tempel di 
fakultas, depan jurusan,  ada 
juga mungkin itu menanam-
nanam pohon seperti itu” 
 
   
  RRS “ya seperti saya bilang tadi 
itu kalo tulisan-tulisan 
dilarang merokok itu sudah 
banyak mulai dari loby, 
lantai dua akademik dan 
tertempel disetiap pintu 
ruang jurusan dan setiap lab 
yang ada di FKIK” 
   
  KA “iye kalo media tentang KTR  
ada kuliat spanduk dilarang 
merokok, itu ji kapang”  
   
  ML “ada itu spanduk larangan 
merokok di tembok fakultas, 
itu kayaknya” 





  AA “Kalau di fakultas itu saya 
tau ada laragan merokok dari 
beberapa fanflet-fanflet atau 
spanduk yang tertempel 
didinding fakultas” 
   






“bicara tentang manfaat, kita 
sebagai mahasiswa dengan 
basic kesehatan sudah jelas 
tau apa dampaknya jika kita 
terpapar asap rokok,baik 
perokok  langsung maupun 
yang tidak itu sama-sama 
berbahaya, itu yang 
dihindari”  “.. agar seluruh 
civitas akademika kesehatan 
itu bisa beraktivitas tanpa  
adanya asap rokok, dan 
diharapkan dari penerapan 
KTR di FKIK bisa menjadi 
contoh untuk  fakultas lain  di 
UIN yang bebas dari asap 
rokok”  
Manfaat penerapan 
KTR di FKIK adalah 
menghindari semua 
dampak buruk yang 
di akibatkan oleh 





dan untuk tujuan 
adalah menjadi 
fakultas percontohan 
di UIN yang telah 
menerapkan fakultas 
atau kawasan yang 




























WD II “Manfaatnya banyak sekali, 
selain bisa mengurangi 
pencemaran udara, tanpa 
asap rokok juga bisa 
membuat suasana lingkungan 





ASRI apalagi sekarang itu 
sudah banyak tanaman-
tanaman hias seperti bunga-
bunga  disetiap titik di 
fakultas.. “dengan 
diterapkannya KTR di FKIK 
diharapkan itu bisa 
mengurangi sedikit jumlah 
perokok meskipun tidak 
secara signifikan bisa 
memberhentikannya 
setidaknya bisa mengurangi 
jumlah rokok yang dihisap 
khususnya itu mahasiswa 
FKIK,  juga bisa fakultas kita 






”Kalau bicara manfaat itu 
saya rasa itu banyak skali 
manfaatnya. Selain untuk 
mengurangi jumlah perokok 
di fakultas ini juga untuk 
menjadi contoh bagi fakultas 
selain kesehatan bahwa kita 
di FKIK itu sudah 
menerapkan Kawasan tanpa 
Rokok sekiranya fakultas lain 










“banyak sekali manfaatnya 
itu kalo kita mau kaji tentang 
rokok, tidak akan habis kita 
bahas kandungan-kandungan 
berbahaya, racun yang 
terdapat dalam sebatang 
rokok itu..” 
  
  Satgas KTR “Kawasan tanpa rokok itu 
diteken oleh Prof Kadir 
Gassing, sudah pernah beliau 
mengemukakan itu dan sudah 
resmi, saya ingat itu sudah 
resmi. Dan dari situ kita 
followup untuk di fakultas 
karna fakultas lain tidak ada 
respon maka waktu itu 
fakultas ilmu kesehatan 
mencoba menerapkannya 
dengan harapan fakultas lain 
akan mencontoh dari 
penerapan KTR ini dari 
fakultas kesehatan” 
  Aw “Menurut sepengetahuan 
saya selama ini kawasan 
tanpa rokok itu kan bertujuan 
untuk menghindarkan kita 





rokok, jadi otomatis jika 
diterapkan di fakultas ini 
maka akan menghindarkan 
mahasiswa yang ada di 
fakultas ini dari bahaya asap 
rokok” 
“bicara manfaatnya sih 
banyak sekali, selain 
menghindarkan fakultas kita 
dari asap rokok juga bisa 
menimbulkan suasana yang 
asri di fakultas, memberikan 
lingkungan yang sejuk dan 
bebas asap rokok, karena kan 
kebanyakan penghuni 
fakultas kita adalah 
perempuan dan kebanyakan 
perempuan itu adalah 
perokok pasif  jadi kasian 
mereka kalo tidak merokokji 
tapi kennaki juga asap 
rokok” 
 
MFH “Kan saya tidak dapat 
sosialisai, jadi sebenarnya 
manfaat dan tujuan pastinya 






melaksanakan kawasan tanpa 
rokok iyu untuk menjaga 
lingkungan dari asap rokok” 
  RRS “Seperti yang kita ketahui 
bahwa kawasan tanpa rokok 
itu adalah suatu kawasan 
yang dimana kita tidak boleh 
merokok atau menggunakan 
rokok pada ruangan-ruangan 
tertentu. Dan tujuan dari 
pelaksanaan KTR ini ya 
selain untuk menghindarkan 
diri kita dari penyakit-
penyakit yang di akibatkan 
oleh rokok, kita juga bisa 
meminimalisir orang-orang 
yang merokok secara pasif 
karena seperti kita ketahui 
bahwa perokok pasif itu lebih 
berbahaya daripada perokok 
aktif” 
 
   
  KA “iya kawasan tanpa rokok 
kan itu kita berada di fakultas 
kesehatan, jadi harusnya 
memang sadar diri begitu e 
tetntang tidak boleh merokok 
di kawasan ini” 





  ML “kalau tujuannya mungkin 
karena kita mahasiswa 
kesehatan jadi kita mau 
dihindarkan dari bahaya 
asap rokok sehingga udara di 
lingkungan FKIK bisa jadi 
segar. Dan untuk manfaatnya 
itu banyak skali salah 
satunya supaya kita FKIK 
jadi fakultas contoh untuk 
fakultas lain di UIN yang 
punya KTR” 
 
   
5. Tempat – 
tempat yang 
menjadi area 
KTR di FKIK 
Dekan 
FKIK 
“.. ya semua area yang 
terdapat di gedung FKIK ini 
yang menjadi area KTR” 
Untuk tempat-tempat 
yang menjadi area 













WD II “kalau area KTR itu kayak di 
dalam ruangan kelas, 
plataran fakultas, loby, saya 
rasa lingkungan FKIK itu 
mencakup semua area KTR” 
  Kasubag “Kalau tempat yang 
dijadikan KTR itu kan sudah 
jelas, ya di gedung ini berarti 
semua tempat. Baik itu di 
loby fakultas, teras fakultas, 
mushallah apalagi ruangan 





sudah jelas merupak tempat 
yang dijadikan Kawasan 
Tanpa Rokok” 




“Dikawasan fakultas ilmu 
kesehatan ini memang satu 
area itu diharapkan bebas 
dari asap rokok, memang 
diharapkan seperti itu. Tetapi 
secara empirit kita bisa lihat 
ada orang yang sembunyi-
sembunyi merokok, tidak bisa 
kita pungkiri. Orang-orang 
demikian itu saya katakan 
bahwa orang-orang yang 
kurang paham tentang apa 
kegunaan dan apa kerugian 
dari rokok” 
 
   
  Satgas KTR “Jadi tempatnya itu termasuk 
di lantai atas, tempat 
pelayanan fotocopy, itu 
nggak boleh pokoknya 
sepanjang itu masuk dalam 
wilayah FKIK itu tidak boleh. 
Bahkan telah disampaikan 
dulu itu bahwa tamu dari luar 
pun ketika dia masuk 
kedalam FKIK dia wajib 





hukummnya untuk tidak 
merokok, nah saya ingat isi 
naskah itu” 
  Aw “menurut saya ada memang 
beberapa tempat-tempat yang 
menjadi kawasan tanpa rokok 
diantaranya seperti di loby, 
pelataran-pelataran tapi itu 
hanya berlangsung di lantai 
dasar dan lntai 2 saja, tidak 
sampaiki di lantai 3 dan 4 
tidak ada saya liat jadi bisai 
itu kemungkinan ditempati 
merokok yang lantai ataska” 
   
  MFH “kalo tempat-tempat KTR itu 
mungkin di dalam ruangan 
atau di seluruh gedung 
fakultas ini” 
 
   
  RRS “untuk secara pastinya ya 
yang jelas itu di dalam area 
fakultas ini dilarang keras 
merokok baik itu didalam 
gedung, ruang jurusan 
terkhusus lab dan ruangan 
kelas” 
   
  KA “iya ada di beberapa titik 
tapi mungkin memang secara 





keseluruhan di kesehatan itu 
adalah kawasan tanpa 
rokok” 
 
  ML ““jadi kalu tempat sebagai 
area KTR itu adalah area 
fakultas, area online, loby, 
prodi, perpus dan kelas-
kelas” 
   
  HH “Kalopun itu aturan 
larangan merokok ada di 
fakultas, pastinya semua area 
fakultas itu termasuk KTR, 
tapi tidak efektif itu” 
 












VARIABEL : SUMBER DAYA 
No. Informasi Kode Informan Content Analysis Reduksi Inti Sari Interpretasi/Makna 




KTR di FKIK 




tamu yang datang dari 
luar” 
Yang menjadi sasaran 
dan pelaksana 
penerapan KTR di 
FKIK adalah seluruh 
civitas akademika 
yang ada di fakultas 
baik tamu maupun 
orang dari luar 

















WD II “Semua civitas 
akademik fakultas baik 
itu mahasiswa, pegawai 
bahkan tamu kalo dia 
masuk kefakultas kalo 
dia perokok, mohon 
maaf tidak boleh 




“ Sebenarnya sasaran 
utama pelarangan 
merokok kan untuk 
kesehatan,karena kita 
fakultas kedokteran dan 
ilmu kesehatan 
selayaknya kan kahur 
memberi contoh 





Pelaksananya itu adalah 
dosen dan karyawan itu 
diharapkan untuk bisa 
memberikan contoh 
bagaimana seharusnya 
cara hidup yang sehat 
itu seperti apa dan 
supaya bisa menjadi 
contoh untuk fakultas 
yang non kesehatan 




“Jadi pelaksana itu kita 
semua ini, kemudian 
sasarannya itu para 
mahasiswa. Jadi kalau 
kita sudah memiliki 
sikap dan perilaku sama 
artinya cara pandang 
kita sudah sama maka 
Inshaallah tidak akan 
sulit kita akan mampu 
merubah pemahaman, 
sikap dan perilaku 
mahasiswa supaya 
sesuai dengan cara 
pandang kita, kan begitu 







  Satgas KTR “Jadi saya mengikuti 
SATGAS Anti Rokok ini 
sejak Dekan terpilih 
waktu itu adalah Dr. 
Rasyidin Abdullah, saat 
itu masih empat prodi. 
Pada masa beliau waktu 
rapat, jadi tiap-tiap 
perwakilan dari prodi 
itu di kumpulkan, dulu 
saya masih menjabat 
sebagai kepala lab ya 
dan seingat saya itu 
dulu ada pak Hasbi 
Ibrahim, ibu Firda, ada 
dari Farmasi juga itu. 
Nah, lalu kemudian itu 
dirapatkan 
pembentukan Satgas 
Anti Rokok, sudah ada 
pedoman dan itu 
sebenarnya sudah 
masuk kedalam Senat.  
   
  Satgas KTR “Sasarannya karena 
waktu itu kita mau 
berlakukan ke pegawai 





maka semua prodi di 
libatkan, akademik, 
kasubag, KTU pokoknya 
semua pegawai itu 
dilibatkan supaya betul-
betul memang bukan 
hanya dosen dan 
mahasiswa yang ikut 










Dekan FKIK “Sudah ada dibuat 
pedoman resminya, tapi 
semua itu sangat sulit 
diterapkan karena yang 
pertama tidak ada 
aturan hukumnya, jadi 
susah untuk diterapkan. 
Yang kedua itu, 
merupakan ketagihan 
atau ketergantungan 
dengan rokok. Kita mau 
larang, tidak ada dasar 
hukumya, apa undang-
undangnya. Jadi, 
imbauan dan kesadaran 
saja” 
Menurut Dekan FKIK 
untuk pedoman resmi 
penerapan KTR sudah 





























penerapan KTR di 
FKIK 





kalo pedoman atau apa 
itu tidak ada” 
Kasubag “sejauh pengetahuan 
saya itu pedoman 
mereka itukan dari ilmu 
pengetahuan yang 
mereka peroleh, karena 
kan lingkungan kita 
fakultas kedokteran dan 
ilmu kesehatan banyak 
tenaga kesehatan, disitu 
pedomannya kan” 
 
Ketua Jurusan “Tidak adaji 
pedomannya. Artinya 




ilmu kesehatan ini 
adalah suatu area yang 




  DN Satgas KTR “Sudah ada 
pedomannya,.. 
 





  Ketua Jurusan 
Kesmas 
“Pedomannya ini tidak 
seperti pedoman ya tapi 
lebih kepada aturan 
tentang bagaimana pola 
kebijakan ini cuman ya 
itu belum berjalan 
secara terus menerus” 
 
   
3. Dana 
pelaksanaan 
KTR di FKIK 
Dekan FKIK “Tidak boleh ada dana 
untuk kebijakan seperti 
itu, itu peraturan dari 
APBD”” 
Tidak ada dana untuk 




KTR tidak ada 
Tidak ada dana 
untuk penerapan 
KTR 
WD II “Untuk dana itu tidak 
ada” 
  Satgas KTR “Jadi terkait sumber 
pembiayaan itu, kita 
mengharapkan bahwa 
nanti itu ada dendanya 
dan dendanya itu yang 
di stor ke kasubag 
umum, begitu dulu 
kesepakatannya” 
 





Dekan FKIK “Jadi kita tetapkan 
daerah atau area tempat 
untuk merokok itu di 
















pojok fakultas, dan 
untuk area kawasan 
tanpa rokok itu seperti 
diruang kelas, di trotoar 
atau loby fakultas” 
fakultas, namun jika 
untuk tempat khusus 
merokok biasanya 
diarahkan ke gazebo 
atau kantin dibelakang 
fakultas WD II “Untuk infrastruktur 
sebenarnya itu kalo 
ditempat lain kan 
seharusnya itu 
disiapkan area khusus 
untuk orang merokok. 
Tapi karena tidak 
menjadi prioritas 
program kegiatan itu 
jadi kita tidak bisa 
anggarkan. Kecuali itu 
tadi untuk spanduk atau 






kayaknya seperti tempat 
khusus merokok tidak 
disediakan, yang ada itu 
hanya panplet atau 
spanduk kasan tanpa 
rokok saja” 
  Aw “kalau saya liat selama 
ini belum ada sih” 






  MFH “..karena yang saya tau 
kan kita dilarang untuk 
merokok jadi ya tidak 
disediakanki tempat 
untuk merokok 
hanyakan mungkin kalo 
dilarang merokok 
palingan di arahkanki 
diluar ruangan kayak 
daerah terbuka” 
 
   
  RRS “tidak ada infrastruktur 
kayak ruangan untuk 
merokok, cuman ya 
seperti saya bilang tadi 
itu kalo tulisan-tulisan 
dilarang merokok itu 
sudah banyak mulai 
dari loby, lantai dua 
akademik dan tertempel 
disetiap pintu ruang 
jurusan dan setiap lab 
yang ada di FKIK” 
 
   
  KA “Tidak ada kayaknya 
deh” 





  ML “klo infrastruktur 
kayaknya tidak adaji 
selain poster atau 
spanduk KTR” 
   
  Kabag Umum “Kalau gazebo itu jauh 
dari fakultas, siapa yang 
mau kesana na hanya 
untuk merokok” 
 
   
  Satgas KTR “Untuk infrastruktur 
belum ada tapi 
diharapkan itu kalo 
memang dia mau 
merokok ya karena itu 
aturannya sudah jelas 
ada pedomannya itu 
tidak boleh didalam 
lingkungan Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan” 
 
   
  Kasubag Adm. 
Umum 
“Kalo infrastruktur atau 
tempat merokok itu 
tidak ada. Dimana coba 
mau dibikinkan 
ruangan.  
Na bagaimana mau 
ditegur na kalau bukanji 





jam kerja na merokok, 
diluar ruangan ji juga 
kebiasaan merokok itu 
susah dek dihilangkan” 
  AA “Kalau di fakultas ini 
belum ada kayaknya itu 
tempat khusus merokok, 
makanya sembarangji 
ditempati merokok toh” 
 
   
  F “Tidak adaji kapang 
tempat-tempat seperti 
itu jadi bebas ji saya 
rasa haha” 
   
  Ketua Jurusan 
Kesmas 
“Tidak ada” 












VARIABEL : DISPOSISI 





Dekan FKIK “...artinya sudah 
berjalan ini kebijakan 


































FKIK dan sejauh 
ini sudah 
berjalan namun 
belum efektif  
Penerapan kebijakan 
KTR di FKIK sudah 
berjalan namun 
belum efektif 
WD II “Kalo saya liat itu 
komitmen satgas itu baik 
meskipun tidak semuanya 
ya, jadi sudah jalan ini 
program tapi hanya 
satgas tertentu saja yang 
menegur. Kemudian 
kesadaran mahasiswa. 
Tapi sudah menurun 
perokok dibandingkan 
dulu itu sering kita 
jumpai di skitar fakultas 
ada yang merokok, 
apalagi pegawai dulu itu 
banyak skali yang 
merokok tapi skrang sya 
tidak tau mungkin dia 
tidak berhenti tapi dia 
sudah tidak merokok 





cuman satu atau dua 
orang saja, yang lain itu 
biasanya kewarkop atau 













Tanpa Rokok itu, 
namanya juga anak 
kesehatan toh. Dan 
sejauh ini saya rasa 
belum terlalu efektif 
karena meski saya belum 
dapati secara langsung, 
pasti msih ada yang tetap 





berjalan hampir dua 
tahun lebih, sampai 
dibuatkan regulasi 
tentang larangan untuk 
merokok ya dibeberapa 
titik tempat itu. Tetapi 






waktu ada orang yang 
merokok disudut-sudut 
fakultas itu iya kan. Nah 
saya katakan seperti tadi 
bahwa orang-orang itu 
kemungkinan dia sudah 
ketergantungan karena 
begini, rokok itu adalah 
zat adiktif. Zat adiktif itu 
adalah suatu zat yang 
dapat menyebabkan 
ketergantungan, 
amkanya itu jangan 
coba-coba untuk 
mengkonsumsi atau 
menghisap rokok karena 
kalo sudah masuk kerana 
ketergantungan maka 
sulit lepasnya” 
DR “Terkait penerapannya 
di FKIK menurut saya itu 
belum terlaksana dengan 
baik atau efektif, karena 
masih banyak terdapat 
pegawai dan mahasiswa 






merokok di sekitar 
fakultas khususnya 
didalam ruangan atau 
gedung pekuliahan itu 
sendiri” 
 
AIM “Kami sangat 
mendukung penerapan 
ini karena apalagi kita 
kan secara simbolis ini 
berada pada lingkungan 
kesehatan, ketika kita 
sendiri saja yang ada di 
lingkungan kesehatan ini 
tidak memberikan contoh 
kepada yang lain maka 
apa kata orang bahwa 
FKIK saja yang 
kesehatan ini 
memberikan contoh yang 
tidak baik tentang rokok 
itu sendiri. Jadi kami 
dari DEMA secara garis 
besar ini kami jarang 
skaliji liat mahasiswa 







MS “Kita sangat mendukung 
penerapan kebijakan itu 
karena yang pertama 
kita ingin belajar dan 
punya kenyamanan di 
kampus karena otomatis 
asap rokok yang yang 
didaptkan dari perokok 
itu bisa sangat 
mengganggu skali 
kesehatan bagi si 
perokok pasif apalagi 
kita dari kesehatan, jadi 
kami sangat mendukung 
penerapan KTR ini” 
 
Kw “penerapan ktr ini 
sangat mendukung bagi 
kita mahasiswa 
kesehatan, karena 
memang kan tujuannya 
untuk menghindarkan 
kita dari berbagai 
macam penyakit akibat 
merokok itu sendiri”  
 
   
  Aw “Tanggapan saya sih 
semoga tidak hanya 





menjadi slogan saja, 
selanjutnya bisa mungkin 
diterapkan untuk 
kedepannya dan semoga 
nantinya kawasan tanpa 
rokok di fakultas kita ini 
bisa diterapkan sehingga 
mewujudkan suasana 
asri dan nyaman gitu” 
 
  MFH “menurut saya itu 
karena sosialisasinya 
tidak merata, tujuannya 
juga belum ditau toh oleh 
semua instrumen di 
fakultas jadi sangat 
susah untuk 
dilaksanakan kalopun 
kita semua tau toh 
dampak merokok itu 
seperti apa tapi kalo 
tidak dijelaskan sama 
sipembuat kebijakan itu 
apa tujuannya ya tidak 
akan terlaksanai 
kawasan tanpa rokok 
itu” 
 





  RRS “kalo menurut saya sih 
penerapannya lumayan 
baik, karena sejauh ini 
secara pengamatan saya 
mahasiswa-mahasiswa 
sudah jarang ada yang 
merokok di gedung ini”  
 
   
  KA “kita ini kan mahasiswa 
yang notabenenya anak 
kesehatan, jadi mestinya 
itu sadarki memang tidak 
boleh ada asap rokok 
disini tapi spatau ada 
orang dari luar harusnya 
banyak papan-papan 
informasi yang terkait ini 
ktr nantika tidak natauki 
tawwa” 
   
  ML “kebijakan KTR ini 
memang sudah 
seharusnya diterapkan di 
FKIK apalagi kan kita 
anak kesehatan, kan 
tidak bagus kelihatan 
kalo kita misalkan 
memberikan contoh yang 
tidak baik di masyarakat 






bgitue, saya ka tidak 
merokok ja ia tpi yang 
laki-laki perokok itu 
kayak anak keperawatan. 
Jadi bagus ini diterapakn 
memang di FKIK”  
  Ketua Jurusan 
Kesmas 
“Sangat setuju dengan 
diterapkannya KTR 
Cuma segala hal yang 
bersifat mengajak tidak 
hanya dilaksanakan 
dalam bentuk membuat 
kebijakan dengan sanksi, 
belum ada mekanisme 
pendamping dan 
penyadaran bahwa 
pentingnya KTR ini 
dilaksanakan di 
Perguruan tinggi. Jadi 
itu semua memang butuh 
proses tidak instan. 
Kebijakan KTR ini tidak 
akan sukses jika hanya 
kebijakan, aturan atau 
satgas tapi perlu ada 
memang upaya-upaya 






apaka itu program yang 
akan memicu seseorang 
untuk tidak merokok lagi. 
  Satgas KTR “Saya kira itu sudah 
menjadi kewajiban kita 
sebagai orang yang tau 
dampak yang 
ditimbulkan rokok, 
sebagai orang yang 
memikirkan hak orang 
lain untuk bisa 
menghirup udara bersih 
itu kita harus berani 
bicara dong bilang 
jangan merokok disini, 
jangan begini begitu.. 




“Saya setuju dengan 
kebijakan ini diterapkan, 
kenapa ? karena kita tau 
sendiri kan efek rokok 
bagi kesehatan dan 
meskipun kita tau rokok 
itu memberikan efek 





kesenangan bagi orang 
tertentu tapi itu juga 
merugikan untuk orang 
yang lain. Persoalannya 
adalah justru pegawai 
kebanyakan merokok 
termasuk mahasiswa 
kemudian banyak yang 
ikut-ikutan seperti itu. 
2. Adanya 
pelanggaran 
yang terjadi di 
FKIK  
Dekan FKIK “..selama ini saya belum 
pernah dapati secara 
langsung yang merokok 











merokok di area 
fakultas 




merokok di area 
fakultas 
Masih banyak yang 
merokok di area 
fakultas 
WD II “ohh pernah, pernah 
menegur juga. Termasuk 
sebenarnya saya yang 
tidak konsisten menegur 
karena saya hanya 
menegur sekali, dua kali 
itu perokok” 
 
Kasubag “Ada beberapa, artinya 
masih perluh 
ditingkatkan kesadaran. 
Karena mereka yang 
merokok itu sebenarnya 





merokok di gedung ini 
tapi kesadaran mereka 
itu masih perluh 
ditingkatkan” 
 





merokok di fakultas itu 
masih seringji saya liat 
biasa itu ada pegawai di 
depan akademikji lagi 
iya. Tapi secara 
keseluruhan saya liat 
dari berbagai elemenji, 
mahasiswa, pegawai 
pokoknya civitas 
akademika lah itu masih 
seringji ada yang 
merokok di fakultas” 
 
MFH “iya sering kayak 
merokok didalam ruang 
kelas, merokok diruang-
ruang fakultas atau 






RRS “kalo mahasiswa itu 
sendiri sih saya jarang 
liat di fakultas ini, 
kecuali mungkin pegawai 
atau mahasiswa diluar 
fakultas kesehatan atau 
tamu mungkin iya karena 
tidak tau aturan itu”  
  KA “Oh iya pernah saya 
melihat ada orang yang 
merokok di fakultas 
   
  ML “iya pernah. Sering 
malah sya melihat itu 
mahasiswa apalgi 
pegawai akademik yang 
merokok di dpan 
ruangan itu di lantai 
dua” 
   
  Ketua Jurusan 
Kesmas 
“Masih sering skali ada 
yang merokok terutama 
pegawai-pegawai FKIK 
itu sendiri. Walaupun 
mereka merokok pada 
tempat-tempat tertentu 
tapi itu juga memberikan 
indikator-indikator 
bahwa kebijakan KTR ini 






dengan baik karena 
pengawasannya masih 
sangat lemah” 
  O “Iya ada peraturan tapi 
susah skali itu dek 
diterapkan difakultas na 
banyak yang merokok. 
Saya kalau mauka 
merokok iya langsungja 
merokok dek biar 
dimanaka, seringja 
nuliat toh” 
   
  A “Iya merokok kan tapi 
bukan waktu kerja 
sambil merokok toh di 
luar ruanganja juga” 
   
  F “Biasa kalau mauka 
merokok liat-liat tonja 
situasi kalau tidak ada 
dosen baruka merokok 
kalo lagi santai biasa di 
kelasji atau di skitar 
kelas” 
   
  AA “iya kalo merokok iya 
seringka di area fakultas 
atau depan kelas” 
   





dimana ? saya kalau 
merokok langsungja 
biasa di fakultas 
santaija” 
  S “Merokok biasa di skitar 
fakultas ji, di bawah 
pohon atau di tempat-
tempat duduk dekat 
kelas” 
   





Dekan FKIK “Jadi kalau saya dapati 
ya saya bisa kurangi 
atau saya bisa kasi nilai 
jelek kalau saya dapati 
dia merokok di area 
fakultas. Kalo di dosen 
atau pegawai saya bisa 
kasi tindakan memberi 
contoh yang tidak baik. 
Itu ada di daftar 
penilaian dekan. Tapi 
selama ini saya belum 
pernah dapati secara 
langsung yang merokok 
di kawasan tanpa rokok 
itu artinya sudah 
berjalan ini kebijakan 
namun belum efektif” 
 
Karena aturan 
















oleh Dekan maka 
akan mendapat 
Sampai sejauh 












WD II “Sebenarnya karena kita 
tidak memiliki aturan 
tertulis, atau surat 
keterangan tentang 
sanksi atau hukuman kita 
tidak bisa memberikan 
sanksi sembarangan. 
Kalo SK ada, tapi 
keterangan tentang 
sanksi kan belum jelas 
kayaknya, karena kalo 
ada keterangan sanksi 
yang jelas misalkan 
sudah ditegur satu atau 









“kalau sanksi sejauh ini 
belum ada. Sanksi sejauh 
ini masih belum dalam 
bentuk aturan nah itu 
yang perluh digagas 
untuk lebih ditindak 
lanjuti kedepan. Jadi 
masih belum dalam 
tingkatan sanksi tetapi 






masing personal yang 





“Sampai skarang itu 
belum ada sanksi karena 
memang diharapkan 
pencapaian tujuan ini 
yaitu kawasan bebas 
asap rokok dengan 
pendekatan humanistik” 
 
Aw “sebetulnya sudah ada 
peringatan sih, cuma 
untuk implementasinya 
belum diterapkan 
selanjutnya kayak sanksi 
dan hukumannya” 
 
MFH “Nah itu juga, saya 
belum pernah melihat 
orang yang merokok 
dalam fakultas atau 
dikelas itu di hukum. 
Selama ini saya liat 
belum pernah ada yang 







  RRS “Tidak adaji sanksinya, 
tidak ada lagi yang mau 
tegurki iya siapami yang 
berani tidak ada itu” 
   
  KA “Biasa kapang ditegurji”    
  ML “Tidak ada hukumannya, 
palingan ditegurji kalau 
diliat sama pimpinanan. 
Kalau mahasiswa yang 
tegurki ia tidak 
memangmi” 
   
  Ketua Jurusan 
Kesmas 
“Tidak ada penerapan 
Sanksi” 
   
  Satgas KTR “Untuk penerapan 
denda, karena dulu kita 
masih dalam level 
sosialisasi ya. Lalu 
kemudian karena kita 
sudah pergantian 
pimpinan. Jadi kalo saya 
liat ada orang yang 
merokok akan ditegur, 
saya akan suruh berhenti 
merokok disitu dan 
seharusnya hal yang 
sama seharusnya juga 
dilakukan oleh teman-





teman dosen atau 
pegawai yang lain. 
Kenyataannya tidak ada 
begitu. Kemudian 
seharusnya pihak HMJ 
tiap jurusan juga ikut. 
“Kalau saya itu, mau 
pegawai ka mahasiswa 
kalau saya dapati atau 
liat saya langsung tegur, 
bisa saja saya denda itu 
cuman kan ini 
regulasinya belum jelas 
tapi kita memang 
seharusnya memberikan 
efek jerah kepada si 
perokok ini. Kau liatmi 
saya biasa pegawai itu 
saya marah-marahi kalo 
kedapatan..  
 
  A “Denda apa kenapa mau 
didenda na tidak ada 
peraturan dendanya” 
   
  O “Ahh tidak ada sanksi 
atau denda” 
   
  F “Tidak adapi yang 
larang-larangka 






  MS “Siapa yang mau larang, 
sejauh ini belum pernah 
pi ada yang tegur. 
Kecuali mungkin teman 
yang terganggu asapnya 
ji yang biasa tergurka” 
   
  S “Tidak adaji sanksi, tapi 
biasanya teman ceweji 
yang sok larang-larang.. 
   
  AA “Pernah ada dosen yang 
menegur. dikasiji 
ceramah bilang kalo 
merokok itu dampaknya 
ini, itu, tidak nadendaja” 












VARIABEL : Struktur Birokrasi 
No. Informasi Kode 
Informan 






Dekan FKIK “Tidak ada kelompok 
begitu. Tidak ada 
pengawas, yang ada cuma 
itu yang sosialisasikan tadi 


























Tidak ada pengawas 
KTR dan kerja sama 
dengan lembaga 
mahasiswa 
WD II “Tidak ada, selain satgas 
itu tidak ada kayaknya” 
Kasubag “kalau untuk mahasiswa-
mahasiswa kita kan ada ada 
itu Duta Anti Rokok. Tapi 
kalo pengawas secara 
intensif dari kalangan kami 
itu belum ada. Jadi yang 






“Tidak ada pengawas 
makanya saya katakan dari 










orang yang ada dsini 
tentang apa kerugian 
daripada kita 
mengkonsumsi rokok”  
 
DR “Kalau perintah secara 
langsung sejak 
kepengurusan Duta Anti 
Rokok 2014-2015 itu dari 
pihak akdemik atau 
pimpinan di FKIK itu 
sendiri memang tidak ada. 
Tidak taumi kalu 
kepengurusan Duta Anti 
Rokok Sebelumya ia. 
Perintah secara langsung 
dari pimpinan atau Dekan 
itu tidak ada, kita malah 
tidak terlalu dilibatkan 
dalam itu penetapan KTR, 
seharusnya sih ada tapi 
tidak ada perintah atau 
kami dipanggil secara 





memang kerja samanya 
sama mahasiswa untuk 
menciptakan dan 
mendukung penerapan KTR 
itu” 
 
Aw “sebetulnya saya belum tau 
itu ada pengawas atau 
tidak” 
  MFH “Saya belum tau itu, 
mungkin ada tapi fungsinya 
masih tersembunyi toh” 
   
  RRS “kalo pengawas yang 
ditetapkan secara khusus 
atau diperintahkan secara 
khusus  itu tidak ada. Tapi, 
kami dari mahasiswa itu 
biasanya berupaya untuk 
mengaplikasikan dan 
menerapkan kawasan tanpa 
rokok di fakultas ini”  
   
  KA ih setau saya tidak ada”    
  ML “setau saya tidak ada itu 
pengawas KTR dri 
pimpinan. Kalopun ada dri 
pihak mahasiswa pasti dari 
lembaga mahasiswa ji 
kayak HMJ, DEMA” 





  AA “Masalah pengawas itu 
saya belum tau bilang ada 
atau tidak itu” 
   
  Satgas KTR “Sudah dibentuk itu 
komitenya, kelompok 
kerjanya, kebijakannya. 
Komite adalah termasuk 
yang mengawasi sirkulasi 
pelaksanaan ketika 
kebijakan ini diterapkan. 
Dan seharusnya 
pengawasnya adalah kabag 
dan  kasubag untuk 
pegawai sementara untuk 
prodi itu mengawas dosen 
dan mahasiswa tapi 
kenyataan tidak ada selain 
saya itu yang berani 
menegur langsung” 
“Kemudian yang orang 
ingat itu sebagai satgas anti 
rokok adalah saya saja 
karena tinggal saya saja 
yang berani kote-kote’ di 
sebelah. Padahal 
sebenarnya dulu itu ketika 
duduk bersama itu sudah 
dirapat senatkan loh, 





mereka dilibatkan semua 
saya masih ingat karena 
dulu itu saya masih kepala 
laboratorium fakultas , 
pengesahan tentang KTR ini 
bersamaan dengan 
pengesahan soal naskah 
berapa pembiayaan untuk 
laboratorium fakultas. Dan 
itu saya masih ingat sampai 
di level Senat Fakultas. Jadi 
seharusnya sih mereka tidak 
teledor menghilangkan 
naskah itu. Seandainya 
laptopku tidak hilang maka 
saya kasi liat itu naskah 
karena saya punya itu, nanti 
saya coba cari. Tapi 
seharusnya itu sudah ada di 
senat fakultas. Tapi kan kita 
sudah ganti beberapa 
pejabat baru-baru ini dan 
semua pejabat yang 
tergantikan itu merasa 
bahwa mereka bukan 
bagian dari pihak 
pelaksana kebijakan ini, 






  Ketua 
Jurusan 
Kesmas 
“Dulu itu saya sempat 
membuat ini konsep satgas 
kawasan tanpa rokok tapi 
ini tidak bisa bersifat 
kelompok tertentu misalnya 
saya dengan beberapa 
dosen tertentu kemudian itu 
yang dianggap sebagai 
petugas. Idealnya itu tadi, 
kita harus berfikir integritik 
atau integrasi kesemua unit 
yang ada jadi misalnya 
kepala tata usaha atau 
kasubag umum itu dia harus 
bertanggung jawab 
mengawasi anggotanya. 
Begitupula dengan ketua 
prodi misalnya, dia harus 
melakukan pengawasan 
terkait dosen-dosen prodi” 
   
  A “Iya saya merokok itu 
sudah dari kecilji jadi kalau 
mauka merokok disekitar 
fakultas siapa mau 
larangka, kalau mahasiswa 
berarti dia cari masalah 
sama saya, kalo pegawai ia 





seringka nalarang, dosenmu 
juga seringa nalarang-
larang merokok itu” 
  O “Sering skaliki itu ditegur 
edd ngapami kodong ka 
kalo mauki merokok ia” 






Dekan FKIK “Kendalanya yang pertama 
itu tidak ada aturannya, 
kalau ada aturan gampang 
kita terapkan. Yang kedua 
itu, ketagihan atau 
ketergantungan terhadap 
rokok itu susah kita rubah. 
Jadi kita isolasi saja dia 
yang merokok, kita isolir 
























masih ada kendala 
dalam penerapan 
KTR di FKIK 
 
 Satgas KTR “Kendalanya yang pertama 
itu kurangnya komitmen 
teman-teman untuk saling 
menegur atau bekerja sama 
dalam menerapkan 
kebijakan ini, kemudian 
yang kedua itu memang 
harus ada efek jerah bagi si 
perokok kemudian yang 
ketiga itu kan misalnya ada 





mutasi pegawai atau 
siapapun yang baru 
bergabung di FKIK 
seharusnya dia mau atau 
tidak mau harus mengikuti 
aturan yang berlaku di 
fakultas. Dan kita harus 




“Yang perlu adalah 
sinergitas antara lembaga 
mahasiswa dengan pihak 
fakultas dalam programnya 
itu supaya terjalin sinergitas 
dan saling mendukung 
antara pihak fakultas 
dengan lembaga mahasiswa 
itu akan lebih baik” 









“untuk saat ini kami dari 
pihak organisasi atau 
lembaga fakultas 
sebenarnya sangat 
mendukung dan siap 
membantu kebijakan seperti 
ini di fakutas tentang 
kawasan tanpa rokok, 
namun kami mungkin 
sekarang hanya bisa 
menjadi fasilitator untuk 





sosialisasi bahwasanya di 
fakultas ini memang 
dilarang untuk merokok dan 
mungkin kalau teman-teman 
mau merokok mungkin bisa 




“Kita sangat mendukung 
penerapan kebijakan itu 
karena yang pertama kita 
ingin belajar dan punya 
kenyamanan di kampus 
karena otomatis asap rokok 
yang yang didaptkan dari 
perokok itu bisa sangat 
mengganggu skali kesehatan 
bagi si perokok pasif 
apalagi kita dari kesehatan, 
jadi kami sangat mendukung 




“kita kan anak kesehatan 
jelas kita tahu bahwa 
merokok itu perilaku yang 
tidak sehat jadi jelas kita 
sangat mendukung kegiatan-
kegiatan yang mengarah ke 





lembaga kami memang tidak 
ada program khusus terkait 
KTR tapi kami menerapkan 
ke semua pengurus lembaga 
jika kami menemukan 
bebrapa orang yang 
merokok itu  kami usahakan 
menegur dengan cara yang 
sopan. Misalnya jangan ki 
merokok di area fakultas..” 
DEMA 
FKIK 
“Dukungan kami di pihak 
lembaga mahasiswa kita 
juga membantu 
mensosialisasikan ketika 
ada maba yang datang, 
sosialisasi kami yang 
pertama kami berikan 
adalah bahwa disini adalah 
kawasan bebas asap rokok, 
jadi mereka sudah 
terdoktrin dari awal bahwa 
tidak boleh merokok di 
FKIK. Kemudian kami juga 
memberikan peraturan-
peraturan kemarin itu 
sempat terbesit di fikiran 
kami bahwa akan 





mereka yang merokok tapi 
ini belum diterapkan, 
artinya masih sebatas 
pemikiran kami dilembaga 
mahasiswa. Jadi sekarang 
ini sudah jarang mi ada 
mahasiswa yang 
menampakkan diri untuk 
merokok dilingkungan FKIK 
mereka akan cari tempat 
sembunyi karena mereka 
akan malu sendiri ketika 
menampakkan diri” 
  SEMA FKIK “saya sebagai orang yang 
juga tidak merokok jelas dan 
sangat mendukung. Tetapi 
kita kembalikan lagi kepada 
orang yang merokok 
bsgsimana nantinya, karena 
seperti kita ketahui sama-
sama bahwa ketika orang 
yang ditanya apakah ia mau 
berhenti merokok dia akan 
jawab dia ingin berhenti, 
tapi untuk behentinya itu 
yang susah, harus secara 
perlahan untuk membuat 
perokok itu tidak merokok 





lagi. Jadi kita tidak bisa 
serta merta melarang 
mereka merokok. Jadi 
bagaimana kita bisa 
menggunakan kebijakan 
tersebut untuk bisa membuat 




  Duta Anti 
Rokok A 
Kami Mahasiswa selaku 
Duta Anti Rokok sebenarnya 
sudah pernah melakukan 
sosisalisasi, dan juga sudah 
pernah melakukan teguran 
terhadap beberapa pegawai 
dan mahasiswa yang masih 
merokok dikawasan gedung 
FKIK namun karena 
mungkin dirinya sendiri 
tidak mendengar, atau 
mencari alasan dan 
menganggap kami ini hanya 
mahasiswa yang berada 
dibawah level pegawai jadi 
banyak yang tidak 
mendengar teguran kami 
sebagai duta anti rokok 





begitu. Mereka itu tidak 
menganggap, tidak 
mendengarji kalo 
mahasiswa begitue yang 
tegurki” 
 
  Duta Anti 
Rokok B 
“kalau dukungan sudah 
pasti. Jelas bahwa kita 
semua kan mau kalau FKIK 
ini sebagai pelopor fakultas 
di UIN memiliki KTR. Tapi 
kalu dari pimpinan tidak 
ada kerjasama yang baik 
kan susah”  
 
   
  Ket. Jurusan 
B 
“Lembaga mahasiswa 
jangan menunggu siap 
mendukung begitu, karena 
itu bahasa-bahasa kita 
orang kedua. Kita ini 
fakultas ilmu kesehatan 
seharusnya menjadi pionir 
inisiator dalam berbagai 
bentuk upaya dalam rangka 
upaya hidup sehat. Lembaga 
mahasiswa seharusnya 
melahirkan kegiatan yang 
sifatnya secara langsung, 





tidak menunggu arahan 
pihak fakultas. Tentu mereka 
kan punya kreatifitas sendiri 
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